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ABSTRAK 

 

Nama   : Muhammad Zazili 

NIM   : 24801018 

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI) 

Judul   : Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor  

                                      448/Pdt.P/2024/PA.LLG di Pengadilan Agama  

                                       Lubuklinggau 

Kajian ini berangkat dari meningkatnya volume permohonan dispensasi 

kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Lubuklinggau pascadiundangkannya 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia sembilan belas 

tahun sebagai batas minimum bagi kedua calon mempelai. Sasaran kajian ini ada 

dua, yakni menelaah dasar pertimbangan majelis hakim dalam Penetapan Perkara 

Permohonan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG, serta menelaah penerapan ketentuan 

batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Agama Lubuklinggau. 

Kajian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum yuridis empiris 

(socio-legal research) melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-

analitis. Penghimpunan data ditempuh melalui dua jalur yang saling melengkapi, 

yaitu penelusuran dokumen berupa salinan penetapan pengadilan dan peraturan 

perundang-undangan, serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama 

Lubuklinggau. 

Kajian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, dasar pertimbangan hakim 

dalam Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG dibangun di atas empat dimensi 

sekaligus (yuridis, sosiologis, psikologis, dan filosofis) dengan menjadikan 

kepentingan terbaik bagi anak sebagai titik tumpu penalarannya. Corak penalaran 

demikian memperlihatkan bahwa hakim mengorientasikan penetapannya pada 

keadilan substantif dan tidak berhenti pada pemenuhan kepastian hukum yang 

bersifat formal. Kedua, dari sisi prosedural, penerapan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuklinggau telah selaras dengan kerangka 

normatif yang berlaku, termasuk berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun demikian, banyaknya permohonan yang diajukan 

sekaligus dikabulkan mengindikasikan bahwa cita hukum untuk menekan angka 

perkawinan anak belum terwujud secara optimal. Temuan ini menegaskan bahwa 

keberhasilan undang-undang tersebut tidak bergantung pada penegakan hukum di 

ranah peradilan semata, tetapi juga ditentukan oleh kondisi sosial, budaya, serta 

derajat kesadaran hukum masyarakat. 

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Dispensasi Kawin; Batas Usia Minimal 

Perkawinan; Kepentingan Terbaik bagi Anak; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019; Pengadilan Agama Lubuklinggau. 
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ABSTRACT 

Name   : Muhammad Zazili 

Student ID  : 24801018 

Study Program : Islamic Family Law (HKI) 

Title   : Judge's Consideration in Determination Number  

   448/Pdt.P/2024/PA.LLG at the Religious Court of   

   Lubuklinggau 

This study stems from the rising number of marriage dispensation petitions 

at the Religious Court of Lubuklinggau after Law Number 16 of 2019, amending 

Law Number 1 of 1974 on Marriage, set nineteen as the minimum age for both 

prospective spouses. It has two aims: to examine the panel's grounds of reasoning 

in Determination Number 448/Pdt.P/2024/PA.LLG, and to examine how the 

minimum age provision is applied within that court. 

The research employs an empirical juridical (socio-legal) method with a 

qualitative descriptive-analytical approach. Data were drawn from two 

complementary sources: court determinations and statutory regulations, and 

interviews with the court's judges. 

Two findings emerge. First, the judges' reasoning rests on four dimensions at 

once—juridical, sociological, psychological, and philosophical—pivoting on the 

best interests of the child, which shows an orientation towards substantive justice 

rather than formal legal certainty alone. Second, procedurally the law has been 

applied in line with the prevailing normative framework, including Supreme Court 

Regulation Number 5 of 2019. Yet the volume of petitions filed and granted 

indicates that its aim of curbing child marriage remains unrealised, confirming that 

success depends not on judicial enforcement alone but also on social and cultural 

conditions and public legal awareness. 

 

 

 

Keywords : Judges' Considerations; Marriage Dispensation; Minimum 

Marriage Age; Best Interests of the Child; Law Number 16 of 2019; Religious Court 

of Lubuklinggau 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Pernikahan secara 

bahasa diambil dari kata zawaja yang berarti pasangan dan nakaha yang berarti 

menghimpun. Secara singkat pernikahan atau perkawinan dari segi bahasa dapat 

diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu (berpasangan).1 Melalui 

perkawinan ini menjadikan dua insan yang semulanya hidup sendiri-sendiri 

kemudian dipertemukan oleh Allah SWT. untuk menjadi satu sebagai pasangan 

suami istri yang saling melengkapi satu sama lain. Pengertian pernikahan juga 

tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana isinya adalah 

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat 

(mitsaaqon gholiidhan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.” 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan dari asal 

kata kawin berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersuami atau 

beristri yang juga dimaknai dengan menikah. Sedangkan pengertian dari 

perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

 

1 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Cet. Pertama, Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2020, hlm. 1.  
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.” 

Para ahli mendefinisikan perkawinan anatara lain sebagai berikut:2 

1. Menurut Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk 

hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk 

membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram 

dan bahagia. 

2. Duvall dan Miller mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan 

wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya 

penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing 

sebagai suami dan istri. 

3. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup yang 

terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan 

undang-undang dan umumnya bersifat religius. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai 

suami istri yang telah diakui secara sah dalam agama dan masyarakat untuk 

membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. 

 

 

2 Eryanto Pagaftu Yuanda, Skripsi Thesis: “Analisis Yuridis Mengenai Perkawinan di 

Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Medan: 

Universitas Dharmawangsa, hlm. 14. 
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Adapun asas-asas dalam perkawinan secara umum berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meliputi:3 

1. Asas ikatan lahir batin 

Ikatan lahir batin merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita yang menjadi 

suami istri secara lahir (badan) dan batin (psikologis). Antara suami istri terjalin 

ikatan yang mengharuskan seorang suami untuk memberikan nafkah batin berupa 

sandang, pangan, dan papan terhadap istrinya. Sedangkan secara batin meliputi 

kebutuhan secara psikologis baik oleh suami maupun istri. 

2. Asas keluarga yang bahagia dan kekal 

Dalam setiap perkawinan atau pernikahan tentu diharapkan dapat menjadi sebuah 

keluarga yang senantiasa bahagia dan menjadi keluarga yang kekal sampai akhir 

hayat mereka.  

3. Asas sahnya perkawinan berdasarkan kepercayaan masing-masing 

Sah atau tidaknya suatu perkawinan tentu harus berdasarkan ketentuan dalam 

agama masing-masing sebagaimana Indonesia yang menjunjung tinggi Ketuhanan 

Yang Maha Esa berdasarkan sila pertama dalam Pancasila. 

Anjuran-anjuran untuk menikah di dalam agama Islam sendiri termaktub 

pada Al-Qur’an dan juga hadits. Salah satu anjuran menikah terdapat dalam QS. 

 

3 Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974”, Fakultas Hukum Universitas Madura: Jurnal Yustitia, Vol. 19 Nomor 1 Tahun 2018, 

hlm. 90. http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408/341 diakses pada 19 April 

2025 

http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408/341
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Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa menikah dapat memberikan ketentraman 

hati serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. 

اِنْ  فِيْ   ۗ ةَْ   نَكُميْ م وَد ةْ  و رَحْي هَا وَجَعَلَْ بَ ي ي كُنُ ويْٓا الِيَ ي ْْٓۗ انَيْ خَلَقَْ لَكُميْ مِ نيْ انَ يفُسِكُميْ ازَيوَاج ا ل تَِسي   ٖ وَمِنيْ اْٰيٰتِه

 ذٰلِكَْ لََٰيٰتْ  ل قَِويمْ  ي  تَ فَك رُوينَْ

Artinya: 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” 

Sebagaimana tercantum di dalam QS. Ar-Rum (21), bahwa dengan menikah 

akan menimbulkan rasa tentram dan menjadikan cinta dan rasa kasih sayang di 

antara dua insan. Perasaan-perasaan ini kemudian menjadi sebuah dorongan yang 

besar untuk seseorang beribadah kepada Allah SWT. Kemesraan oleh suami istri ini 

dipandang sebagai sebuah katalisator untuk perkembangan jiwa mereka. 

Pernikahan atau perkawinan kemudian dapat dikatakan sah apabila 

dilaksanakan sesuai hukum agama dan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Berdasarkan hukum agama islam, pernikahan haruslah dilakukan dengan 

ijab yaitu ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan 

kepada pihak pengantin laki-laki dan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau 

wakilnya sebagai tanda penerimaan.4 Apabila ijab qabul tidak dilakukan sesuai 

 

4 Universitas Islam An-Nur, Ijab Kabul dalam Pernikahan, Lampung. https://an-

nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan/ diakses pada 19 April 2025. 

https://an-nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan/
https://an-nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan/
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dengan ketentuannya maka pernikahan tidak dapat dikatakan sah. Sedangkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di dalam Pasal 26 menyebutkan 

bahwa “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-

hubungan perdata”, hal ini bermakna bahwa perkawinan sah hanya apabila sudah 

memenuhi syarat-syarat yang ada. 

Di Indonesia, secara umum perkawinan di atur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau dapat disebut dengan UUP. Pada 

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur batas usia 

minimal menikah yaitu bagi pria maupun wanita harus sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun.  

Pada saat ini, banyak terjadi fenomena di mana wanita maupun pria 

menikah sebelum memasuki usia minimal yang telah ditentukan undang-undang. 

Fenomena ini kemudian dikenal dengan pernikahan dini. Pernikahan dini ini dapat 

diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur 

terbilang muda untuk melakukan sebuah pernikahan. Umur yang terbilang muda 

yang dimaksud adalah saat seseorang masih dalam usia pubertas yakni usia antara 

10-19 tahun.5 Sehingga apabila seseorang lyang lmelakukan likatan llahir lbatin lsebagai 

lsuami listri luntuk lmembentuk lrumah ltangga latau lmelakukan lperkawinan ldapat ldisebut 

 

5 Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan Dini”, Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, 

Gender dan Agama, Vol. 13 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2019, hlm. 18. 

https://www.researchgate.net/profile/Adiyana-

Adam/publication/342175278_DINAMIKA_PERNIKAHAN_DINI/links/6001876392851c13fe10

e726/DINAMIKA-PERNIKAHAN-DINI.pdf  

https://www.researchgate.net/profile/Adiyana-Adam/publication/342175278_DINAMIKA_PERNIKAHAN_DINI/links/6001876392851c13fe10e726/DINAMIKA-PERNIKAHAN-DINI.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adiyana-Adam/publication/342175278_DINAMIKA_PERNIKAHAN_DINI/links/6001876392851c13fe10e726/DINAMIKA-PERNIKAHAN-DINI.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adiyana-Adam/publication/342175278_DINAMIKA_PERNIKAHAN_DINI/links/6001876392851c13fe10e726/DINAMIKA-PERNIKAHAN-DINI.pdf
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lsebagai lpernikahan ldini. lPenyebab ldari lterjadinya lpernikahan ldini lantara llain lkarena 

lsosial lbudaya, lekonomi, lpendidikan, ldan lagama.6 l 

Lebih llanjut, lseiring lbertambahnya ljumlah lpermohonan ldispensasi lkawin 

lterdapat lalasan-alasan lyang lmemengaruhinya lantara llain, lyang lpertama lyaitu 

lkehamilan ldi lluar lnikah, lpergaulan lbebas lyang lberujung lhamil ldan lpergaulan lbebas 

lyang lberujung lzina latau ltakut lzina. lKedua ladalah ltingkat lkemiskinan latau lfaktor 

lekonomi lmasyarakat. lDan lketiga lialah ldijodohkan.7 l 

Setiap lindividu lmemiliki lalasan-alasan ltersendiri luntuk lmengajukan 

ldispensasi lkawin, lalasan lsecara lhukum ladalah lagar ldiperoleh lpengakuan  lsecara 

lnasional ldan lsah lterkait lstatus lperkawinannya. lAdapun lfaktor lnyata lyang lterjadi ldi 

lmasyarakat ladalah lkehamilan ldi lluar lnikah. lPengajuan lpermohonan ldispensasi lkawin 

loleh lpemohon ldikarenakan lmenginginkan lstatus ldan lkedudukan lyang ljelas luntuk lanak 

lsecara l     hukum.8 

Sebagaimana ldi ldalam lPasal l7 lUndang-Undang lPerkawinan l(UUP) 

lmenjelaskan lbahwa lsyarat  lperkawinan lantara llain: 

1. Perkawinan lhanya ldiizinkan lapabila lpria lmaupun lwanita lsudah lberusia l19 ltahun. 

 

6
 lAdinda lHermambang let.al., l“Faktor-faktor lyang lmemengaruhi lpernikahan  ldini ldi 

lIndonesia”, lJurnal lKependudukan lIndonesia, lVol. l16 lNomor l1 lTahun l2021, lhlm. l2. 

lhttps://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki  . 
7

 lMuhammad lHasan lSebyar, l“Faktor-Faktor lPenyebab lPermohonan lDispensasi lKawin ldi 

lPengadilan lAgama lPanyabungan”, lSyari’ah: lJournal lof lIndonesian lComparative lof lSyari’ah lLaw. lVol.  

l5 lNomor l1 lTahun l2022, lhlm. l6. lhttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7611   
8

 lNaufa lSalsabilah ldan lHariyo lSulistyantoro, l“Dispensasi lKawin ldi lBawah lUmur lMenurut 

lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 lTentang lPerubahan lAtas lUndang-Undang lNomor l1 lTahun 

l1974 lTentang lPerkawinan ldi lPengadilan lAgama lSurabaya”, lJurnal lSyntax lAdmiration, lVol. l2 lNomor l6 

lTahun l2021, lhlm. l1110. lhttps://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/248/408   

https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7611
https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/248/408
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2. Jika lpria lmaupun lwanita lyang lhendak lmenikah ldibawah lbatas lusia lmaka ldapat 

lmeminta ldispensasi lkawin lkepada lPengadilan. 

3. Pria lmaupun lwanita lyang lakan lmenikah ltetapi ldi lbawah lbatas lusia lminimal lharus 

lmendapatkan lizin ldari lorangtua/wali. 

Selanjutnya, lapabila lseorang lwanita lataupun lpria lyang lingin lmenikah lnamun 

lbelum lmemenuhi lbatas lusia lminimal ldalam lhal lini lberagama lIslam, lmaka ldapat 

lmengajukan ldispensasi lkawin lke lPengadilan lAgama lsetempat. lKetentuan lini ltertuang 

ldi ldalam lPasal l7 layat l(3) lUndang-undang lNomor l16 lTahun l2019 lTentang lPerubahan 

lAtas lUndang-undang lNomor l1 lTahun l1974 lTentang lPerkawinan. lPengertian 

ldispensasi lkawin lini lmenurut lPeraturan lMahkamah lAgung l l(Perma) lNomor l5 lTahun 

l2019 lTentang lPedoman lMengadili lPermohonan lDispensasi lKawin ladalah lpemberian 

lizin lkawin loleh lpengadilan lkepada lcalon lsuami/isteri lyang lbelum lberusia l19 ltahun 

luntuk lmelangsungkan lperkawinan. 

Pada lpenelitian lini, ltempat lyang lmenjadi lsubjek lpenelitian ladalah lPengadilan 

lAgama lLubuklinggau. lPada lPengadilan lAgama lLubuklinggau lsendiri  ltercatat 

lpengajuan lpermohonan ldispensasi lkawin ldari lJanuari ltahun l2020 lsampai ldengan 

lMaret ltahun l2025 ladalah lsebanyak l2.529 lpermohonan ldengan ljumlah lpermohonan 

lyang ldikabulkan lsebanyak l2.418 lpermohonan, lsedangkan lpermohonan lyang lditolak 

lsebanyak l81 lpermohonan. lPengajuan lpermohonan ldispensasi lkawin lini ldidominasi 

ldengan lanak lperempuan lsebagai lpihak lyang lmengajukan lpermohonan. lAdapun lyang 

lmenjadi lalasan lpara lpihak lmengajukan ldispensasi lkawin lantara llain lkarena lanak  

lperempuan lyang lmenjadi lcalon listri lsudah lhamil lsebelum lmenikah lsehingga 
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lpermohonan lini lpun ldiajukan ldemi lkepastian lhukum lbagi lanak lyang lakan lmenikah 

ltersebut. 

Dari l2.418 lpermohonan lyang ltelah ldikabulkan, lkebanyakan lpermohonan 

ltersebut ldikabulkan lkarena lberdasarkan lpertimbangan lhakim lsang lanak lyang lingin 

lmenikah ltidak latas lpaksaan lorang ltua latau lpihak llainnya lserta latas lpertimbangan-

pertimbangan llain lselama lpersidangan lberlangsung. lSedangkan lkebanyakan 

lpermohonan lditolak lantara llain lkarena lpada lsaat lpersidangan, lsaksi lyang ldihadirkan 

lmemberikan lkesaksian lberupa lpernikahan lterpaksa ldilaksanakan lkarena ltakut 

lmembuat lfitnah ldan lsang lanak lmelakukan lzina llebih ljauh. lMaka ldari litu, latas 

lpertimbangan lhakim lpula llah lpermohonan ltersebut lditolak. 

PERMA lNomor l5 lTahun l2019 ltentang lPedoman lMengadili lPermohonan 

lDispensasi lKawin lpada ldasarnya ldibuat luntuk  lmelindungi ldan lmemberikan 

lperlindungan lterhadap lhak-hak lanak lyang lorang ltuanya lmengajukan lpermohonan 

ldispensasi lkawin latas lanak ltersebut. lNamun, lseiring lmeningkatnya lkasus lpengajuan 

ldispensasi lkawin ldari ltahun lke ltahun lmenimbulkan lpertanyaan lantara llain lapakah 

lpemenuhan lhak lanak ldalam lperkawinan ldapat ldilaksanakan loleh lpengadilan ldalam lhal 

lini lPengadilan lAgama lLubuklinggau. lMeskipun lperkawinan ldi lbawah lumur ldapat 

lmengajukan ldispensasi lkawin, lpemenuhan lhak-hak lanak ldalam lperkawinan ljuga 

lpenting luntuk ldipertimbangkan. lWalaupun lanak lyang lmenjadi lcalon listeri lmasih 

lberstatus lsebagai lanak, llantas ltidak lmenyebabkan lhilangnya lhak lanak luntuk 

lmendapatkan lhaknya ldalam lsuatu lperkawinan. 
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Pada lputusan lNomor l448/Pdt.P/2024/PA.LLG lbahwa lPemohon lI ldan 

lPemohon lII lsebagai  lwalinya lhendak lmenikahkan lanak lpemohon lyaitu lPerempuan 

lberusia l17 ltahun ldengan lanak lPemohon lIII ldan l lPemohon lIV lyaitu lLaki-Laki lberusia l20 

ltahun. lDalam lduduk lperkaranya, lbahwa lsecara lumum lsyarat-syarat luntuk 

lmelaksanakan lpernikahan lterhadap lanak lpemohon ltersebut ldengan lketentuan lIslam 

ltelah lterpenuhi. lBahwa lanak lPemohon lI, lII, lIII, ldan lIV lbelum lmencapai lumur l19 

l(sembilan lbelas) ltahun lyang lmerupakan lpenyimpangan ldari lPasal l7 layat l(1) lUndang-

Undang lNomor l16 lTahun l2019 lsehingga lpengajuan lsyarat-syarat lpernikahan lanak 

lpemohon lditolak loleh lKepala lKantor lUrusan lAgama lsetempat. 

Adapun lalasan lpengajuan lpermohonan ldispensasi lkawin lini ldikarenakan lanak 

lpara lPemohon lI, lII, lIII, ldan lIV ltelah lmenjalin lhubungan lyang lsangat ldekat ldan lintim 

l(pacaran) ldan lkarena lkedekatannya lini lkedua lanak ltersebut ltelah lberhubungan lbadan 

ldan lhamil lenam lbulan. lMaka ldari litu ldibutuhkan lpenetapan lyang lmengabulkan 

lpermohonan lpara lpemohon lagar ljelas lstatus lhukum lpernikahan lanak lpara lpemohon 

ldan lbayi lyang ldikandung. 

Dari llatar lbelakang lsebelumnya, lpenulis ltertarik luntuk lmengkaji ldan lmenelaah 

lbagaimana lpemenuhan lhak lanak lterutama lhak lanak lperempuan ldalam lperkawinan 

lmelalui ldispensasi lkawin lini ldapat ldijalankan. lMaka ldari litu, lpenulis lingin lmembahas  

lpermasalahan lhukum ltersebut ldengan ljudul l“lPertimbangan lHakim ldalam 

lPenetapan lPerkara lNomor l448/Pdt.P/2024/PA.LLG di Pengadilan Agama 

Lubuklinggau” 
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B. Fokus lPenelitian 

Agar lpenelitian lini lnantinya ldapat ldilakukan ldengan lfokus, lsempurna ldan llebih 

lmendalam, lmaka lpeneliti  lperlu lmembatasi lpermasalahan lyang lakan ldibahas lyaitu, 

limpelementasi lundang-undang lnomor l16 ltahun l2019 ltentang lperubahan latas lundang-

undang lperkawinan lmengenai lbatas lusia lperkawinan l(Analisis lterhadap lPertimbangan 

lHakim ldalam lPenetapan lPerkara lPermohonan lNomor l448/Pdt.P/2024/PA.LLG). 

lSelain ldari lpada litu, lpertimbangan lhakim lpada lPengadilan lAgama lLubuklinggau ljuga 

lmenjadi llingkup ldalam lpembahasan lpenulisan lini lterhadap lPenetapan  lNomor 

l448/Pdt.P/2024/PA.LLG. 

C. Rumusan lMasalah 

Berdasarkan ldari luraian llatar lbelakang lyang ltelah ldijabarkan ldi latas, lmaka 

ladapun lyang lmenjadi lpermasalahan ldalam ltesis lini ladalah lsebagai lberikut: 

1. Bagaimana lpertimbangan  lHakim ldalam lPenetapan lNomor l448/Pdt.P/2024/PA.LLG? 

2. Bagaimana limplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 ltentang lbatas lusia 

lminimal lperkawinan ldi lPengadilan lAgama lLubuklinggau l? 

D. Tujuan ldan lKegunaan lPenelitian 

Adapun ltujuan lyang lhendak ldicapai ldari lpenelitian lini ladalah lsebagai lberikut: 

1. Untuk lmenganalisis lpertimbangan lHakim ldalam lPenetapan lNomor 

l448/Pdt.P/2024/PA. lLLG 

2. Untuk lmenganalisis limplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 ltentang 

lbatas lusia lminimal lperkawinan ldi lPengadilan lAgama lLubuklinggau 
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Adapun lyang lmenjadi lmanfaat latau lkegunaan ldari lpenelitian lini ladalah lsebagai 

lberikut. 

1. Secara lTeoritis 

Hasil lpenelitian lini ldiharapkan ldapat lmenjadi lpenambah lilmu lpengetahuan ldan 

lberguna luntuk lmahasiswa lyang lingin lmenjadikan ltesis lini lsebagai lreferensi ltambahan 

ldi lbidang lilmu lhukum lterkait ldengan limpelementasi lundang-undang lnomor l16 ltahun 

l2019 ltentang lperubahan  latas lundang-undang lperkawinan lmengenai lbatas lusia 

lperkawinan l(Analisis lterhadap lPertimbangan  lHakim ldalam lPenetapan lPerkara 

lPermohonan lNomor l448/Pdt.P/2024/PA.LLG). 

2. Secara lPraktis 

Penulisan ltesis lini ldiharapkan ldapat lmemberikan lkontribusi lbagi lpara 

lakademisi, lpraktisi-praktisi, lmaupun lpara lpihak lyang lterkait ldengan limpelementasi 

lundang-undang lnomor l16 ltahun l2019 ltentang lperubahan latas lundang-undang 

lperkawinan lmengenai  lbatas lusia lperkawinan l(Analisis lterhadap lPertimbangan lHakim 

ldalam lPenetapan lPerkara lPermohonan lNomor l448/Pdt.P/2024/PA.LLG). 

E. Tinjauan lPustaka 

Tinjauan lpustaka lmerupakan luraian lsistematis lmengenai lhasil-hasil lpenelitian 

lyang lpernah ldilakukan  lsebelumnya loleh lpeneliti lterdahulu ldan lmemiliki lketerkaitan 

ldengan lpenelitian lyang lakan ldilakukan. lBerikut ladalah lkarya lilmiah lyang lberkaitan 

ldengan lpenelitian ltesis lpenulis. lPada lkajian lpustaka lini lterdapat lbanyak lkarya lilmiah 

lseperti lbuku, lpenelitian, lataupun ltesis lyang lmengangkat ltentang lImplementasi 

lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 lTentang lPerubahan lAtas lUndang-Undang 

lPerkawinan lMengenai lBatas lUsia lPerkawinan l(Analisis lterhadap lPertimbangan 



 

 

12 

 

lHakim ldalam lPenetapan lPerkara lPermohonan lNomor l448/Pdt.P/2024/PA.LLG), 

lnamun lfokus lpenelitiannya lberbeda-beda. 

1. lKajian lTerdahulu 

1) Tesis lyang lditulis loleh lMuhammad lHabiburrahman l(2021), lberjudul l“Ratio lLegis ldan 

lRatio lDecidendi lDispensasi lKawin l(Studi lPutusan lDispensasi lKawin ldi lPengadilan 

lAgama lPamekasan)”.  lTesis lini lmembahas ltentang lratio llegis ldan lratio ldecidendi 

ldispensasi lkawin ldi lPengadilan lAgama lPamekasan, ldengan lstudi lpada lbeberapa 

lputusan ldispensasi lkawin. lTesis lini ljuga ldilatarbelakangi loleh lpasal ldispensasi lkawin 

ldalam lundang-undang lperkawinan lyang lmemungkinkan lanak ldi lbawah lumur 

lmelangsungkan lperkawinan lmelalui lpermohonan ldispensasi. lKaitan ltesis lini ldengan 

lpenelitian lyang ldilakukan lpeneliti ladalah lmembahas ltentang lpengecualian  lhukum 

luntuk lkeadaan lmendesak, lsehingga lanak lyang lbelum lmencapai lbatas lminimal lkawin 

ldapat lmelangsungkan lperkawinan. 

2) Tesis loleh lHesti lSilfiani l(2024) lyang lberjudul l“Pertimbangan lHukum lHakim ldan 

lPemaknaan lAlasan lSangat lMendesak ldalam lPenolakan lDispensasi lKawin ldi 

lPengadilan lAgama lBatang lTahun l2023”. lTesis lini lmembahas ltentang lpermohonan 

ldispensasi lkawin lyang ldiajukan ldi lPengadilan lAgama lmeningkat ldari ltahun lke ltahun. 

lPermohonan ldispensasi lkawin ldiajukan lsebab ladanya lalasan lsangat lmendesak ldi lmana 

lhal lini ltermuat ldalam lPasal l7 layat l(1) ldan l(2) lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019. 

lKaitan ltesis lini ldengan lpenelitian lpenulis ladalah lkarena lalasan lmendesak ljuga 

ldigunakan ldalam lPenetapan lNomor l448/Pdt.P/2024/PA.LLG lyang ldiajukan loleh 

lpemohon lsehingga lmenjadi lpertimbangan lhakim ldalam lpenetapan ltersebut. 
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3) Tesis loleh lChaerul lFuad l(2024) lyang lberjudul l“Pemberian lDispensasi lNikah lDi 

lPengadilan lAgama lPemalang lPasca lRevisi lUndang-Undang lPerkawinan”. lTesis lini 

lmembahas ltentang ltinginya lpernikahan ldini lyang lterjadi ldi lPengadilan lAgama 

lPemalang, ldi lmana lsalah lsatu latau lkedua lpasangan lyang lakan lmenikah lmasih lberusia ldi 

lbawah l19 ltahun. lKemudian lUndang-Undang lNo. l16 lTahun l2019 lmengubah lbatas lusia 

lnikah lperempuan ldari l16 ltahun lmenjadi l19 ltahun luntuk lmengurangi lpernikahan ldini. 

lNamun lpermohonan ldispensasi lkawin ltetap lbertambah lyang lmana lapabila ldikabulkan 

lakan lbertentangan ldengan ltujuan lpengaturan lbatas lusia lperkawinan luntuk lmencegah 

lperkawinan lusia ldini. lPersamaan ldengan lpenelitian lini ladalah lterkait lpengaturan lbatas 

lusia lbaru lyang ltercantum ldalam lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019. 

2. Kerangka lTeori 

Kerangka lteori ladalah lstruktur lkonseptual lyang l ldigunakan ldalam l lpenelitian 

luntuk lmenghubungkan lkonsep-konsep lutama ldan lpemahaman lyang lberkaitan ldengan 

ltopik lpenelitian. lTeori lyang ldigunakan ldalam lpenulisan ltesis lini ladalah lsebagai 

lberikut. 

1) Konsep lPerkawinan 

Perkawinan  ldapat ldikatakan lsah lsebagaimana ldalam lUUP lPasal l2 layat l(1) 

lberbunyi l“perkawinan ladalah lsah, lapabila ldilakukan lmenurut lhukum lmasing-masing 

lagamanya ldan lkepercayaannya.” lDi ldalam lhukum lagama lislam, lpernikahan latau 

lperkawinan lharus ldilakukan ldengan lijab lserta lqabul lyaitu lijab lmerupakan lucapan lwali 

ldari  lpihak lperempuan latau lwakilnya lsebagai  lpenyerahan lkepada lpihak lpengantin llaki-
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laki ldan lqabul lyaitu lucapan lpengantin llaki-laki latau lwakilnya lsebagai  ltanda 

lpenerimaan.9 l 

Sedangkan ldi ldalam lPasal l7 lUndang-Undang lPerkawinan l(UUP) lmenjelaskan 

lbahwa  lsyarat  lperkawinan  lantara llain: 

a. Perkawinan lhanya ldiizinkan lapabila lpria lmaupun lwanita lsudah lberusia l19 ltahun. 

b. Jika lpria lmaupun lwanita lyang lhendak lmenikah ldibawah lbatas lusia lmaka ldapat 

lmeminta  ldispensasi  lkawin  lkepada  lPengadilan. 

c. Pria lmaupun lwanita lyang lakan lmenikah ltetapi ldi lbawah lbatas lusia lminimal lharus 

lmendapatkan  lizin  ldari  lorangtua/wali. 

2) Teori lPerlindungan lHukum 

Menurut lSudikno lMertokusumo, lkepastian lhukum ladalah ljaminan lbahwa 

lhukum lditerapkan, lbahwa lmereka lyang lberhak latas lhak lberdasarkan lhukum ldapat 

lmemperoleh lhaknya, ldan lkeputusan ldapat ldilaksanakan. lWalaupun lkepastian lhukum 

lerat lkaitannya ldengan lkeadilan, lnamun lhukum ltidak lsama ldengan lkeadilan. lHukum 

lbersifat lumum, lmemaksa lsemua lorang, lbersifat lmenyamaratakan, lsedangkan lkeadilan 

lbersifat lsubjektif, lindividual ldan ltidak ldapat ldisamaratakan.10 

Sedangkan lPhilipus lM. lHadjon lberpendapat lbahwa lperlindungan lhukum 

ladalah lmelindungi lkehormatan, lharkat ldan lmartabat lserta lpengakuan lhak lasasi 

lmanusia lyang ldimiliki l lsubjek lhukum, lberdasarkan lketentuan lhukum lterhadap 

 

9
 lUniversitas lIslam lAn-Nur,  lIjab lKabul ldalam lPernikahan, lLampung. lhttps://an-

nur.ac.id/ijab-kabul-dalam-pernikahan 
10

 lSudikno lMertokusumo, lPenemuan lHukum lSebuah lPengantar, lCet. lKelima, lYogyakarta:  

lLiberty, l2007, lhlm. l160 
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lkesewenang-wenangan.  lHadjon lsendiri lmengklasifikasikan ldua lbentuk lperlindungan  

lhukum  lberdasarkan  lsarananya,  lyaitu  lperlindungan  lpreventif  ldan  lrepresif. 

Perlindungan lpreventif ladalah lrakyat ldiberi lkesempatan luntuk lmengajukan 

lpendapatnya lsebelum lkeputusan lpemerintah lmendapat lbentuk lyang ldefinitif luntuk 

lmencegah lterjadinya lsengketa. lSedangkan lperlindungan lrepresif lbertujuan luntuk 

lmenyelesaikan  lsengketa.11 

3) Teori lPertimbangan lHakim 

Hakim ldalam lmenjatuhkan lputusan lharus lberdasarkan latau lyang ltelah 

lditentukan loleh lUndang-Undang. lHakim ltidak lboleh lmenjatuhkan lhukuman lyang 

llebih lrendah ldari lbatas lminimal ldan ljuga lhakim ltidak lboleh lmenjatuhkan lhukuman 

lyang llebih ltinggi ldari lbatas lmaksimal lhukuman lyang ltelah lditentukan loleh lUndang-

Undang. lDalam lmemutus lputusan, lada lbeberapa lteori lyang ldapat ldigunakan loleh 

lhakim. lMenurut lMackenzie, lada lbeberapa lteori latau lpendekatan lyang ldapat ldi 

lpergunakan loleh lhakim ldalam lmempertimbangkan lpenjatuhan lputusan ldalam lsuatu 

lperkara, lyaitu lsebagai lberikut:12 

a) Teori  lKeseimbangan 

Teori lkeseimbangan lyaitu lkeseimbangan lantara lsyarat-syarat  lyang lditentukan loleh 

lUndang-Undang ldan lkepentingan lpihak-pihak lyang ltersangkut latau lberkaitan ldengan 

lperkara. 

 

11
 lTim lHukumonline. l“Teori-Teori lPerlindungan lHukum lMenurut lPara lAhli”. lHukum lOnline. 

lSeptember l2022. lhttps://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-

ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all# 
12

 lAhmad lRifai, lPenemuan lHukum loleh lHakim ldalam lPersfektif lHukum lProgresif, lJakarta: 

lSinar lGrafika, l2010, lhlm. l103 

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all
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b) Teori  lPendekatan  lSeni  ldan  lIntuisi 

Penjatuhan lputusan loleh lhakim lmerupakan ldiskresi latau lkewenangan ldari lhakim. 

lSebagai ldiskresi, ldalam lpenjatuhan lputusan, lhakim lakan lmenyesuaikan ldengan 

lkeadaan ldan lhukuman lyang lwajar lbagi lsetiap lpelaku ltindak lpidana latau ldalam lperkara 

lperdata, lhakim lakan lmelihat lkeadaan lpihak lyang lberperkara. lDalam lPenjatuhan  

lputusan, lhakim lmempergunakan lpendekatan lseni, llebih lditentukan loleh linsting latau 

linstuisi ldaripada lpengetahuan ldari lHakim. 

c) Teori  lPendekatan  lKeilmuan 

Pendekatan lkeilmuan lini lmerupakan lsemacam  lperingatan lbahwa ldalam lmemutus 

lsuatu lperkara, lhakim ltidak lboleh lsemata-mata latas ldasar lintuisi latau linsting lsaja, ltetapi 

lharus ldilengkapi ldengan lilmu lpengetahuan lhukum ldan ljuga lwawasan lkeilmuan lhakim 

ldalam lmenghadapi lsuatu lperkara lyang lharus ldiputuskannya. 

d) Teori  lPendekatan  lPengalaman 

Pengalaman ldari lseorang lhakim lmerupakan lhal lyang ldapat lmembantunya ldalam 

lmenghadapi  lperkara-perkara  lyang  ldi lhadapinya  lsehari-hari. 

e) Teori  lRatio lDecidendi 

Teori lini ldidasarkan lpada llandasan lfilsafat lyang lmendasar, lyang lmempertimbangkan 

lsegala laspek lyang lberkaitan ldengan lpokok lperkara lyang ldisengketakan, lkemudian 

lmencari lperaturan lperundang-undangan lyang lrelevan ldengan lpokok lperkara lyang 

ldisengketakan lsebagai ldasar lhukum ldalam lpenjatuhan lputusan, lserta lpertimbangan  

lhakim lharus ldidasarkan lpada lmotivasi lyang ljelas luntuk lmenegakkan lhukum ldan 

lmemberikan lkeadilan lbagi lpara lpihak lyang lberperkara. 

f) Teori lKebijaksanaan 
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Aspek ldari lteori lini ladalah lmenekankan lbahwa lpemerintah, lmasyarakat, lkeluarga ldan 

lorang ltua likut lbertanggung ljawab luntuk lmembimbing, lmendidik, lmembina ldan 

lmelindungi lanak, lagar lkelak ldapat lmenjadi lmanusia lyang lberguna lbagi lkeluarga, 

lmasyarakat  ldan  lbangsanya. 

Dari  lbanyaknya lteori lpertimbangan lhakim ldi latas, ldalam lpenelitian lini ldiambil  

lteori-teori lyang lberkaitan ldengan lpokok lpembahasan lyaitu, lTeori lPendekatan  

lKeilmuan, lTeori  lPendekatan  l Pengalaman, ldan lTeori  lKebijaksanaan 

4) Teori l    Dispensasi l     Perkawinan 

Dispensasi  lkawin  lsecara  lkhusus ldiatur ldi ldalam lPeraturan lMahkamah lAgung 

lNomor l5 lTahun l2019 lTentang lPedoman lMengadili lPermohonan lDispensasi lKawin. 

lPada lketentuan lumum lPasal l1 langka l5 lditerangkan  lbahwa ldispensasi lkawin ladalah 

lpemberian lizin lkawin loleh lpengadilan lkepada lcalon lsuami/isteri lyang lbelum lberusia  

l19  ltahun  luntuk  lmelangsungkan  lperkawinan. 

Pada lPasal l2 lPERMA lNomor l5 lTahun l2019 lmenyebutkan lbahwa lhakim 

lmengadili lpermohonan ldispensasi lkawin lberdasarkan lasas-asas lberikut, lyaitu: 

a. Kepentingan l    terbaik  lbagi  lanak 

b. Hak  lhidup  ldan  ltumbuh  lkembang  lanak 

c. Penghargaan latas lpendapat lanak 

d. Penghargaan  latas  lharkat  ldan  lmartabat  lmanusia 

e. Non-diskriminasi 

f. Kesetaraan lgender 

g. Persamaan ldi ldepan lhukum 

h. Keadilan 
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i. Kemanfaatan 

j. Kepastian lhukum 

Selain ldari litu, lhakim ldalam lpersidangan lwajib lmemberikan lnasihat lkepada 

lPemohon, lAnak, lCalon lSuami/Isteri, ldan lOrang lTua/Wali lCalon lSuami/Isteri.



 

 

 

BAB lII 

KAJIAN lTEORI 

 

A. Tinjauan lUmum lTentang lPerkawinan 

1. Pengertian lPerkawinan 

Kamus lBesar lBahasa lIndonesia l(KBBI) lmenjabarkan lbahwa lperkawinan 

lberasal ldari lkata lkawin lyang lberarti lmembentuk  lkeluarga ldengan llawan ljenis latau 

lbersuami latau lberistri lyang ljuga ldimaknai ldengan lmenikah. lSedangkan lmenurut 

lhukum lIslam lsendiri lperkawinan ladalah lpernikahan. lPernikahan lsecara lbahasa 

ldiambil ldari lkata lzawaja lyang lberarti lpasangan ldan lnakaha lyang lberarti lmenghimpun. 

lSecara lsingkat lpernikahan latau lperkawinan ldari lsegi lbahasa ldapat ldiartikan lsebagai 

lmenghimpun ldua lorang lmenjadi lsatu l(berpasangan).13 

Sedangkan lpengertian ldari lperkawinan lberdasarkan lPasal l1 lUU lNomor l1 

lTahun l1974 lTentang lPerkawinan ladalah l“ikatan llahir lbatin lantara lseorang lpria ldengan 

lseorang lwanita lsebagai lsuami listri ldengan ltujuan lmembentuk lkeluarga l(rumah ltangga) 

lyang lbahagia ldan lkekal lberdasarkan lKetuhanan lYang lMaha lEsa.” lHal lini lsejalan 

ldengan lpengertian lpernikahan lyang ljuga ltercantum ldi ldalam lKHI lyaitu, l“... lakad lyang 

lsangat lkuat l l(mitsaaqon lgholiidhan) l luntuk l l

 

13
 lTinuk lDwi lCahyani, lHukum lPerkawinan, lCet. lPertama, lMalang: lUniversitas 

lMuhammadiyah lMalang, l2020, lhal. l1. l 
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mentaati l lperintah l lAllah l ldan l lmelaksanakannya lmerupakan libadah.” lAkad lyang lsangat 

lkuat lmemiliki lpersamaan ldengan likatan llahir lbatin lsesuai ldengan lPasal l1 lUU 

lPerkawinan  lyang lmenunjukkan lbahwa lperkawinan ltidak lhanya lsebatas lperjanjian 

lyang  lmempunyai  lsifat  lperdata.14 

Menurut lSajuti lThalib, lperkawinan ladalah lperjanjian lsuci lmembentuk 

lkeluarga lantara lseorang  llaki-laki ldengan lseorang lperempuan. lUnsur lperjanjian 

lbermaksud luntuk lmenunjukkan lsegi lkesenjangan ldari lperkawinan lserta 

lmenampakkannya lpada lmasyarakat lramai. lSelanjutnya, lMohd. lIdris lRamulyo 

lmembenarkan lbahwa ldipandang ldari lsegi lhukum, lperkawinan litu lmerupakan lsuatu 

lperjanjian lsebagaimana lditegaskan ldalam lAlquran lSurah lAn-Nisa’ layat l21 lyang 

lmaknanya  lperkawinan  ladalah l“perjanjian lyang lsangat lkuat” latau ldisebut ljuga ldengan 

l“mitsaaqan lghaliizhan”.15 

Adapun lpendapat llain ldari lpara lahli lantara llain: 

a. Paul lScholten lmendefinisikan lperkawinan lsebagai lsuatu lhubungan lhukum lantara 

lseorang lpria ldengan lseorang lwanita luntuk lhidup lbersama ldengan lkekal lyang ldiakui 

loleh lnegara. 

b. R. lSubekti lmenyebutkan lbahwa ldalam lketentuan lPasal l26 lBW lmenyatakan 

lperkawinan ladalah lpertalian lyang lsah lantara lseorang llelaki ldan lseorang lperempuan 

luntuk lwaktu lyang llama. l 

 

14
 lAmir lSyarifuddin, lHukum lPerkawinan lIslam ldi lIndonesia: lAntara lFiqih lMunakahat ldan 

lUndang-Undang lPerkawinan, lJakarta: lKencana, l2009, lhal. l40. 
15

 lMuhammad lSyaifuddin, lSri lTuratmiyah, ldan lAnnalisa lYahanan. lHukum lPerceraian. 

lJakarta: lSinar lGrafika, l2022, lhal. l2. 
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c. Prof. lSoediman lKartohadiprodjo, lS.H. lmenjelaskan lbahwa lperkawinan  ladalah 

lhubungan lantara lseorang lwanita ldan lpria lyang lbersifat labadi. 

d. Menurut lSoedharyo lSaimin, lperkawinan ladalah lsuatu lperjanjian lyang ldilakukan loleh 

ldua lorang lyaitu lperjanjian lantara lseorang lpria ldengan lseorang lwanita ldengan ltujuan 

lmateril, lyakni lmembentuk lkeluarga l(rumah ltangga) lyang lbahagia ldan lkekal litu 

lharuslah lberdasarkan lKetuhanan lYang lMaha lEsa, lsebagai lasas lpertama ldalam 

lPancasila.16 

Perjanjian ldalam lperkawinan lini lmempunyai/mengandung ltiga lkarakter 

lkhusus, lyaitu lsebagai lberikut: 

a. Perkawinan ltidak ldapat ldilakukan ltanpa lunsur lsukarela ldari lkedua lbelah lpihak. 

b. Kedua lbelah lpihak l(laki-laki ldan lperempuan) lyang lmengikat lpersetujuan lperkawinan 

litu lsaling lmempunyai lhak luntuk lmemutuskan lperjanjian ltersebut lberdasarkan  

lketentuan lyang lsudah lada lhukum-hukumnya. 

c. Persetujuan lperkawinan litu lmengatur lbatas-batas lhukum lmengenai lhak ldan lkewajiban 

lmasing-masing lpihak.17 

Berdasarkan lpengertian ldi latas ldapat lditarik lkesimpulan lbahwa lterdapat  llima 

lunsur lyang lmembentuk lpengertian lperkawinan, lyaitu: 

 

16
 lMohammad lNurul lHuda ldan lAbdul lMunib, l“Kompilasi lTujuan lPerkawinan ldalam lHukum lPositif, 

lHukum lAdat, ldan lHukum lIslam,” lVOICE lJUSTISIA : lJurnal lHukum ldan lKeadilan, l6.2 l(2022), lhal. l9-10 

l<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>.  l 
17

 lOp. lCit., lMuhammad lSyaifuddin, lhlm. l3. 
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a. Ikatan llahir lbatin, lsebagaimana ltercantum ldi ldalam lPasal l1 lUndang-Undang 

lPerkawinan, lyaitu lberupa lakad latau lperjanjian ldari lseorang llaki-laki luntuk lmengikat 

lseorang lperempuan lyang lmenghasilkan lhubungan lsebab lakibat lsehingga lterjadinya 

lhak  ldan  lkewajiban  lantara  llaki-laki  ldan  lperempuan. 

b. Laki-laki ldan lPerempuan, lperkawinan lkhususnya ldalam lhukum lpositif lIndonesia ldan 

lhukum lIslam lperkawinan lhanya  ldiperbolehkan  lantara  llawan  ljenis lyaitu llaki-laki ldan  

lperempuan. 

c. Seorang llaki-laki ldan lperempuan, lhubungan lperkawinan ldalam lhukum  lpositif 

lIndonesia lhanya ldiperbolehkan lantara lseorang llaki-laki ldan lseorang lperempuan 

lkarena lIndonesia lmenganut lasas lmonogami, lhal lini ltercantum lpada lPasal l3 layat l(1) 

lUndang-Undnag  lPerkawinan. lMeskipun  lpada lkenyataannya lmasih ldapat lmelakukan  

lpoligami  ldengan  lsyarat-syarat  lserta  lketentuan  lyang  lada. 

d. Terbentuknya lkeluarga lyang lbahagia ldan lkekal l(tercantum lpada lPasal l1 lUndang-

Undang lPerkawinan), ldalam lhal lini lperkawinan ldilakukan lsemata-mata luntuk 

lmembentuk lkeluarga lyang lbahagia ldan lkekal ltanpa ladanya lunsur lpaksaan ldan 

ldilakukan ldengan lseseorang lyang ldidamba lsehingga ldiharapkan lkebahagiaan lakan 

lterbentuk  ldiantara lpasangan. 

e. Berdasarkan  lKetuhanan  lYang  lMaha  lEsa,  lhal  lini  lsejalan  ldengan  lPasal  l2   layat l(1) 

lUndang-Undang lPerkawinan lbahwa lperkawinan ldapat ldikatakan lsah lapabila 

ldilakukan    lmenurut  l    hukum  l   dan  lkepercayaan  lmasing-masing. 
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Terdapat ltiga laspek lutama ldalam lperkawinan lberdasarkan lPasal l1 lUndang-

Undang  lPerkawinan, lyaitu: 

a. Perkawinan lbukan lhanya lmerupakan lhubungan lraga lsaja lmelainkan ljuga 

lhubungan lbatin latau ljiwa lyang lmenggandeng lnilai ldalam ljangka lwaktu lselama-

lamanya. 

b. Perkawinan lsemata-mata lbertujuan luntuk lkebahagiaan lbaik llahiriah ldan lbatiniah. 

c. Perkawinan ldiharapkan ldapat lbersifat lkekal, lyakni lperkawinan ldiharapkan  ldapat 

lterjadi lselama-lamanya.18 

Berdasarkan lpengertian-pengertian ldi latas, lmaka ldapat ldisimpulkan lbahwa 

lperkawinan lmerupakan likatan llahir lbatin lantara llaki-laki ldan lperempuan lsebagai 

lsuami listri lyang ltelah ldiakui lsecara lsah ldalam lagama ldan lmasyarakat luntuk 

lmembentuk lkeluarga lyang lkekal ldan lbahagia. 

2. Perkawinan dalam Perspektif Nash Al-Qur'an dan Hadis 

Selain ditinjau dari hukum positif dan pendapat para ahli hukum, 

perkawinan juga memiliki landasan yang kuat dalam nash Al-Qur'an dan hadis, 

mengingat perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk-

Nya. Allah Swt berfirman dalam QS. Adz-Dzariyat/51: 49: 

ْلَعَل كُميْتَذكَ رُونَْ ِ نَاْزَويجَيْي ء ْخَلَقي كُْلِ ْشَيي  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْوَمِن

 

18
 lAminiur lAmiruhalddin ldan lAzhari lAkmal lTarigan, lHukum lPerdata lIslam ldi lIndonesia: 

lStudi lKrisis lPerkembangan  lHukum lIslam ldan lFiqih, lUndang-Undang lNomor l1 lsampai lKHI, lCet. l2, 

lJakarta: lKencana, l2004, lhal. l47-49. 
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Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat akan kebesaran Allah." (QS. Adz-Dzariyat/51: 49) 

Ayat ini menegaskan bahwa berpasangan, termasuk melalui ikatan 

perkawinan, merupakan bagian dari ketetapan Allah bagi manusia.19 

Tujuan disyariatkannya perkawinan juga dijelaskan Allah Swt dalam QS. 

Ar-Rum/30: 21: 

نَكُمْم وَد ة ْوَرَحْيَْ هَاْوَجَعَلَْبَ ي ي كُنُواْإلِيَ ي ْأزَيوَاج اْل تَِسي ْأنَفُسِكُمي ْخَلَقَْلَكُمْمِ ني ْآيََتهِِْأَني لِكَْوَمِني ة ْإِن ْفِْذَٰ

ْل قَِْ ْيَ تَ فَك رُونَْلََيََت   ويم 

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum/30: 21) 

Ayat ini menjadi dasar bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan 

ketenteraman (sakinah), rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) antara 

suami dan istri. 

Sejalan dengan hal tersebut, QS. An-Nisa/4: 1 menjelaskan asal-usul 

penciptaan manusia yang berpasangan: 

ْمِن يهُمَْ هَاْزَويجَهَاْوَبَث  ْوَاحِدَة ْوَخَلَقَْمِن ي كَْثِير اْيََْأيَ ُّهَاْالن اسُْات  قُواْرَب كُمُْال ذِيْخَلَقَكُمْمِ نْن  فيس  اْرجَِالَ 

 سَاءْ وَنِْ

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, 

 

19 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Adz-Dzariyat/51: 49, QS. Ar-Rum/30: 21, QS. An-Nisa/4: 1, dan QS. 

An-Nur/24: 32. 
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dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan 

yang banyak." (QS. An-Nisa/4: 1) 

Sementara itu, anjuran untuk menikahkan orang yang belum berkeluarga 

terdapat dalam QS. An-Nur/24: 32: 

ُْمِْ ْوَإِمَائِكُميْإِنْيَكُونوُاْفُ قَراَءَْيُ غينِهِمُْاللَّ  ْعِبَادكُِمي َيََمَىْٰمِنكُميْوَالص الِِِيَْْمِني لِهِْوَاللَّ ُْوَأنَكِحُواْالْي ْنْفَضي

 وَاسِعٌْعَلِيمٌْ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memampukan mereka dengan karunia-Nya." (QS. An-Nur/24: 32) 

  

Dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam hadis Rasulullah Saw yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw bersabda: 

ْفإَِن هُْ تَطاَعَْمِنيكُمُْاليبَاءَةَْفَ لييَ تَ زَو جي ْيََْمَعيشَرَْالش بَابِْمَنِْاسي تَطِعي يَسي ْلَيَْ صَنُْللِيفَريجِْوَمَني ْللِيبَصَرِْوَأَحي ْأَغَضُّ

 فَ عَلَييهِْبِِلص ويمِْفإَِن هُْلَهُْوِجَاءٌْ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu 

(secara fisik dan materi) untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu 

lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum 

mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya." (HR. 

Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400) 

Hadis ini menunjukkan bahwa perkawinan disyariatkan bukan semata-mata 

sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sebagai sarana menjaga 

kehormatan diri (hifzhul furuj) dan pandangan (ghadhul bashar).20 

 

20 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, No. 5065, Kitab an-Nikah; 

Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, No. 1400, Kitab an-Nikah. 
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Berdasarkan nash-nash tersebut, ulama fikih merumuskan bahwa hukum 

asal menikah adalah dianjurkan (sunnah), namun hukumnya dapat berubah 

mengikuti kondisi seseorang (mukallaf), sejalan dengan kaidah usul fikih al-hukmu 

yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman (hukum berputar bersama ada dan tidak 

adanya illat/sebab). Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu 

menjelaskan bahwa perkawinan dapat menjadi wajib bagi orang yang telah mampu 

menikah dan dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak 

menikah; sunnah bagi orang yang telah mampu dan berhasrat menikah namun tidak 

dikhawatirkan terjerumus ke dalam zina; mubah bagi orang yang belum memiliki 

dorongan kuat untuk menikah; makruh bagi orang yang belum mampu memberi 

nafkah lahir dan batin; dan haram bagi orang yang menikah dengan maksud 

menzalimi pasangannya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ibnu Qudamah 

dalam kitab al-Mughni, yang menegaskan bahwa perubahan hukum menikah 

tersebut didasarkan pada kemaslahatan yang hendak dicapai serta kemudaratan 

yang hendak dihindari oleh masing-masing individu.21 

3. Syarat-Syarat  lPerkawinan 

Syarat-syarat lperkawinan lberdasarkan lUndang-Undang lNomor l16 lTahun 

l2019 ltentang lPerubahan latas lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l1974 ltentang 

lPerkawinan ldicantumkan  ldi ldalam lBAB lII lSyarat-Syarat lPerkawinan lpada lPasal l6 

lsampai ldengan lPasal l12 lUndang-Undang lPerkawinan. 

 

21 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 

1985), h. 39-45; Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz VII, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), h. 3-7. 
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Secara lringkas, lsebagaimana ldi ldalam lPasal l7 lUndang-Undang lPerkawinan  

l(UUP) lmenjelaskan lbahwa lsyarat lperkawinan lantara llain: 

a. Perkawinan  lhanya  ldiizinkan  lapabila lpria lmaupun lwanita lsudah lberusia l19 ltahun. 

b. Jika lpria lmaupun lwanita lyang lhendak lmenikah ldibawah lbatas lusia lmaka ldapat 

lmeminta ldispensasi lkawin lkepada lPengadilan. 

c. Pria lmaupun lwanita lyang lakan lmenikah ltetapi ldi lbawah lbatas lusia lminimal lharus 

lmendapatkan lizin ldari lorangtua/wali. 

Persyaratan lagar ldapat lmelangsungkan lperkawinan ltelah ldiatur ldalam 

lUndang-Undang lPerkawinan. lPersyaratan ltersebut lterdiri latas lsyarat lmateril ldan 

lsyarat lformil. lSyarat lmateril l(syarat lsubjektif) lialah lsyarat-syarat lyang lterdapat ldan 

lmenempel lpada lindividu lyang lakan lmelangsungkan lperkawinan. lSedangkan lsyarat 

lformil l(syarat lobjektif) lialah ltata lcara ldan ltahapan-tahapan ldalam lmelangsungkan 

lperkawinan.22
 lSyarat lperkawinan lyang lbersifat lmateriil ldapat ldisimpulkan ldari lPasal l6 

ls/d l11 lUU lNomor l1 ltahun l1974 lyaitu: 

a. Perkawinan lharus ldidasarkan latas lpersetujuan lkedua lcalon lmempelai, lhal lini 

ltercantum ldalam lPasal l6 layat l(1) lUU lPerkawinan. 

b. Untuk lmelangsungkan lperkawinan lseorang lyang lbelum lmencapai lumur l21 ltahun 

lharus  lmendapat  lijin  lkedua  lorang tuanya/salah lsatu lorang ltuanya, lapabila lsalah 

 

22
 lAtikah lRahmi, l“Fungsi lPencatatan lPerkawinan lDikaitkan lDengan lUpaya lPerlindungan lHukum 

lTerhadap lAnak lSetelah lPutusan lMahkamah lKonstitusi lNomor: l46/Puu-Viii/2010,” lDe lLega lLata, lVol. l1 lNomor l2 

ltahun l2016, lhal. l264–86. lhttps://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/794/731   
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lsatunya ltelah lmeninggal ldunia/walinya lapabila lkedua lorang ltuanya ltelah 

lmeninggal ldunia. l(Pasal  l6  layat  l(2)  lUU lPerkawinan) 

c. Perkawinan lhanya ldiijinkan ljika lpihak lpria lsudah lmencapai lumur l19 ltahun ldan 

lpihak lwanita lsudah lmencapai lumur l19 ltahun. lKalau lada lpenyimpangan lharus lada 

lijin ldari lpengadilan  latau  lpejabat lyang lditunjuk loleh lkedua lorang ltua lpihak lpria 

lmaupun lwanita. l(Pasal  l7  layat  l(1)  lUU  lNomor  l16  lTahun  l2019) 

d. Seorang lyang lmasih lterikat ltali lperkawinan ldengan lorang llain ltidak ldapat lkawin 

llagi lkecuali lmemenuhi lPasal l3 layat l(2) ldan lpasal l4 lUU lPerkawinan. l(Pasal  l9 lUU 

lPerkawinan) 

e. Apabila lsuami ldan listri lyang ltelah lcerai lkawin llagi lsatu ldengan lyang llain ldan 

lbercerai llagi luntuk lkedua lkalinya, lmaka ldiantara lkeduanya ltidak lboleh lada 

lperkawinan llagi lkecuali lhukum lmasing-masing lagamanya ldan lkepercayaannya 

ltidak lmenentukan llain. l(Pasal l10) 

f. Bagi lseorang lwanita lyang lputus lperkawinannya lberlaku ljangka lwaktu ltunggu. 

l(Pasal l11 layat  l(1)) 

Syarat lperkawinan lsecara lformil ldapat ldiuraikan lmenurut lPasal l12 lUU lNomor 

l1 lTahun l1974 ldirealisasikan ldalam lPasal l3 ls.d.  lPasal  l13  lPeraturan  lPemerintah lNomor 

l9 ltahun l1975 ltentang lPelaksanaan lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l1974 ltentang  

lPerkawinan.  lSecara  lsingkat  lsyarat lformal lini ldapat ldiuraikan lsebagai lberikut: 

a. Setiap lorang lyang lakan lmelangsungkan lperkawinan lharus lmemberitahukan 

lkehendaknya lkepada lPegawai lPencatat lPerkawinan ldi lmana lperkawinan  litu lakan 

ldilangsungkan, ldilakukan lsekurang-kurangnya l10 lhari lsebelum lperkawinan 
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ldilangsungkan. lPemberitahuan ldapat ldilakukan llisan/tertulis loleh lcalon 

lmempelai/orang ltua/wakilnya. lPemberitahuan litu lantara llain lmemuat: lnama, 

lumur, lagama, ltempat ltinggal lcalon lmempelai l(Pasal l3-5) 

b. Setelah lsyarat-syarat lditerima lPegawai lPencatat lPerkawinan llalu lditeliti, lapakah 

lsudah lmemenuhi lsyarat/belum. lHasil lpenelitian lditulis ldalam ldaftar lkhusus luntuk 

lhal ltersebut l(Pasal l6-7). 

c. Apabila lsemua lsyarat ltelah ldipenuhi lPegawai lPencatat lPerkawinan lmembuat 

lpengumuman lyang lditandatangani loleh lPegawai lPencatat lPerkawinan  lyang 

lmemuat lantara llain: 

1) Nama, lumur, lagama, lpekerjaan, ldan lpekerjaan lcalon lpengantin. 

2) Hari, ltanggal, ljam ldan ltempat lperkawinan lakan ldilangsungkan l(pasal l8-9) 

d. Barulah lperkawinan ldilaksanakan lsetelah lhari lke lsepuluh lyang ldilakukan 

lmenurut lhukum lmasing-masing lagamanya ldan lkepercayaannya litu. lKedua lcalon 

lmempelai lmenandatangani lakta lperkawinan ldihadapan lpegawai lpencatat ldan 

ldihadiri loleh ldua lorang lsaksi, lmaka lperkawinan ltelah ltercatat lsecara lresmi. lAkta 

lperkawinan ldibuat lrangkap ldua, lsatu luntuk lPegawai lPencatat ldan lsatu llagi 

ldisimpan lpada lPanitera lPengadilan. lKepada lsuami ldan lIstri lmasing-masing 

ldiberikan lkutipan lakta lperkawinan l(pasal l10-13).23 

 

23
 lPKBH, l“Syarat-syarat lPerkawinan,” l2013. lhttp://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan. 
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4. Syarat lSah lPerkawinan 

Syarat lsah lperkawinan ltertera lpada lPasal l2 layat l(1) ldan l(2) lUndang-Undang 

lNomor l1 lTahun l1974 ltentang lPerkawinan, lyaitu: 

a. Perkawinan ladalah lsah, lapabila ldilakukan lmenurut lhukum lmasing-masing 

lagamanya ldan lkepercayaannya litu. lKata l“masing-masing lagamanya” lini luntuk 

lmembedakan lagama-agama lyang ldipeluk loleh lmasyarakat ldi lIndonesia, 

lsedangkan l“dan lkepercayaannya litu” lmenunjukkan lbahwa ldalam lkeseluruhan 

lPasal l2 layat l1 lUU lPerkawinan ldimaksudkan lsemua lpelaksanaan lperkawinan 

lharus ldilakukan lmenurut lhukum lagamanya, latau ldengan lkata llain, ltidak lakan lada 

lpelaksanaan lperkawinan  ldi lluar lhukum lagamanya latau lyang lbertentangan ldengan 

lhukum lagamanya. lHal lini ljuga ldapat ldilihat ldalam lPasal l2 layat l1 lUU lPerkawinan 

lbeserta ldengan lpenjelasannya, lbahwa lperkawinan lmutlak lharus ldilaksanakan 

lmenurut lhukum lmasing-masing lagama ldan lkepercayaannya, lkalau ltidak, lmaka 

lperkawinan ltersebut ltidak lsah. lDengan ldemikian, lbagi lorang lIslam ltidak lada 

lkemungkinan luntuk lmelangsungkan lperkawinan ldengan lmelanggar lhukum 

lagamanya lsendiri, ldemikian lpula lbagi lorang lKristen, lHindu latau lpun lBudha.24 

b. Tiap-tiap lperkawinan ldicatat lmenurut lperaturan lperundang-undangan lyang 

lberlaku. lPeraturan  ltentang lperkawinan lharus ldicatatkan ltersebut lterdapat ldalam 

lPasal l2 layat l(2) lUU lNomor l1 lTahun l1974 lyang lmenyebutkan lbahwa l“tiap-tiap 

lperkawinan ldicatat lmenurut lperaturan lperundang-undangan lyang lberlaku”. 

 

24
 lBing lWaluyo, l"Sahnya lPerkawinan lMenurut lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l1974 lTentang 

lPerkawinan", lJurnal lMedia lKomunikasi lPendidikan lPancasila lDan lKewarganegaraan, lVol. l2 lNo. l1 ltahun l2020, 

lhal. l193–99, lhttps://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98.. 
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lAdapun lteknis lpelaksanaannya ldiatur ldalam lPP. lNomor l9 lTahun l1975 ltentang 

lPelaksanaan lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l1974 ltentang lPerkawinan lyang 

lmenyatakan l“Pencatatan lperkawinan ldari lmereka lyang lmelangsungkan 

lperkawinannya lmenurut lagama lIslam, ldilakukan loleh lPegawai lPencatat lNikah, 

lsebagaimana ldimaksud ldalam lUndang-Undang lNomor l32 lTahun l1954 ltentang 

lPencatatan lNikah, lTalak ldan lRujuk.25 

5. Asas-Asas lHukum lPerkawinan 

Asas-asas ldalam lperkawinan lberupa lsecara lumum lyang lberdasarkan lUndang-

Undang lNomor l1 lTahun l1974 lTentang lPerkawinan ldan lasas-asas lhukum lperkawinan 

lIslam lmenurut lHukum lIslam. lAdapun lasas-asas ldalam lperkawinan lsecara lumum 

lmeliputi: 

a. Asas lkeluarga lyang lbahagia ldan lkekal 

Asas lkeluarga lyang lbahagia ldan lkekal lini lterdapat ldi ldalam lPasal l1 lUU 

lPerkawinan. lDalam lsetiap lperkawinan latau lpernikahan ltentu lterdapat ltujuan lyang 

ldiharapkan ldapat lmenjadi lsebuah lkeluarga lyang lsenantiasa lbahagia ldan lmenjadi 

lkeluarga lyang lkekal lsampai lakhir lhayat lmereka. lUntuk lmencapai ltujuan ltersebut, 

lsuami listri lperlu lsaling lmembantu ldan lmelengkapi lagar lmasing-masing ldapat 

lmengembangkan lkepribadiannya lmembentuk ldan lmencapai lkesejahteraan 

lspiritual ldan lmaterial. 

 

25
 lHendri lKori let lal., l“Registration lAs la l‘Legal’ lCondition lof lMarriage l(a lStudy lof lKhoiruddin 

lNasution’S lThoughts),” lJurnal lilmiah lKeislaman, lVolume l20 lNomor l2 ltahun l2021, lhal. l96–110. 

lhttps://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/12644/7228  ldiakses lpada l20 lApril 

l2025. 
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b. Asas  lsahnya  lperkawinan  lberdasarkan  lkepercayaan  lmasing-masing 

Dalam lUndang-undang lPerkawinan lini lmenyatakan lbahwa lsuatu 

lperkawinan ladalah lsah lapabila ldilakukan lberdasarkan lhukum lagama lserta 

lkepercayaan lmasing-masing. lSelain litu, ltiap-tiap lperkawinan ljuga lharus ldicatat 

lmenurut lperaturan lperundang-undangan lyang lberlaku. lHal lini ltercantum lpada 

lPasal l2 layat l(1) ldan l(2) lUU lPerkawinan. 

c. Asas  lperkawinan  lmonogami 

Undang-undang lNomor l1 lTahun l1974 lmenganut lasas lmonogami lyaitu 

lhanya ldapat lmemiliki lsatu listri ldalam lsatu lwaktu lyang ltercermin ldalam lPasal l3 

layat l(1) lyaitu, l“pada lazasnya ldalam lsuatu lperkawinan lseorang lpria lhanya lboleh 

lmempunyai lseorang listeri. lSeorang lwanita lhanya lboleh lmempunyai lseorang 

lsuami.” lHanya lapabila ldikehendaki loleh lyang lbersangkutan ldan lhukum lserta 

lagama ldari lyang lbersangkutan lmengizinkannya lmaka lseorang lsuami ldapat 

lmemiliki listri llebih ldari lsatu lorang. lMeskipun lhal ltersebut ldikehendaki loleh 

lpihak-pihak lyang lbersangkutan, lnamun lhanya ldapat ldilaksanakan lapabila ltelah 

lmemenuhi lberbagai lpersyaratan ltertentu ldan ldiputuskan loleh lPengadilan lyang 

ldalam lhal lini ltercantum lpada lPasal l3 layat l(2) lUU lPerkawinan. 

d. Asas  lkesiapan  lcalon  lsuami  listri  luntuk  lmelangsungkan  lperkawinan 

Undang-undang lini lmenganut lprinsip lbahwa lcalon lsuami listri lharus lsudah 

lmatang ljiwa-raganya luntuk ldapat lmelangsungkan lperkawinan. lHal litu lbertujuan 

lagar ldapat lterwujudnya ltujuan ldari lperkawinan lsecara lbaik ltanpa lberakhir lpada 

lperceraian lserta luntuk lmendapat lketurunan lyang lbaik ldan lsehat. lMaka ldari litu 
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lsyarat luntuk lseseorang ldapat lmenikah ladalah lharus lsudah lmencapai lumur l19 

ltahun lsesuai lPasal l7 lUU lNomor l19 ltahun l2019 ltentang lPerubahan lAtas lUU lNomor 

l1 ltahun l1974. lDengan ldibatasinya lumur luntuk lmenikah ldiharapkan lseseorang 

ltersebut ltelah lmatang ljiwa-raganya luntuk ldapat lmelangsungkan lperkawinan. 

e. Asas  lmempersukar  lperceraian 

Tujuan ldari lperkawinan ladalah luntuk lmembentuk lkeluarga lyang lbahagia 

ldan lkekal lserta lsejahtera, lmaka lundang-undang lini lpun lmenganut lprinsip lumtuk 

lmempersulit lterjadinya lperceraian. lAgar lperceraian lmemungkinkan lharus lada 

lalasan-alasan ltertentu lserta lharus ldilakukan ldi ldepan lsidang lPengadilan. lHal lini 

ltertuang ldalam lPasal l39 layat l(1), layat l(2), ldan layat l(3) lUUP, lyaitu: l“(1) lPerceraian 

lhanya ldapat ldilakukan ldi ldepan lSidang lPengadilan lsetelah lPengadilan lyang 

lbersangkutan lberusaha ldan ltidak lberhasil lmendamaikan lkedua lbelah lpihak; l(2) 

lUntuk lmelakukan lperceraian lharus lada lcukup lalasan, lbahwa lantara lsuami listeri litu 

ltidak lakan ldapat lhidup lrukun lsebagai lsuami listeri; l(3) lTatacara lperceraian ldi ldepan 

lsidang lPengadilan ldiatur ldalam lperaturan lperundang-undangan lsendiri.” 

f. Asas lkedudukan ldan lhak lyang lsama 

Hak ldan lkedudukan listri ladalah lseimbang ldengan lhak ldan lkedudukan 

lsuami lbaik ldalam lkehidupan lrumah ltangga lmaupun lpergaulan lmasyarakat lyang 

lmana lhal lini lterdapat  ldi ldalam lPasal l31 layat l(1) lUU lPerkawinan, lsehingga ldengan 
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ldemikian lsegala lsesuatu ldalam lkeluarga ldapat ldirundingkan ldan ldiputuskan loleh 

lsuami listri.26 

Selanjutnya lasas-asas ldalam lperkawinan lberdasarkan lHukum lIslam lterdiri 

latas    ltujuh  lasas,  lyaitu: 

a. Asas  lPersonalitas  lKeislaman 

Asas lPersonalitas lKeislaman lmerupakan lsalah lsatu lasas lhukum lperkawinan 

lIslam ldi lIndonesia lyang lberdasarkan lPasal l1 ldan lPasal l2 layat l(1) lUndang-Undang 

lNomor l1 lTahun l1974 ltentang lPerkawinan ljuncto lPasal l40 lhuruf lc ldan lPasal l44 

lKompilasi lHukum lIslam. 

Dasar ldari lasas lpersonalitas lkeislaman ldi latas ldapat ldimaknai lbahwa 

lperkawinan lhanya ldapat ldikatakan lsah lapabila ldilaksanakan lsesuai ldengan 

lkepercayaan lagama lmasing-masing ldalam lhal lini ladalah lIslam. lKompilasi lHukum 

lIslam ldalam lPasal l40 lhuruf lc lmelarang lperkawinan lantara llaki-laki lmuslim ldengan 

lwanita lnon-Islam. lPasal l44 lmelarang lperkawinan lantara lwanita lIslam ldengan llaki-laki 

lbukan lIslam. lMaka, lorang lIslam lhanya ldapat lmenikah ldengan lorang lIslam lsaja. lKarena 

lbagi lorang lIslam lsendiri lsudah ljelas ldalam lketentuan lagama lIslam lmenyebutkan 

lbahwa lorang lIslam ltidak lboleh lmenikah ldengan lselain lagama lIslam. 

b. Asas  lKesukarelaan 

Asas lKesukarelaan lmenurut lMohammad lDaud lAli, l ltidak lhanya lharus lterdapat 

lpada lkedua lcalon lmempelai lsaja, ltetapi ljuga lharus lterdapat lpada lkesukarelaan lorangtua 

 

26
 lOp. lCit., lMuhammad lSyaifuddin, lhal. l33-34. 
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lmasing-masing lcalon lmempelai. lKesukarelaan lwali ldari lpihak lperempuan lmerupakan 

lunsur lpenting lkarena lwali lnikah lmerupakan lsalah lsatu lrukun lperkawinan lyang lwajib 

ldipenuhi lsebagaimana lditentukan ldalam lPasal  l14 lKompilasi lHukum lIslam lyang 

lmenentukan lrukun lnikah lterdiri latas lcalon lsuami, lcalon listri, lwali lnikah, ldua lorang 

lsaksi llaki-laki, ldan lijab lKabul. lSedangkan lPasal l19 lsampai ldengan lpasal l23 lKompilasi 

lHukum lIslam lyang lmenentukan ltentang lwali lnikah. 

c. Asas  lPersetujuan 

Hukum lPerkawinan lIslam lsangat lmenghormati lhak lasasi lmanusia ldalam lhal 

lperkawinan lyang ltelah lditentukan lsejak lawal lIslam, lyaitu lsekitar labad lke-7 lMasehi. 

lDalam lmemilih lpasangan lperkawinan, lperempuan lmuslimah ldiberikan lkebebasan 

luntuk lmemilih lmelalui lpernyataan lmenerima latau ltidak lpinangan lseorang llaki-laki 

l(asas lpersetujuan). 

Dari lIbnu l'Abbas  l-radiyallahu l‘anhuma-, lbahwasanya lRasulullah l-sallallahu  

l'alaihi lwa lsallam- lbersabda, l"Wanita ljanda llebih lberhak latas ldirinya ldaripada lwalinya. 

lSementara lwanita lperawan lharus ldimintai lpersetujuan ldan lpersetujuannya ladalah 

ldiamnya." 

d. Asas  lKebebasan  lMemilih  lPasangan 

Asas lkebebasan lmemilih lpasangan lmerupakan lrangkaian ldari lasas lpersetujuan  

ldan lkesukarelaan. lHal lini ldapat ldilihat ldari lhadis lyang ldiriwayatkan lAhmad, lAbu 

lDaud, lIbnu lMajah, ldan lDaruquthni, lsebagaimana ltelah ldikemukakan ljuga lpada l“asas 

lpersetujuan”, lyaitu lhadis ldari lIbnu l‘Abbas lbahwa lseorang lgadis ldatang lkepada 

lRasulullah lsaw. llalu lia lmenceritakan lkepada lbeliau ltentang layahnya lyang 
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lmengawinkannya ldengan llaki-laki lyang lia ltidak lsukai. lMaka lRasulullah lsaw. 

Lmenyuruh  ldia  luntuk  lmemilih  lmenerima  latau  lmenolak. 

e. Asas  lKemitraan  lSuami  lIstri 

Dalam lakad lnikah lterkandung lamanah ldari lAllah ldan lkedua lorang ltua 

lmempelai lperempuan l(istri) lkepada lmempelai llaki-laki l(suami) lagar ldalam 

lpenyelenggaraan  lrumah  ltangga  ldan  lmembina  lkeluarga  lterhindar  ldari  lapi  lneraka. 

Islam lmengajarkan  lbahwa lpembagian ltugas lsuami listri lbukan lberarti lyang lsatu 

lmenguasai lyang llain, ltetapi ldalam lrangka lmencapai lrumah ltangga lyang lsakinah, 

lmawaddah, ldan lrahmah lagar lterwujud lketurunan lyang lsalih ldan lsalihah lsebagai 

lpenerus lamanah lyang lharus ldipertanggungjawabkan lnantinya ldi lhadapan lAllah lswt. 

Dalam lperkawinan  lIslam, lyang ldimaksud ldengan lkemitraan ladalah lbaik  lsuami 

ldan listri lmemiliki lhak ldan lkewajiban lyang lsesuai ldengan lkodratnya lmasing-masing; 

lkeduanya lmemiliki lkebersamaan lyang lsederajat. lDilanjutkan lKhotibul lUmam, lasas 

lkemitraan lini ldiatur ldalam lPasal l77–84 lKHI, lyang lmengatur lhak ldan lkewajiban lsuami 

listri. 

f. Asas  lMonogami  lTerbuka 

Hukum lPerkawinan lIslam lmenganut lasas lmonogami lterbuka, lyaitu lpada 

lasasnya lperkawinan lmenurut lIslam ladalah lmonogami, ltetapi ldalam lkondisi-kondisi 

ltertentu lsuami lboleh lmelakukan lpoligami latau lberistri llebih ldari lsatu. lSebagaimana 

ldalam lAl-Qur’an lSurat lAn-Nisa  layat  l3  lyaitu: 
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ْتُ قيسِطوُياْفِِْالييَ تٰمٰىْفاَنيكِحُوياْمَا ْالَ  تُمي ْخِفي ْْوَاِني تُميْالَ  ْخِفي ْفاَِني
طاَبَْلَكُميْمِ نَْالنِ سَاۤءِْمَثينْٰٰوَثُ لٰثَْوَربُٰعََۚ

ْ ْتَ عُويلُويا  ْالَ  ْذٰلِكَْادَينْٰٰٓ اَنكُُمي  ْايْي ْمَاْمَلَكَتي ۝٣تَ عيدِلُوياْفَ وَاحِدَة ْاوَي  

Artinya: l“Jika lkamu lkhawatir ltidak lakan lmampu lberlaku ladil lterhadap l(hak-

hak) lperempuan lyatim l(bilamana lkamu lmenikahinya), lnikahilah lperempuan l(lain) 

lyang lkamu lsenangi: ldua, ltiga, latau lempat. lAkan ltetapi, ljika lkamu lkhawatir ltidak lakan 

lmampu lberlaku ladil, l(nikahilah) lseorang lsaja latau lhamba lsahaya lperempuan lyang 

lkamu  lmiliki. lYang  ldemikian  litu  llebih  ldekat  luntuk  ltidak  lberbuat  lzalim. 

g. Asas lUntuk lSelama-lamanya. 

Tujuan lperkawinan ladalah luntuk lselama-lamanya, lbukan luntuk lsementara 

lwaktu latau luntuk lsekadar lbersenang-senang latau lrekreasi lsemata. lOleh lkarena litu, 

lperceraian  ltidak  lboleh  ldilakukan  lsewenang-wenang  loleh lsuami lterhadap listrinya.27 

B. Batasan  lUmur  ldalam  lPerkawinan 

1. Menurut lUndang-Undang lPerkawinan 

Undang-Undang lNomor l1 lTahun l1974 latau lbisa ldisebut ljuga ldengan lUndang-

Undang lPerkawinan ltelah lmenentukan lbatas lusia lbagi lpria lmaupun lwanita lyang 

lhendak lmelakukan lperkawinan. lHal lini ltercantum  lpada lPasal l7 layat l(1) lUndang-

Undang lNomor l16 lTahun l2019 ltentang lPerkawinan lsebagaimana lperubahan latas 

lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l1974 ltentang lPerkawinan, lyaitu: l“Perkawinan lhanya 

ldiizinkan lapabila lpria ldan lwanita lsudah lmencapai lumur l19 l(sembilan lbelas) ltahun.” 

 

27
 lNeng lDjubaedah, lPencatatan lPerkawinan l& lPerkawinan lTidak lDicatat lMenurut lHukum 

lTertulis ldi lIndonesia ldan lHukum lIslam, lJakarta: lSinar lGrafika, l2010, lhal. l94-105. 
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2. Menurut lKompilasi lHukum lIslam 

Kompilasi lHukum lIslam l(KHI) ldalam lisinya ljuga lmengatur ltentang lbatas lusia 

lminimal lmenikah. lPengaturan lini lterdapat ldalam lPasal l15 layat l(1) lKHI, lyaitu: l“Untuk 

lkemaslahatan lkeluarga ldan lrumah ltangga, lperkawinan lhanya lboleh ldilakukan lcalon 

lmempelai lyang ltelah lmencapai lumur lyang lditetapkan ldalam lpasal l7 lUndang-undang 

lNomor ll ltahun l1974 lyakni lcalon lsuami lsekurang-kurangnya lberumur l19 ltahun ldan 

lcalon listeri lsekurangkurangnya lberumur l16 ltahun.” lNamun, lketentuan ldi ldalam 

lKompilasi lHukum lIslam lsebagaimana lpada lPasal  l15 layat l(1) lini ltetap lmengikuti 

lperubahan latas llandasan lUndang-Undang lPerkawinan lyang ltelah ldiperbaharui. 

3. Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Fiqih Islam 

Dalam kajian fiqih klasik, syarat sah perkawinan tidak dirumuskan 

berdasarkan batas usia numerik, melainkan berpijak pada dua kriteria utama, yaitu 

baligh (telah mengalami tanda-tanda kedewasaan biologis) dan rusyd (kematangan 

akal dan kemampuan mengelola diri serta harta). Ulama fiqih klasik pada umumnya 

membedakan antara akad nikah dan penyerahan (dukhul); seorang wali mujbir 

dimungkinkan untuk menikahkan anak yang belum baligh, namun hubungan suami 

istri secara biologis baru dapat dilaksanakan setelah anak tersebut dinilai mampu, 

baik secara fisik maupun psikis. Ketiadaan angka usia yang pasti dalam nas Al-

Qur'an dan hadis inilah yang kemudian menjadi ruang ijtihad bagi ulama dari masa 

ke masa untuk merumuskan batas usia yang lebih operasional sesuai konteks zaman 

dan kemaslahatan yang hendak dilindungi. 
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Dalil yang menjadi rujukan pokok bagi kriteria baligh dan rusyd sebagai 

syarat kecakapan menikah termaktub dalam QS. An-Nisa/4:6 berikut ini. 

وَالَُْ ْأمَي اْفاَديفَ عُواْإلِيَيهِمي د  ْمِن يهُميْرُشي تُمي ْآنَسي ْإِذَاْبَ لَغُواْالنِ كَاحَْفإَِني ميْوَاب يتَ لُواْالييَ تَامَىْٰحَتَّ ٰ  

Artinya: 

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. 

Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 

harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.” (QS. An-Nisa/4:6) 

Selain ayat tersebut, anjuran menikah bagi orang yang telah memiliki 

kemampuan (al-ba’ah) juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut 

ini. 

صَنُْللِيفَريجِْوَمَْيََْمَْ ْللِيبَصَرِْوَأَحي ْفإَِن هُْأَغَضُّ تَطاَعَْمِنيكُمُْاليبَاءَةَْفَ لييَ تَ زَو جي ْلَيَْعيشَرَْالش بَابِْمَنِْاسي ني

ْفَ عَلَييهِْبِِلص ويمِْفإَِن هُْلهَُْوِجَاءٌْ تَطِعي  يَسي

Artinya: 

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu (secara 

fisik dan materi) untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat 

menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum 

mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya.” 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

Pandangan empat mazhab fiqih klasik (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) 

secara umum tidak menetapkan batas usia minimal perkawinan secara tegas, karena 

persoalan usia dipandang sebagai masalah ijtihadiyah yang bergantung pada 

kondisi individu, bukan ketentuan qath'i. Namun demikian, seluruh mazhab sepakat 

bahwa perkawinan harus diarahkan pada tujuan-tujuan syariat (maqasid al-

syari'ah), khususnya hifz al-nasl (terpeliharanya keturunan) dan hifz al-'aql maupun 
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hifz al-nafs (terpeliharanya akal dan jiwa), yang secara substansial menuntut adanya 

kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dari pasangan yang akan menikah. 

Kesepakatan pada tujuan inilah yang menjadi titik pijak bagi ulama kontemporer 

untuk merumuskan batasan usia yang lebih konkret. 

Perkembangan ijtihad kontemporer menunjukkan pergeseran yang signifikan 

dari pendekatan tekstual menuju pendekatan maqasidi. Banyak ulama dan lembaga 

fatwa kontemporer, termasuk di Indonesia, berpandangan bahwa penetapan batas 

usia minimal perkawinan merupakan bentuk penerapan kaidah fiqih dar'ul mafasid 

muqaddamun 'ala jalbil masalih (mencegah kemudaratan lebih diutamakan 

daripada mengambil kemaslahatan) sebagaimana telah diuraikan pada bagian 

konsep maqasid syariah di atas, serta kaidah sadd al-dzari'ah (menutup jalan 

menuju kerusakan). Perkawinan anak dalam usia yang terlalu dini dipandang 

berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti risiko kesehatan 

reproduksi, ketidaksiapan psikologis, terputusnya akses pendidikan, dan kerentanan 

ekonomi rumah tangga, sehingga pembatasan usia oleh negara dinilai sejalan 

dengan, dan bukan bertentangan dengan, semangat maqasid al-syari'ah. 

Kaidah fiqih yang mendasari pertimbangan tersebut secara tekstual berbunyi 

sebagai berikut. 

اليمَفَاسِدِْمُقَد مٌْعَلَىْجَليبِْا ليمَصَالِحِْدَريءُْ  

Artinya: “Menolak kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada 

mengambil kemaslahatan.” 
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Dalam konteks hukum normatif Indonesia, ijtihad maqasidi tersebut telah 

dipositivisasi melalui kebijakan siyasah syar'iyyah negara, yaitu Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal 19 

(sembilan belas) tahun bagi pria maupun wanita, serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam yang menyesuaikan diri pada ketentuan tersebut. Dengan demikian, 

angka 19 tahun bukanlah ketentuan yang berdiri sendiri di luar hukum Islam, 

melainkan hasil ijtihad negara yang mengonversi nilai-nilai maslahah mursalah 

dalam fiqih menjadi norma hukum positif yang mengikat dan dapat ditegakkan 

secara yuridis. 

Mekanisme dispensasi kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan diteknis-operasionalkan melalui 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dapat dipahami sebagai bentuk 

rukhsah (keringanan) dalam konstruksi fiqih Islam. Kaidah fiqih al-masyaqqah 

tajlib al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) mengajarkan bahwa suatu 

ketentuan hukum dapat diberikan pengecualian apabila pihak yang dibebani 

mengalami kondisi darurat atau hajat yang sangat mendesak. Akan tetapi, sejalan 

dengan kaidah ma ubiha lidh-dharurati yuqaddaru bi qadariha (sesuatu yang 

dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar daruratnya), pemberian dispensasi 

kawin harus dimaknai sebagai pengecualian yang bersifat sangat terbatas dan ketat, 

bukan sebagai jalan alternatif yang lazim ditempuh. Pemberian dispensasi secara 

longgar tanpa penilaian yang cermat terhadap unsur kedaruratan justru berpotensi 

menggerus tujuan awal pembatasan usia perkawinan itu sendiri. 
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Landasan kaidah fiqih yang memperkuat konstruksi rukhsah tersebut adalah 

sebagai berikut. 

تََيلِبُْالت  ييسِيرَْ  اليمَشَق ةُْ

Artinya: “Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.” 

ظوُراَتِْ  الض رُوراَتُْتبُِيحُْاليمَحي

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang pada asalnya 

dilarang.” 

رُْبِقَدَرهَِاْ  مَاْأبُيِحَْللِض رُورةَِْيُ قَد 

Artinya: “Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, dibatasi sesuai kadar 

daruratnya.” 

Kaidah terakhir inilah yang menjadi penegasan bahwa dispensasi kawin 

hanya dapat diberikan sebatas kondisi kedaruratan yang benar-benar dapat 

dibuktikan di persidangan, bukan diperluas menjadi kelaziman yang dapat 

ditempuh oleh setiap pemohon. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia perkawinan dan 

mekanisme dispensasi kawin merupakan titik temu antara tiga sumber hukum yang 

saling melengkapi, yaitu fiqih Islam klasik yang berpijak pada konsep baligh dan 

rusyd, ijtihad kontemporer yang berpijak pada maqasid al-syari'ah dan maslahah 

mursalah, serta hukum normatif Indonesia yang memposisikan kedua sumber 

tersebut ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat. Kerangka 

ini selanjutnya digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji pertimbangan 

hakim dalam Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG pada Bab IV. 
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4. Menurut  lPERMA  lNomor  l5  lTahun  l2019  ltentang  lPedoman  lMengadili 

lPermohonan  lDispensasi  lKawin 

Dispensasi lmerupakan lsuatu lbentuk lkeringanan lyang ldiberikan latas lsuatu 

llarangan lyang ldiatur ldalam lundang-undang. lDispensasi lmeliputi lsoal-soal ldimana 

loleh lpembentuk lundang-undang ldiadakan llarangan, lakan ltetapi lkarena lada lhal-hal 

lyang lpenting ldapat ldiberi lkebebasan. lDispensasi  lmenurut lKamus lBesar lBahasa 

lIndonesia ladalah lpembebasan ldari laturan lkarena ladanya lpertimbangan lkhusus,28
 

lpembebasan ldari lsuatu lkewajiban latau llarangan, lsedangkan lpengertian ldispensasi 

ldalam lkamus lhukum lyang lditulis loleh lSudarsono ladalah lmerupakan lpengecualian ldari 

lsuatu laturan lsecara lumum luntuk lsesuatu lkeadaan lyang lbersifat lkhusus, lpembebasan 

ldari lsuatu llarangan latau lkewajiban. lSama lhalnya lpula lsebagaimana ldisampaikan loleh 

lC.S.T. lKansil lmakna ldispensasi lmerupakan lpenetapan lyang lmenyatakan lbahwa lsuatu 

lketentuan lperaturan lmemang ltidak lberlaku lbagi lkasus lyang ldiajukan loleh lseorang 

lpemohon.29 

Peraturan lMahkamah lAgung l(PERMA) lNomor l5 lTahun l2019 ltentang 

lPedoman lMengadili lPermohonan lDispensasi lKawin lmenjelaskan lbahwa ldispensasi 

lkawin latau lizin lkawin ldiberikan lkepada lanak lyang lmana lbelum lmencapai lusia l19 

ltahun. lSedangkan lpengertian lanak ldalam lPasal l1 langka l1 lPERMA lNomor l5 lTahun 

l2019 lyaitu: l“Anak ladalah lseorang lyang lbelum lberusia l19 ltahun latau lbelum lpernah 

 

28
 lKamus lBesar lBahasa lIndonesia, lhttps://kbbi.web.id/dispensasi  

29
 lSonny lDewi lJudiasih, lSusilowati lS lDajaan, ldan lBambang lDaru lNugroho, l“Kontrasdiksi lantara 

lDispensasi lKawin ldengan lUpaya lMeminimalisir lPerkawinan lBawah lUmur ldi lIndonesia,” lJurnal lIlmu lHukum 

lKenotariatan lFakultas lHukum lUnpad, lVolume l3 lNomor l2 ltahun l2020, lhal. l203–222. 

lhttp://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221   
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lkawin lmenurut lperaturan  lperundang-undangan.” lMaka, lmenurut lPERMA lNomor l5 

lTahun l2019 ltentang lPedoman lMengadili lPermohonan lDispensasi lKawin lmenetapkan 

lbatas lusia lminimal luntuk lmelakukan lperkawinan ladalah l19 ltahun lsebagaimana lpula 

ldiatur ldi ldalam lUndang-undang lPerkawinan lserta lKompilasi lHukum lIslam ldan lbagi 

lseorang llaki-laki lmaupun lperempuan lyang ldi lbawah lbatas lusia lminimal ltersebut 

lapabila lterdapat lalasan-alasan lyang lsangat lmendesak lbaru ldapat lmengajukan 

lpermohonan ldispensasi lkawin. 

C. Tinjauan lUmum lTentang lPemenuhan lHak lAnak 

1. Pengertian lAnak 

Secara lumum lanak ltidak lhanya lmendapat lperhatian ldalam lbidang lilmu 

lpengetahuan lsaja, lnamun ljuga ldapat ldilihat ldari lsudut lpandang lkehidupan lyang 

lterfokus, lseperti lagama, lhukum, ldan lsosiologi, lsehingga lmenjadikan lanak llebih 

lrasional ldan lrelevan ldalam llingkungan lsosial.30 

Undang-undang lmemiliki lpengertian lyang lberbeda-beda lmengenai lanak.  

lAdapun lpengertian lanak lmenurut lUndang-Undang lantara llain: 

a. Menurut  lKUHP 

Pengertian lanak lmenurut lKUHP lterdapat ldalam lPasal l45 lyang lberbunyi: 

l“Dalam lhal lpenuntutan lpidana lterhadap lorang lyang lbelum ldewasa lkarena 

 

30
 lRini lFitriani, l“Peran lPenyelenggara lPerlindungan  lAnak ldalam lMemenuhi lHak-Hak lAnak”, 

lFakultas lHukum lUniversitas lSamudra: lJurnal lHukum lSamudra lKeadilan, lVolume lII lNomor l2, l2016, 

lhal. l252. lhttps://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23   

https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23
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lmelakukan lsuatu  lperbuatan  lsebelum  lumur  l16  ltahun,  lhakim  ldapat  

lmenentukan: l...” 

R. lSoesilo ldalam lbukunya lmenjelaskan lbahwa lyang ldimaksud ldengan 

l“belum ldewasa” lialah lmereka lyang lbelum lberumur l21 ltahun ldan lbelum lkawin. 

lJika lorang lkawin ldan lbercerai lsebelum lumur l21 ltahun, lia ltetap ldipandang ldengan 

ldewasa.31 

b. Menurut  lKUHPerdata l 

Berdasarkan lPasal l330 lKUHPerdata lanak ladalah lseseorang lyang lbelum 

ldewasa ladalah lmereka lyang lbelum lmencapai lumur lgenap l21 l(dua lpuluh lsatu) 

ltahun ldan ltidak lkawin lsebelumnya. lBila lperkawinan ldibubarkan lsebelum lumur 

lmereka  lgenap  l21 ltahun,  lmaka  lmereka  ltidak  lkembali  lberstatus  lbelum  ldewasa. 

c. Menurut lKompilasi lHukum lIslam 

Kompilasi lHukum lIslam l(KHI) ldalam lPasal l98 layat l(1) lmenjelaskan lbahwa 

lbatas  lusia lanak lyang lmampu lberdiri lsendiri latau ldewasa ladalah l21 ltahun, 

lsepanjang lanak ltersebut ltidak lbercacat lfisik lmaupun lmental latau lbelum lpernah 

lmelangsungkan  lperkawinan. 

d. Menurut lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l2023 ltentang lKitab lUndang-Undang 

lHukum  lPidana 

 

31
 lR. lSoesilo, lKitab lUndang-Undang lHukum lPidana l(KUHP) lSerta lKomentar-Komentarnya 

lLengkap lPasal lDemi lPasal, lPolitea: lBogor, l1995, lhlm. l61 
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Pada  lPasal l40 lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l2023 lmenyebutkan 

lbahwa lpertanggunglawaban lpidana ltidak ldapat ldikenakan lterhadap lanak lyang 

lpada lwaktu lmelakukan lTindak lPidana lbelum lberumur l12 l(dua lbelas) ltahun. 

lSedangkan  lpada lPasal l150 lmenyatakan lbahwa lanak ladalah lseseorang lyang 

lbelum  lberumur l18 l(delapan lbelas) ltahun. 

e. Menurut  lUndang-Undang  lNomor  l1 lTahun  l1974 ltentang  lPerkawinan 

Undang-Undang  lPerkawinan lmenjelaskan lpengertian lanak ldidalam 

lPasal l47 lialah lanak lyang lbelum lmencapai lumur l18 ltahun latau lbelum lpernah 

lmelakukan lperkawinan lada ldi lbawah lkekuasaaan lorangtuanya lselama lmereka 

ltidak  ldicabut  ldari  lkekuasaaannya. 

UU lPerkawinan  ljuga lmenyiratkan lanak ladalah lseorang lyang lbelum 

lberusia l19 ltahun latau lbelum lkawin, lhal lini lterdapat lpada lPasal l7 layat l(1) lUU 

lPerkawinan  ltentang  lbatas  lusia  lminimal  lmenikah. 

f. Menurut lUndang-Undang lNomor l11 lTahun l2012 ltentang lSistem lPeradilan lPidana 

lAnak 

Undang-Undang lSistem lPeradilan lPidana lAnak lmemuat lpengertian lanak 

ldalam lPasal l1 langka l3, l4, ldan l5, lyaitu: 

3 Anak lyang  lBerkonflik ldengan lHukum ladalah lanak lyang ltelah lberumur 

l12 ltahun, ltetapi lbelum lberumur l18 ltahun lyang ldiduga lmelakukan 

ltindak  lpidana. 
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4 Anak lyang lMenjadi lKorban lTindak lPidana ladalah lanak lyang lbelum 

lberumur l18 ltahun lyang lmengalami lpenderitaan lfisik, lmental, ldan/atau 

lkerugian  lekonomi  lyang  ldisebabkan  loleh  ltindak  lpidana. 

5 Anak lyang lMenjadi lSaksi lTindak lPidana ladalah lanak lyang lbelum 

lberumur l18 l ltahun lyang ldapat  lmemberikan lketerangan lguna 

lkepentingan lpenyidikan, lpenuntutan, ldan lpemeriksaan ldi lsidang 

lpengadilan ltentang lsuatu lperkara lpidana lyang ldidengar, ldilihat, ldan/atau 

ldialaminya  lsendiri. 

g. Menurut lUndang-Undang lNomor l39 lTahun l1999 ltentang lHAM 

Pasal l1 langka l5 lUU lHAM lmenjelaskan lbahwa lanak lialah lsetiap lmanusia 

lyang lberumur ldi lbawah l18 ltahun ldan lbelum lmenikah, ltermasuk lanak lyang lmasih 

ldalam  lkandungan  lapabila  lhal  ltersebut  ladalah  ldemi  lkepentingannya. 

h. Menurut lUndang-Undang lNomor l35 ltahun l2014 ltentang lPerubahan lAtas 

lUndang-Undang  lNomor  l23  lTahun  l2002  ltentang  lPerlindungan  lAnak 

UU lPerlindungan lAnak lmenjelaskan lpengertian lanak ldi ldalam lPasal l1 

langka l1 lyaitu  lAnak ladalah lseseorang lyang lbelum lberumur l18 ltahun, ltermasuk 

lanak  lyang  lmasih  ldalam  lkandungan. 

i. Menurut lPeraturan lMahkamah lAgung l(PERMA) lNomor l5 lTahun l2019 ltentang 

lPedoman  lMengadili  lPermohonan  lDispensasi  lKawin 

Sedangkan lpada lPERMA lNomor l5 lTahun l2019 ltentang lPedoman 

lMengadili lPermohonan lDispensasi lKawin lmenerangkan lpada lPasal l1 lAngka l1 
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lbahwa lanak ladalah lseorang lyang lbelum lberusia l19 ltahun latau lbelum lpernah 

lkawin  lmenurut  lundang-undang. 

Berdasarkan lbeberapa lketentuan ltersebut ldi latas, ldapat ldipahami lmasih 

lterdapat lperbedaan lpendapat lmengenai lbatasan lusia ldewasa lseseorang. lBeberapa 

lmenetapkan lumur llegal lIndonesia ladalah lusia l21 ltahun, lsementara lyang llainnya 

lmenetapkan lusia l18 ltahun. 

2. Hak lAnak 

Hak lanak ladalah lbagian ldari lhak lasasi lmanusia lyang lwajib ldijamin, ldilindungi, 

ldan ldipenuhi loleh lorang ltua lsebagai llingkungan lyang lpertama ldan lutama. lSelain litu, 

lkeluarga, lmasyarakat, lnegara, lpemerintah, ldan lpemerintah ldaerah ljuga lberperan  

ldalam  lmemenuhi  lhak  lanak.32 

Pada lSidang lUmum ltanggal l20 lNovember l1989 lPerserikatan lBangsa-Bangsa 

l(PBB) ltelah lmengadopsi ldan ldibuka luntuk lpenandatangan, lratifikasi ldan laksesi loleh 

lMajelis lUmum lmengenai lkonvensi lhak-hak lanak. lKonvensi lHak-hak lAnak l(KHA) 

latau llebih ldikenal lsebagai lUN-CRC l(United lNations lConvention lon lthe lRights lof lthe 

lChild) ladalah lsebuah lperjanjian lhak lasasi  lmanusia lyang lmenjamin lhak lanak lpada 

lbidang lsipil,  lpolitik,  lekonomi, lsosial, lkesehatan, ldan lbudaya lyang ldisahkan lpada 

ltahun  l1989  loleh  lPBB.33 

 

32
 lKEMENKO lPMK, lPemenuhan lHak lAnak lFondasi lMasa lDepan, 

lhttps://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa . 
33

 lUNICEF, lTeks lKonvensi lHak lAnak, lhttps://www.unicef.org/child-rights-

convention/convention-text l 
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Konvensi lHak lAnak l(KHA) lmerupakan lperjanjian linternasional lyang 

lkemudian ldiratifikasi loleh lsetiap lnegara, lkecuali lSomalia ldan lAmerika lSerikat. 

lKonvensi lini lterdiri ldari l54 lpasal ldimana lisinya lmerupakan lbagian ldari lperwujudan 

lhak lterhadap lanak lyang lwajib ldilaksanakan loleh lnegara lyang lmeratifikasinya. 

lIndonesia lmeratifikasi lKHA lini lpada ltahun l1990. lSetelah l12 ltahun, lIndonesia 

lmengadaptasi lkonvensi lini lke ldalam lUU lNomor l23 lTahun l2002 ltentang lPerlindungan 

lAnak  lyang  lkemudian  ldirevisi  lpada  ltahun  l201 4 lpada  lUU lNomor  l35  lTahun  l2014.34 

Indonesia lmeratifikasi lKHA lmelalui lKeputusan lPresiden lNomor l36 lTahun 

l1990 ldan lmulai lberlaku ldi lIndonesia lmulai l5 lOktober l1990, lsebagaimana ltercantum 

lpada lpasal l49 layat l2 lKHA, l“Bagi ltiap-tiap lnegara lyang lmeratifikasi latau lyang 

lmenyatakan lkeikutsertaan lpada lkonvensi l(Hak lAnak) lsetelah lditerimanya linstrumen 

lratifikasi latau linstrumen lkeikutseraan lyang lkeduapuluh, lkonvensi lini lakan lberlaku 

lpada lhari lketigapuluh lsetelah ltanggal lditerimanya linstrumen lratifikasi latau linstrumen 

lkeikutsertaan ldari lnegara lyang lbersangkutan”. lMelalui lratifikasi ltersebut, lmaka 

lIndonesia lwajib lmelaksanakan lseluruh lkomponen lKHA lyang ldisusun lpada ltiap 

lpasalnya. lIndonesia lwajib lmelaksanakan lkebijakan ldengan lmengadopsi lperjanjian 

linternasional ltersebut ldalam lbentuk lprogram-program lterkait lanak. lHal lini 

ldimaksudkan luntuk lmemberikan lpenghargaan lterhadap lanak lmelalui lpemenuhan lhak 

ldan  lperlindungan  lanak. 

 

34
 lKOMNAS lPerempuan ldan lAnak, 

lhttps://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=1154#:~:text=K

onvensi%20Hak%2Dhak%20Anak%20(KHA,pada%20tahun%201989%20oleh%20PBB.  l 
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3. Jenis-Jenis lHak lAnak 

Konvensi lHak lAnak latau lConvention lon lthe lRights lof lthe lChild  l(CRC) 

lmenetapkan lbeberapa lhak lmendasar lbagi lanak, lyang ldapat ldibagi lmenjadi lbeberapa 

lkategori  lutama. lJenis-jenis  lhak  lanak  lberdasarkan  lKonvensi  lHak  lAnak  lberupa: 

a. Hak latas lKesejahteraan ldan lPerlindungan: 

1) Hak luntuk lhidup, lbertahan lhidup, ldan lberkembang lsecara loptimal l(Pasal l6). 

2) Hak latas lperlindungan ldari lsegala lbentuk lkekerasan, leksploitasi, latau 

lpenelantaran l(Pasal l19). 

3) Hak  luntuk  ldilindungi  ldar i lperang  ldan  lkonflik  lbersenjata  l(Pasal l38). 

4) Hak  luntuk  ldilindungi  ldari  lpelecehan  ldan  leksploitasi  lseksual  l(Pasal l34). 

b. Hak  latas  lPendidikan: 

1) Hak luntuk lmendapatkan lpendidikan lyang lberkualitas ldan lmencakup 

lpendidikan  ldasar  lyang  lwajib  l(Pasal l28). 

2) Hak luntuk lmengakses lpendidikan lyang lsetara ltanpa ldiskriminasi l(Pasal l29). 

c. Hak  latas  lKesehatan: 

1) Hak luntuk lmenikmati lstandar lkesehatan ltertinggi lyang ldapat ldicapai  l(Pasal 

l24). 

2) Hak luntuk lmendapatkan lakses lterhadap llayanan lkesehatan lyang lmemadai 

ldan  linformasi  lyang  lberkaitan  ldengan  lkesehatan  l(Pasal l24). 

d. Hak  latas  lIdentitas  ldan  lKewarganegaraan: 
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1) Hak luntuk lmemiliki lidentitas lresmi, ltermasuk lnama ldan lkewarganegaraan 

l(Pasal l7). 

2) Hak luntuk lmemiliki lakses lterhadap linformasi ltentang lorangtua ldan lkeluarga 

lasalnya l(Pasal l8). 

e. Hak  latas  lEkspresi  ldan  lPartisipasi: 

1) Hak  luntuk  lmenyatakan  lpendapat  lbebas  l(Pasal l12). 

2) Hak luntuk lberpartisipasi ldalam lkehidupan lbudaya, lartistik, ldan lolahraga 

l(Pasal l31). 

3) Hak luntuk ldidengar ldan ldiberi lkesempatan luntuk lberbicara ldalam lsegala 

lkeputusan  lyang  lmempengaruhi  lmereka  l(Pasal l12). 

f. Hak  latas  lPerlindungan  lHukum: 

1) Hak luntuk ldilindungi loleh lhukum ldari lsegala  lbentuk leksploitasi,  

ldiskriminasi, latau  lpenyalahgunaan  l(Pasal l37). 

2) Hak  luntuk  lmenjalani  lproses  lhukum  lyang  ladil  ldanltidak lmemihak l(Pasal l40). 

g. Hak  latas  lPerlindungan  ldari  lEksploitasi  lEkonomi ldan  lPekerjaan  lAnak: 

1) Hak luntuk ldilindungi ldari leksploitasi lekonomi, ltermasuk lpekerjaan lanak lyang 

lmerugikan  latau  lberbahaya  l(Pasal l32). 

2) Hak luntuk lmendapatkan lperlindungan lkhusus ljika lanak lterlibat ldalam lkerja 

lekonomi l(Pasal l33). 

h. Hak  latas  lPerlindungan  ldari  lSegala  lBentuk  lDiskriminasi : 



 

 

52 

 

1) Hak luntuk ldilindungi ldari ldiskriminasi lberdasarkan lras, lwarna lkulit, ljenis 

lkelamin,  lbahasa,  lagama,  lkebangsaan,  latau  lasal  lketurunan  l(Pasal l2).35 

D. Tinjauan  lUmum  lTentang  lDispensasi  lKawin 

1. Pengertian  lDispensasi  lKawin 

Pernikahan ldini l(di lbawah lumur) lmerupakan lpraktik lpernikahan lyang 

ldilakukan loleh lpasangan lyang lsalah lsatu latau lkeduanya lberusia lmasih lmuda ldalam 

lpandangan lhukum lpositif. lPraktik lpernikahan ldini lini ldipandang lperlu lmemperoleh 

lperhatian ldan lpengaturan lyang ljelas. lMaka, lselain lusia lminimum lpernikahan 

lditetapkan, lbeberapa lnegara lmengatur lcara luntuk lmengantisipasi lmasih 

lmungkinnya lpernikahan lseperti litu lbisa ldilaksanakan, lantara llain, laturan lyang 

lmemberikan  lkeringanan  l(dispensasi).36 

Dispensasi lkawin lberasal  ldari lkata ldispensasi ldan lkawin. lDispensasi ladalah 

lpengecualian ldari laturan lkarena ladanya lpertimbangan lyang lkhusus. lSedangkan lkawin 

latau lperkawinan ladalah likatan llahir lbatin lantara lseorang lpria ldengan lseorang lwanita 

lsebagai lsuami listri ldengan ltujuan lmembentuk lkeluarga l(rumah ltangga) lyang lbahagia 

ldan  lkekal  lberdasarkan  lKetuhanan  lYang  lMaha  lEsa.37
 l 

 

35
 lUNICEF  lIndonesia, lKonvensi lHak lAnak: lVersi lAnak-Anak, 

lhttps://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-

anak#:~:text=Tiap%20anak%20berhak%20mendapat%20pengasuhan,kekerasan%2C%20pengania

yaan%2C%20dan%20pengabaian.&text=Tiap%20anak%20yang%20tidak%20bisa,lain%20dari%2

0kehidupan%20sang%20anak. l 
36

 lAsep lSaepudin, lEuis lNurlaelawati, ldan lJaenal lAripin, lHukum lKeluarga, lPidana l& lBisnis, 

lCet. l1, lJakarta: lKencana, l2013, lhal. l43. 
37

 lSupadi, lMenakar lKembali lAlasan lMendesak lDalam lPerkara lDispensasi lKawin, lPTA 

lSamarinda, lhttps://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-

mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h l. 

https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak#:~:text=Tiap%20anak%20berhak%20mendapat%20pengasuhan,kekerasan%2C%20penganiayaan%2C%20dan%20pengabaian.&text=Tiap%20anak%20yang%20tidak%20bisa,lain%20dari%20kehidupan%20sang%20anak
https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak#:~:text=Tiap%20anak%20berhak%20mendapat%20pengasuhan,kekerasan%2C%20penganiayaan%2C%20dan%20pengabaian.&text=Tiap%20anak%20yang%20tidak%20bisa,lain%20dari%20kehidupan%20sang%20anak
https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak#:~:text=Tiap%20anak%20berhak%20mendapat%20pengasuhan,kekerasan%2C%20penganiayaan%2C%20dan%20pengabaian.&text=Tiap%20anak%20yang%20tidak%20bisa,lain%20dari%20kehidupan%20sang%20anak
https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak#:~:text=Tiap%20anak%20berhak%20mendapat%20pengasuhan,kekerasan%2C%20penganiayaan%2C%20dan%20pengabaian.&text=Tiap%20anak%20yang%20tidak%20bisa,lain%20dari%20kehidupan%20sang%20anak
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Dispensasi lmenurut lKamus lBesar lBahasa lIndonesia lberarti lpengecualian ldari 

lperaturan lumum luntuk lsuatu lkeadaan lkhusus, lpembebasan ldari lsuatu lkewajiban latau 

llarangan. lDalam lhal ldispensasi lbiasanya ldibenarkan lapa-apa lyang lbiasanya ldilarang 

loleh lpembuat lUndang-Undang. lSedangkan lmenurut lC.S.T lKansil ldan lChristine lS.T 

lKansil, ldispensasi ladalah lpenetapan lyang lsifatnya ldiklaratoir, lyang lmenyatakan  

lbahwa lsuatu lketentuan lUndang-Undang lmemang ltidak lberlaku lbagi lkasus lyang 

ldiajukan loleh lseorang lpemohon. lSedangkan lpengertian ldispensasi ldalam lkamus 

lhukum lyang lditulis loleh lSudarsono ladalah lmerupakan lpengecualian ldari lsuatu laturan 

lsecara lumum luntuk lsesuatu lkeadaan lyang lbersifat lkhusus.38
 lJadi ldispensasi lnikah lialah 

ldiizinkannya lpernikahan ldi lbawah lumur ldengan lmengajukan lpermohonan lke 

lpengadilan ldisertai lalasan-alasan lyang ldapat lditerima ldan lberdasarkan lkebijakan 

lhakim.39 

Dispensasi lkawin ldi lIndonesia lsecara lkhusus ldiatur ldi ldalam lPeraturan  

lMahkamah lAgung lNomor l5 lTahun l2019 lTentang lPedoman lMengadili lPermohonan 

lDispensasi lKawin. lPada lketentuan lumum lPasal l1 langka l5 lditerangkan lbahwa 

ldispensasi lkawin ladalah lpemberian lizin lkawin loleh lpengadilan lkepada lcalon 

lsuami/istri  lyang  lbelum  lberusia  l19  ltahun  luntuk  lmelangsungkan  lperkawinan. 

 

38
 lOp. lCit., lJudiasih, lDajaan, ldan lNugroho. 

39
 lAnggie lAgesti lNingrum lTyas lMoro, lSumarwoto, lDanang lCatur lWijayanto, l“Akibat lHukum 

lPemberian lDispensasi lPerkawinan lDi lBawah lUmur”, lJurnal lPendidikan lDasar lDan lSosial 

lHumaniora, lVol. l2, lNo. l7, lMei l2023, lhlm. l833. 

lhttps://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/5704/4296  l 
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2. Tujuan  lDispensasi  lKawin 

Undang-Undang lPerkawinan ltelah lmengatur lbatas lumur ldalam 

lmelangsungkan lperkawinan, ladapaun ltujuan ldiaturnya lbatasan lumur ldalam 

lmelangsungkan lperkawinan ladalah luntuk lmewujudkan ltujuan ldari lperkawinan litu 

lsendiri lyaitu luntuk lmembentuk lkeluarga lyang lbahagia ldan lkekal ltanpa lharus lberakhir 

ldengan ladanya lperceraian.40
 lNamun, lpada lfaktanya lmasih lsering ldijumpai lkasus 

lpernikahan ldi lbawah lbatas lusia ldengan ldiajukannya lpermohonan ldispensasi lkawin 

lpada lpengadilan. lSebagaimana lyang ldimaksud ldengan lpengertiannya,  ltujuan 

ldispensasi lkawin ladalah luntuk lmemberikan lkelonggaran lhukum lbagi lmereka lyang 

ltidak lmemenuhi lsyarat lsah lpernikahan latau lperkawinan lsecara lhukum lpositif. lMaka 

ldari litu lundang-undang lmemberikan lkewenangan lkepada lpengadilan  luntuk 

lmemberikan  ldispensasi  lnikah.41
 l 

Dasar lhukum ltentang ldispensasi lnikah ladalah ltelah ldiatur ldalam lsejumlah 

laturan lperundang-undangan ltentang lpernikahan latau lperkawinan ldi lIndonesia. lSeperti 

ldalam lUndang-undang l(UU) lRepublik lIndonesia lNomor l16 lTahun l2019 ltentang 

lPerubahan latas lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l1974 ltentang lPerkawinan. 

lSementara lterkait ldasar lhukum lpemberian ldispensasi lkawin ladalah ldiatur ldalam 

lPeraturan  lMahkamah  lAgung l(MA) lNomor l5 lTahun l2019 ltentang lPedoman 

lMengadili  lPermohonan  lDispensasi  lKawin. 

 

40
 lPengadilan lAgama lTulang lBawang lTengah, lhttps://pa-tulangbawangtengah.go.id/berita-

seputar-peradilan/388-permohonan-dispensasi-kawin-dominasi-perkara-voluntair-sejak-januari-

juni-2020.html . 
41

 lPengadilan lAgama lSubang, lWeb lBinar lPenanganan lPerkara lDispensasi lKawin l&  

lPencegahan lPerkawinan lAnak ldi lPeradilan lAgama, lhttps://pa-subang.go.id/web-binar-penanganan-

perkara-dispensasi-kawin-pencegahan-perkawinan-anak-di-peradilan-agama 
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Adapun ltujuan lditetapkannya lpedoman lmengadili lpermohonan ldispensasi 

lkawin  lberdasarkan  lPasal  l3  lPERMA  lNomor  l5  lTahun  l2019  ladalah  luntuk: 

a. Menerapkan lasas lsebagaimana ldimaksud lPasal l2, lyaitu lasas lkepentingan lterbaik 

lbagi lanak, lasas lhak lhidup ldan ltumbuh lkembang lanak, lasas lpenghargaan latas 

lpendapat lanak, lasas lpenghargaan lharkat ldan lmartabat lmanusia, lasas lnon 

ldiskriminasi, lkeseteraan lgender, lasas lpersamaan ldi ldepan lhukum, lasas lkeadilan, 

lasas  lkemanfaatan  ldan  lasas  lkepastian  lhukum; 

b. Menjamin  lpelaksanaan  lsistem  lperadilan  lyang  lmelindungi  lhak  lanak; 

c. Meningkatkan ltanggung ljawab lorang ltua ldalam lrangka  lpencegahan 

lperkawinan  lanak; 

d. Mengidentifikasi lada latau ltidaknya lpaksaan lyang lmelatarbelakangi lpengajuan  

lpermohonan  ldispensasi  lkawin; ldan 

e. Mewujudkan lstandarisasi  lproses lmengadili lpermohonan ldispensasi lkawin ldi 

lpengadilan. 

Makna lDispensasi lKawin ladalah lpemberian lizin lkawin loleh lpengadilan 

lkepada lcalon lsuami/isteri lyang lbelum  lberusia l19 ltahun luntuk lmelangsungkan  

lperkawinan.42 

 

42
 lPengadilan lAgama lJakarta lBarat, lDispensasi lKawin, lhttps://pa-

jakartabarat.go.id/dispensasi-kawin 
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3. Tata  lCara  lDispensasi  lKawin 

Dispensasi lkawin lmerupakan lperkara lperdata lyang ldiajukan lsecara lvoluntair 

l(permohonan) lyang lberbeda lkarakteristiknya ldengan lperkara lcontensiosa 

l(gugatan).43
 lPermohonan l(Voluntair) lialah lsuatu lpermohonan lyang ldidalamnya lberisi 

lsuatu ltuntutan lhak lperdata loleh lsuatu lpihak lyang lberkepentingan lterhadap lsuatu lhal 

lyang ltidak lmengandung lsengketa, lsehingga lbadan-badan lperadilan ldalam lmengadili 

lsuatu lperkara lpermohonan l(voluntair) lbisa ldiangap lsebagai lsuatu lperoses lperadilan  

lyang lbukan lsebenarnya. lHal lini ltercermin ldari lhanya lsatu lpihak lsaja ldalam lperkara 

lpermohonan ltersebut l(oneigenlijke lrechtspraak).44
 l 

Adapun  lkarakteristik lkarakteristik  lperkara  lvoluntair  ladalah lsebagai lberikut: 

a. Permasalahannya lbersifat lkepentingan lsepihak lsemata. lArtinya lpermasalahan 

lyang ldimintakan lpemohon luntuk ldiselesaikan lhanya lmurni lterkait lkepentingan 

lpemohon lsemata ldan ltidak lberkaitan ldengan lhak ldan lkepentingan lorang llain. 

b. Permasalahan  lyang  ldiajukan  ltidak  lada  lsengketa  ldengan  lpihak  llain. 

c. Bersifat lsatu lpihak latau lex-parte. lTidak lada lorang llain latau lpihak lketiga lyang 

lditarik  lsebagai  llawan.45 

 

43
 lM.Yahya lharahap, lHukum lAcara lPerdata, lCet. l7, lJakarta: lSinar lGrafika, l2008, lhal. l29. 

44
 lPengadilan lAgama lSidikalang, lProsedur lMengajukan lPerkara ldi lPengadilan lAgama, 

lhttp://pa-sidikalang.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berpekara/21-

prosedur-pengajuan-perkara-tingkat-

i#:~:text=Permohonan%20(Voluntair)%20ialah%20suatu%20permohonan,sebagai%20suatu%20p

eroses%20peradilan%20 
45

 lNurul lHuda, lSyeh lSarip lHadaiyatullah, l“Praktek lHukum lAcara lDispensasi lKawin,” lAsas; lJurnal 

lHukum lEkonomi lSyariah, l12.1 l(2020), lhal. l151 

l<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>.  l 
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Maka ldari litu, luntuk lmelakukan ldispensasi lkawin lharus ldiajukan lpermohonan 

lkepada  lpengadilan  luntuk  lkemudian  ldiproses  ldan  ldiputus  loleh  lpengadilan. 

a. Pengajuan  lPermohonan  lDispensasi  lKawin 

Permohonan ldispensasi lkawin lharus ldisusun ldengan lmemperhatikan lkarakteristik 

ldari lperkara lvoluntair lbaik lpada lbagian lidentitas lpihak, lposita latau lfundamentum 

lpetendi,  ldan  lpetitum  lpermohonan. 

Identitas lpihak ldalam lpermohonan ldispensasi lkawin lhanya lsatu lpihak lyaitu  lhanya 

lPemohon, ltidak  lada lTermohon. lHal lini lsesuai ldengan  lkarakteristik  lperkara  lVoluntair 

ldi latas lbahwa ldispensasi lkawin lmerupakan lpermohonan luntuk lkepentingan lsepihak 

latau  lyang  lterlibat  ldalam  lpermasalahan  lhukum  lyang  ldiajukan  lhanya  lsatu  lpihak.46 

Berdasarkan  lpasal  l6  langka l(1)  lPERMA lNomor l5 lTahun l2019, lpihak lyang 

ldidudukkan lsebagai lPemohon ldalam lpermohonan ldispensasi lkawin latau lpihak lyang 

lberhak luntuk lmengajukan lpermohonan ldispensasi lkawin ladalah lorang ltua ldari lanak 

lyang  ldimohonkan  ldispensasi  lkawin. lOrang ltua lyang ldimaksud ldisini ladalah layah ldan  

libu  lkandung. 

Jika lorang ltuanya lsudah lbercerai, lmaka lpermohonan ldispensasi lkawin ltetap ldiajukan 

loleh  lkedua  lorang ltua, latau loleh lsalah lsatu lorang ltua lyang lmemiliki lkuasa lasuh lterhadap 

lanak lberdasarkan lputusan  lpengadilan, lhal lini ltertuang ldalam lPasal  l6  langka l2  

lPERMA  lNomor  l5  lTahun  l2019. 

 

46
 lNurul lHuda, lSyeh lSarip lHadaiyatullah, l“Praktek lHukum lAcara lDispensasi lKawin,” lAsas; lJurnal 

lHukum lEkonomi lSyariah, l12.1 l(2020), lhal. l151 

l<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>. 
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Posita latau lfundamentum lpetendi lpermohonan ldispensasi lkawin lharus lmemuat 

llandasan lhukum ldan lperistiwa lyang lmenjadi ldasar lpermohonan lyang lmemuat ldan 

lmejelaskan lhubungan lhukum l(rechtsver lhouding) lantara ldiri lpemohon ldengan 

lpermasalahan lhukum lyang ldimohonkan.47 

Sedangkan lpetitum ldalam lpermohonan ldispensasi lkawin lharus lmerupakan 

lpermintaan lyang lbersifat  ldeklaratif ldan ltidak lboleh lmemuat lpetitum lyang lbersifat 

lcondemnatoir, lpetitum lharus ldirinci lsatu lpersatu ltentang lhal-hal lyang ldikehendaki 

lpemohon luntuk lditetapkan lpengadilan lkepadanya, ldan lpetitum ltidak lboleh lhanya 

lbersifat lcompositur latau lex laequo let lbono lartinya lpetitum lpermohonan lharus ldirinci 

ljadi lbersifat lenumeratif. lTidak ldibenarkan lpetitum lyang lhanya lberbentuk  lmohon 

lkeadilan lsaja.48 

b. Kewenangan  lMengadili 

Permohonan  ldispensasi lkawin lharus ldiajukan lkepada lpengadilan lyang lberwenang 

ldan lpengadilan lyang lberwenang lmengadili lperkara ldispensasi lkawin ladalah 

lPengadilan lAgama lbagi lyang lberagama lIslam ldan lPengadilan lNegeri lbagi lyang 

lberagama  llainnya  l(non lmuslim)  luntuk  lmelaksanakan  lpernikahan  ldi lbawah  lumur.49 

Jika lterdapat lperbedaan lagama lantara lanak ldan lorang ltua/wali, lmaka lpermohonan 

ldispensasi lkawin ldiajukan lpada lpengadilan lsesuai ldengan lagama lanak l(Pasal l7 

lPERMA l5/2019).  lDalam  lhal  lcalon  lsuami ldan listeri lsama-sama lberusia ldibawah 

 

47
 lM. lYahya lHarahap, lHukum lAcara lPerdata, lSinar lGrafika: lJakarta, lhlm. l34, l2019 

48
 lIbid, lM. lYahya lHarahap, lhlm. l39. 

49
 lPengadilan lAgama lPurwodadi, lhttps://pa-purwodadi.go.id/index.php/publikasi-

transparansi-peradilan/artikel/625-implementasi-dispensasi-perkawinan-anak-di-bawah-umur-di-

pengadilan-agama-purwodadi-kelas-1-a  
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lbatas lusia lperkawinan l(kurang ldari l19 ltahun), lpermohonan ldispensasi lkawin luntuk 

lmasing-masing lcalon lsuami ldan lcalon listeri ldiajukan lke lpengadilan lyang lsama lsesuai 

ldegan ldomisili lsalah lsatu lorang ltua/wali lcalon lsuami latau listeri l(Pasal l8 lPERMA 

l5/2019). 

c. Persyaratan lAdministrasi 

Ada lsejumlah lsyarat ladministrasi lyang lharus ldipenuhi ldan ldilengkapi loleh lPemohon 

lpada lsaat lmengajukan lpermohonan ldispensasi lkawin. lAdapun lsejumlah lsyarat 

ladministrasi ldalam lpermohonan ldispensasi lkawin lsebagaimana ltersebut ldalam lpasal l5 

lPERMA lnomor l5 ltahun l2019 ldan lketentuan lpasal l7 layat l(2) lUU lNomor l16 ltahun l2019 

ladalah lsebagai lberikut: 

1) Surat lPermohanan.  lJika lidentitas lpihak, lposita ldan lpetitum lsurat lpermohonan 

lbelum lmemenuhi lkualifikasi lpermohonan ldispensasi lyang lbaik ldan lbenar 

lsebagaimana lpenjelasan ldi latas, lmaka lberdasarkan lpasal l119 lHIR/143 lRBG 

lpengadilan lmemberikan lpetunjuk lkepada lPemohon luntuk lmelakukan lperbaikan 

lagar lsesuai ldengan lsyarat-syarat lformil ldan lmateriil lpermohonan lyang lbaik ldan 

lbenar; 

2) Fotokopi lkartu ltanda lpenduduk lkedua lorang ltua/wali; 

3) Fotokopi lkartu lkeluarga; 

4) Fotokopi lkartu ltanda lpenduduk latau lkartu lidentitas lanak ldan/atau lakta lkelahiran 

lanak; 
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5) Fotokopi lkartu ltanda lpenduduk latau lkartu lidentitas lanak ldan/atau lakta lkelahiran 

lcalon  lsuami  latau  listeri;  ldan 

6) Fotokopi lijazah lpendidikan lterakhir lanak ldan/atau lsurat lketerangan lmasih 

lsekolah  ldari  lsekolah  lanak. 

7) Surat lketerangan ldari ltenaga lkesehatan l(dokter latau lbidan) lyang lmendukung 

lpernyataan lorang ltua lbahwa lperkawinan ltersebut lsangat lmendesak luntuk 

ldilaksanakan. lSyarat lini luntuk lmemenuhi lketentuan lpasal l7 layat l(2) lUU lNomor l16 

ltahun l2019 lyang lmenegaskan lbahwa lpermohonan ldispensasi lkawin lharus ldisertai 

ldengan lbukti-bukti lpendukung lyang lcukup ldan lyang ldimaksud ldengan lbukti-

bukti lyang lcukup ldalam lpenjelasan lpasal ltersebut ladalah lsurat lketerangan  lyang 

lmembuktikan lbahwa lusia lmempelai lmasih ldi lbawah lketentuan lundang-undang 

ldan lsurat lketerangan  ldari ltenaga lkesehatan lyang lmendukung lpernyataan lorang ltua 

lbahwa  lperkawinan  ltersebut  lsangat  lmendesak  luntuk  ldilaksanakan. 

8) Surat lpernyataan lkomitmen lorang ltua lanak lyang lmenegaskan lbahwa lkomitmen 

lorang ltua luntuk  likut lbertanggungjawab lterkait lmasalah lekonomi, lsosial, 

lkesehatan ldan lpendidikan lanak. lSyarat lini luntuk  lmemenuhi  lketentuan lpasal l7 

layat  l(2)  lUU  lNomor l16  ltahun  l2019  ldan  lpasal  l16  lhuruf  lj  lPERMA  lNomor  l5  

ltahun  l2019. 

Sesuai    lketentuan  lalat lbukti ltertulis, lmaka lsemua lsyarat ladministrasi ldiatas lharus 

lsudah lbermaterai lcukup ldan ldinazegelen lkantor lpos, ldan laslinya lharus lditunjukkan 
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lkepada  lhakim lpada lsaat lsidang lpembuktian luntuk ldicocokkan ldengan laslinya lagar lalat  

lbukti  ltertulis  ltersebut  lsecara  lformil  ldapat  lditerima  lsebagai  lalat  lbukti.50 

Panitera lPengadilan lmempuyai lkewajiban luntuk lmemastikan lbahwa lsemua 

lpersyaratan ladministrasi ltersebut lharus llengkap lsebelum lpermohonan ldidaftarkan 

ldalam lregister, lsetelah lmembayar lpanjar lbiaya lperkara. lJika lbelum llengkap, lmaka 

lPanitera lmengembalikan lpermohonan ldispensasi lkawin lkepada lpemohon luntuk 

ldilengkapi  l(Pasal  l9  lPERMA  lNomor  l5  lTahun  l2019). 

Setelah lpengajuan ldispensasi lkawin lditerima loleh lpengadilan, lmaka lselanjutnya 

lperkara lakan ldiproses  ldan ldiperiksa. lPasca ldiundangkannya lPeraturan lMahkamah 

lAgung lNomor l5 lTahun l2019 ltentang lpedoman lmengadili lpermohonan ldispensasi 

lkawin ltertanggal  l 21 lNovember l2019 lterdapat lsejumlah lketentuan lbaru lyang lmengatur 

ltentang ltata lcara lpemeriksaan lperkara ldispensasi lkawin lyang lberbeda ldengan 

lsebelumnya, lmisalnya lhakim lyang lmenyidangkan lperkara lini ladalah lhakim ltunggal 

ldan lsalah lsatu lasas ldalam lmenyidangkan lperkara lini ladalah lmempertimbangkan  

lkepentingan  lterbaik  lbagi  lsi  lanak.51
 l 

Hakim l lyang l lmengadili l lpermohonan l ldispensasi l lkawin l ladalah l lHakim l lyang l lsudah 

lmemiliki l lSurat l lKeputusan l lKetua l lMahkamah l lAgung l lsebagai l lHakim l lAnak, l 

lmengikuti lpelatihan l ldan/atau l lbimbingan l lteknis l ltentang l lPerempuan l lBerhadapan l 

ldengan l lHukum latau lbersertifikat l l lSistem l l lPeradilan l l lPidana l l lAnak l l latau l l 

 

50
 lPengadilan lAgama lKuala lKapuas, lhttps://pa-kualakapuas.go.id/urgensi-legalisasi-bukti-

fotokopi-oleh-panitera-untuk-pembuktian-di-persidangan. 
51

 lPengadilan lAgama lKota lCimahi, lhttps://pa-cimahi.go.id/seputar-peradilan/309-

mahkamah-agung-mengadakan-sosialisasi-perma-nomor-5-tahun-2019 l 
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lberpengalaman l l lmengadili lpermohonan ldispensasi lkawin. lJika ltidak lada lHakim 

lsebagaimana ldimaksud lpada lPasal l20 lhuruf la, lmaka lsetiap lHakim ldapat lmengadili 

lpermohonan ldispensasi lkawin.52 

Ketentuan lbaru lyang lharus ldipahami ldengan lbaik loleh lhakim lpada lsaat lmenangani 

lperkara ldispensasi lkawin lyang ldiatur ldalam lPERMA lnomor l5 lTahun l2019 ltersebut 

ladalah lsebagai lberikut: 

(1) Hakim  lTunggal  ldan  lAtribut  lPersidangan  l(Pasal l11 layat l(2)); 

(2) Pihak  lyang lwajib ldihadirkan l(Pasal l10); 

(3) Penasehatan lhakim l(Pasal l12); l 

(4) Pemeriksaan lperkara ldan lpembuktian l(Pasal l13 ls/d lPasal l17). 

E. Akibat  lHukum  lDispensasi  lKawin 

Undang-undang l lPerkawinan l lmengatur l lbatas l lumur l lperkawinan l lmemiliki 

lfilosofi l ldengan l ltujuan l luntuk l lmemberikan l lkemanfaatan l latau l lkemaslahatan l lbagi 

lkedua lcalon l lmempelai l lsupaya tidak l lmengalami l ldampak l lnegatif l lperkawinan l ldini ldi l 

lkemudian l lhari. l lDampak l lyang l ldiperoleh l lpun l ltidak l lhanya l ldari l lsatu l lsisi. l lAda ldampak 

lfisik,  lpsikologi,  lsosial,  lbiologi,  lsampai  lagama.53 

 

52
 lMarwiyah, lRamon lNofrial, lDarwis lAnatami, l“Analisis lYuridis lPelaksanaan lPemberian 

lDispensasi lKawin lDi lPengadilan lAgama lBatam lDalam lPerspektif lKepastian lHukum lDan 

lPerlindungan lAnak”, lJurnal lFushion, lVolume l3 lNomor. l1, l2023, lHal. l21. 

lHttps://Fusion.Rifainstitute.Com/Index.Php/Fusion/article/view/241/227  l. 
53

 lNaufa lSalsabilah ldan lHariyo lSulistiyantoro, l“Dispensasi lKawin lDi lBawah lUmur lMenurut lUndang-

Undang lNomor l16 lTahun l2019 lTentang lPerubahan lAtas lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l1974 lTentang lPerkawinan 

lDi lPengadilan lAgama lSurabaya,” lJurnal lSyntax lAdmiration, lVolume l2 lNomor l6 l(2021), lhal. l1103–19, 

ldoi:10.46799/jsa.v2i6.248. 
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Dispensasi lkawin lmemberikan lkepastian lhukum lbagi lakibat lperkawinan 

lkhususnya lbagi lanak l lyang l ldilahirkan l ldari l lhasil l lperkawinan l ltersebut. l lDari l laspek l 

lperlindungan l lanak, lpada l ldasarnya l lpenyimpangan l lterhadap l lbatas l lusia l lkawin l ljuga l 

lmemberikan l ldampak lnegatif l lkepada l lanak l lyang l lakan l lmenikah l ldi l lbawah l lumur, l lseperti 

l lpendidikan, l lkesehatan lreproduksi, l ljuga l lekonomi. lSehingga l lseorang l lhakim l 

ldiharuskan l luntuk l lmempedomani  lPERMA l lNomor l l5 l lTahun l l2019 l ltentang l lPedoman l 

lMengadili l lPermohonan l lDispensasi lKawin l ltermasuk l lpula l lmempertimbangkan l 

lprinsip-prinsip l lperlindungan l lanak l lyaitu l lnon ldiskriminasi, lmementingkan 

lkepentingan lyang lterbaik lbagi lanak, lhak luntuk lhidup latau lkelangsungan lhidup ldan 

lperkembangan lanak lserta lpenghargaan lterhadap lpendapat lanak. lSelain l litu l lpula l 

lseorang l lHakim l lselain l lmengacu l lpada l lketentuan l lsebagaimana l ltercantum ldalam l l 

lUndang-Undang l l lPerkawinan l l ldan l l lketentuan l l lperundangan lyang l l llain, l l ljuga 

ldidasarkan lpada litikad ldan lalasan-alasan lyang ltelah ldiberikan loleh lpihak lPemohon.54 

Dampak  lnegatif  llain ldari lpernikahan ldini ldengan ldispensasi lkawin, lantara  

llain: 

a. Penyebab lterjadinya lperceraian lkarena lsuami listri lyang lmenikah ldibawah 

lumur ltersebut ltidak lsiap lsecara llahir lbatin ldengan konsekuensi lyang ltimbul 

lakibat  lpernikahan  ldini; 

 

54
 l l lMarwiyah, lRamon lNofrial, lDarwis lAnatami, lAnalisis lYuridis lPelaksanaan lPemberian  

lDispensasi lKawin lDi lPengadilan lAgama lBatam lDalam lPerspektif lKepastian lHukum lDan 

lPerlindungan lAnak, lJurnal lFushion, lVolume l3 lNomor l1, l2023, lhlm. l21. 

lhttps://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/241/227   
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b. Penyumbang lbesar lterhadap ltingginya langka lkematian libu ldan lbayi, lkarena 

lsecara  lmedis  lreproduksi  lbelum  lmatang; 

c. Kurangnya lpemahaman lterhadap lorgan lkesehatan lreproduksi ldan lseks lbagi 

lpasangan lmuda lyang lmenikah ldibawah lusia ltersebut, lmenjadi lfaktor  

lmunculnya  lpenyakit  lkelamin  latau  lbahkan  lkanker  lrahim  latau l“cancer 

lcervix”; 

d. Tingkat lpendidikan lyang lrendah lbaik litu lcalon lpasanagan lmenikah ldan lorang 

ltuanya ldengan lmenggunakan lalasan lbahwa lnikah lusia lmuda lmenjadi lsuatu lhal 

lkebiasaan ldan ltradisi lyang ltelah lmembudidaya ldibeberapa lmasyarakat ljustru 

lmembuat ldispensasi lpernikanan ldibawah lumur lsemakin lmeningkat  

ljumalahnya  lsetiap  ltahun.55 

Adapun lakibat lhukum lyang lditimbulkan latas ldikabulkan lataupun lditolaknya 

lpermohonan  ldispensasi  lperkawinan, lantara llain: 

a. Akibat  lhukum  ldikabulkannya  lpermohonan  ldispensasi  lperkawinan 

(1) Mendapatkan lpenetapan ldari lPengadilan lAgama lberupa lpengabulan 

lpermohonan  ldispensasi  lperkawinan 

Apabila lpermohonan ldispensasi lperkawinan lyang ldiajukan loleh 

lpemohon lkepada lPengadilan lAgama ldikabulkan loleh lMajelis lHakim, lmaka 

lakan l ldikeluarkan lsebuah lpenetapan loleh lPengadilan lAgama lbahwa 

 

55
 lPengadilan lAgama lPurwodadi, lhttps://pa-

purwodadi.go.id/images/pdf/penelitian/Artikel_Mahasiswa_PPL_UIN_SALATIGA 
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lpernikahan ltersebut ldapat ldilaksanakan. lKemudian lPenetapan ltersebut 

ldibawa  lke  lKantor lurusan lAgama l(KUA)  lsetempat  lyang  ldijadikan  ldasar 

loleh  lKUA luntuk  ldapat  lmelaksanakan  lpernikahan lanak lyang lmasih ldi 

lbawah  lumur  ltersebut. 

(2) Dapat  lMelangsungkan  lPerkawinan  ldi  lKUA 

Ketika lpermohonan ldispensasi lperkawinan lyang ldiajukan lkepada  

lPengadilan  lAgama ltelah ldiperiksa ldan ltelah ldijatuhi lputusan lberupa 

lPenetapan lyang lberisi lpengabulan lpermohonan ldispensasi lperkawinan loleh 

lpengadilan, lmaka lkemudian lsalinan lPenetapan ldispensasi lbaru ldiajukan 

lkembali lkepada lKantor lUrusan lAgama luntuk ldidaftarkan lperkawinannya. 

lDengan ltelah ldikeluarkannya lPenetapan ldispensasi, lmaka lKantor lUrusan 

lAgama lmempunyai lkewenangan luntuk lmelayani lperkawinan ltersebut, 

lsehingga lpihak lyang ltelah lmendapatkan lpenetapan ldispensasi ldapat 

lmelangsungkan  lperkawinan  ldi  lKantor  lUrusan  lAgama  lsetempat. 

(3) Perkawinan lsah 

Hakim lPengadilan lAgama lmenyatakan lbahwasannya, lApabila lsudah 

lada lPenetapan ldispensasi lperkawinan ldari lPengadilan lAgama, lmaka 

lPerkawinan lyang ldilangsungkan lberdasarkan lPenetapan ldispensasi ltersebut 

ldianggap lmerupakan lperkawinan  lseperti  lbiasa. lKedudukan lsuami, listri, ldan 

lanak lyang ldilahirkan latas ldasar  lPenetapan  ldispensasi lPerkawinan lOleh 

lPengadilan   ladalah  lsah  lmenurut  lhukum. 

b. Akibat  lhukum  lditolaknya  lpermohonan  ldispensasi  lperkawinan l 
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(1) Mendapatkan  lpenetapan  lberupa  lpenolakan  lpermohonan  ldispensasi  

lperkawinan 

Apabila lpermohonan ldispensasi lperkawinan lyang ldiajukan loleh 

lpemohon ltelah ldiperiksa loleh lHakim lPengadilan lAgama ldi ldalam lpersidangan, 

lakan  ltetapi  ljika  lbukti-bukti  lyang  ldiajukan  ltidak  llengkap, l   diajukan  loleh  lorang 

lyang ltidak lberwenang, lterdapat lhubungan lyang lmenyebabkan ldilarangnya 

lmelangsungkan lperkawinan, latau lcalon  lmempelai lpria ltidak lmempunyai 

lpenghasilan luntuk lmenjamin lkehidupan lberumah ltangga, lmaka lMajelis lHakim 

lakan  lmengeluarkan  lsebuah  lpenetapan  lberupa  lpenolakan  lpermohonan 

ldispensasi  lperkawinan  lkepada  lpemohon. 

(2) Tidak  ldapat  lMelangsungkan  lperkawinan 

Ketika lpermohonan ldispensasi lperkawinan lditolak loleh lHakim 

lPengadilan lAgama, lmaka ltidak lada lalas lhak luntuk lmelangsungkan lperkawinan. 

lAnak lpemohon lharus lmenunggu lhingga lusia lminimal lterpenuhi lsebagaimana 

lyang ldiatur loleh  lperaturan lperundang-undangan lPasal l7 layat l(1)  lUndang-

Undnag lNomor l16 lTahun l2019 ltentang lPerkawinan lyaitu lbatas lminimal luntuk 

ldapat lmelangsungkan lperkawinan luntuk lperempuan ldan llaki-laki lmasing-

masing l19 l(sembilan lbelas) ltahun. lSekalipun lanak ldari lpemohon ltelah lhamil 

lterlebih  ldahulu  ltetap  lharus  lmenunggu  lbatas lminimal lusia lyang ltelah 

lditentukan.56 

 

56
 lItok lDwi lKurniawan let lal., l“Dampak lDispensasi lPerkawinan lTerhadap lFenomena lPerkawinan lAnak ldi 

lIndonesia l(Studi lKasus lPutusan lPengadilan lAgama lIndramayu lNomor l0196/Pdt.P/2020/PA.Im),” lJurnal 

lPenelitian lSerambi lHukum, l15.02 l(2022), lhal. l52–61, ldoi:10.59582/sh.v15i02.574.. 
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Dalam  lhal lini, lpihak-pihak lyang ltidak lpuas ldengan lputusan  latau 

lpenetapan  lPengadilan  lAgama l(dalam lpermohonan lvoluntair), ldapat 

lmengajukan lkasasi lke lMahkamah lAgung. lPemohon lyang lditolak lpermohonan 

ldispensasi lusia lperkawinan ldi ltingkat lpertama lPengadilan lAgama, lPemohon 

lberhak lmengajukan lkasasi lpenetapan lPengadilan lAgama lke lMahkamah lAgung 

ldalam lhal lpermohonan ldispensasi lusia lperkawinan ldengan lsyarat-syarat  

lpengajuan  lyang  lditetapkan  loleh  lMahkamah lAgung.57 

F. Konsep Maqasid Syariah dan Hifz Al-Usrah dalam Perlindungan Keluarga 

Secara umum, tujuan disyariatkannya hukum Islam (maqasid al-syari'ah) 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan bagi 

manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Imam Asy-Syatibi dalam kitab al-

Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah merumuskan bahwa kemaslahatan yang hendak 

diwujudkan oleh syariat terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu daruriyat (primer), 

hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Pada tingkatan daruriyat, terdapat lima 

unsur pokok yang wajib dijaga (al-kulliyat al-khams), yaitu hifz al-din (menjaga 

agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-nasl (menjaga keturunan), hifz al-'aql 

(menjaga akal), dan hifz al-mal (menjaga harta).58 

Di antara kelima unsur tersebut, hifz al-nasl memiliki kaitan yang sangat 

erat dengan lembaga perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya instrumen 

yang disyariatkan untuk menjaga keturunan (nasab), kehormatan, dan 

 

57
 lZ lJ lFernando lK lAmaliah, l“Akibat lHukum lDispensasi lPerkawinan lAnak lDi lBawah lUmur,” lAl-Imarah, 

l6.2 l(2021), lhal. l1–18 l<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/4936>.  l 
58 Abu Ishaq Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyah, t.t.), h. 8-12. 
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keberlangsungan generasi secara sah, sekaligus menjadi sarana pencegahan 

terhadap perbuatan zina yang dapat merusak tatanan nasab dan kehormatan 

keluarga. Atas dasar itu, para ulama kontemporer mengembangkan konsep hifz al-

usrah atau perlindungan keluarga sebagai perluasan dari maqasid al-syari'ah, yang 

menekankan bahwa seluruh ketentuan hukum keluarga, termasuk pengaturan usia 

perkawinan dan mekanisme dispensasi kawin, harus diarahkan pada terwujudnya 

ketahanan, keharmonisan, dan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh. Jasser 

Auda dalam karyanya Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law 

menegaskan bahwa perlindungan dan pemeliharaan keluarga (ri'ayah al-usrah) 

merupakan salah satu dimensi penting dari maqasid al-syari'ah kontemporer, yang 

mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak, keharmonisan rumah tangga, dan 

pencegahan mudarat sosial yang lebih luas.59 

Salah satu kaidah fikih (qawa'id fiqhiyyah) yang sangat relevan dalam 

konteks ini adalah kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih, yang 

berarti "mencegah kerusakan (mudarat) lebih didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan." Kaidah ini dirumuskan oleh Al-'Izz ibn Abdissalam dalam kitab 

Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam dan ditegaskan kembali oleh As-Suyuthi 

dalam kitab al-Asybah wa an-Naza'ir. Kaidah ini mengandung makna bahwa 

apabila dalam suatu perkara terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu 

kemaslahatan yang hendak diraih dan kemudaratan yang hendak dihindari, maka 

mencegah kemudaratan harus lebih diutamakan, terlebih apabila kemudaratan 

 

59 Jasser Auda, Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, 

(London-Washington: International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 23-27. 
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tersebut bersifat lebih besar dan lebih nyata dibandingkan kemaslahatan yang 

mungkin diperoleh.60 

Dalam konteks permohonan dispensasi kawin, khususnya yang 

dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar perkawinan, penerapan kaidah dar'ul 

mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih menjadi relevan untuk dijadikan pisau 

analisis. Di satu sisi, perkawinan usia dini berpotensi menimbulkan mudarat, seperti 

risiko kesehatan reproduksi, terputusnya pendidikan, dan rentannya keharmonisan 

rumah tangga. Namun di sisi lain, apabila permohonan dispensasi kawin ditolak, 

dikhawatirkan akan timbul mudarat yang lebih besar, yaitu ketidakjelasan status 

nasab anak yang akan dilahirkan, stigma sosial yang berkepanjangan terhadap anak 

dan ibunya, serta potensi penelantaran. Dalam kaidah usul fikih, kondisi demikian 

dikenal dengan istilah ta'arudl al-mafsadatain, yaitu berhadapannya dua 

kemudaratan, yang penyelesaiannya dilakukan dengan memilih mudarat yang lebih 

ringan (akhaffu ad-dararain) guna mencegah mudarat yang lebih besar. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian dispensasi 

kawin oleh hakim, apabila ditinjau dari perspektif maqasid al-syari'ah dan konsep 

hifz al-usrah, bukanlah semata-mata pengesampingan terhadap tujuan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk mencegah perkawinan anak, melainkan 

merupakan bentuk ikhtiar hukum untuk memilih kemudaratan yang lebih ringan 

demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu terjaganya nasab, 

 

60 Al-'Izz ibn Abdissalam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Juz I, (Kairo: Maktabah 

al-Kulliyat al-Azhariyah, 1991), h. 9-11; Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Naza'ir, (Beirut: 

Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 87. 
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kehormatan, dan keutuhan keluarga. Meskipun demikian, penerapan kaidah ini 

tetap harus disertai dengan langkah-langkah mitigasi, seperti pendampingan 

psikologis, edukasi kesiapan berumah tangga, dan pengawasan pasca-perkawinan, 

agar mudarat yang melekat pada perkawinan usia dini dapat diminimalkan 

seoptimal mungkin. Kerangka berpikir inilah yang akan digunakan sebagai salah 

satu pisau analisis dalam mengkaji pertimbangan hakim pada Bab IV penelitian ini.
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BAB  lIII 

METODOLOGI lPENELITIAN 

 

Metode lpenelitian ladalah lsuatu lmetode luntuk lmempelajari lsatu latau lbeberapa 

lgejala ldengan ljalan lmenganalisa ldan ldengan lmengadakan lpemeriksaan lyang 

lmendalam lberdasarkan lfakta ldan lmengusahakan lsuatu lpemecahan latas lmasalah-

masalah lyang lditimbulkan loleh lfakta ltersebut. lUntuk lmemperoleh lefektifitas llangkah 

ldan lmemaksimalkan lhasil ldari lpenelitian, lmaka lpenelitian lini lmenggunakan lmetode 

lberikut lini: 

A. Jenis  ldan  lSifat  lPenelitian 

Metode lpenelitian lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah lmetode lyuridis 

lnormatif ldan ldidukung ldengan ldata llapangan lberupa lwawancara lsebagai ldasar 

lpenguat largumentasi ldalam lanalisis lpermasalahan. lMenurut lSoerjono lSoekanto, 

lpenelitian lyuridis lnormatif lmerupakan lpenelitian lhukum lyang ldigunakan ldengan lcara 

lmeneliti lbahan lpustaka latau ldata lsekunder lsebagai ldasar luntuk lmeneliti ldengan lteknik 

lmelaksanakan lpenelusuran lterhadap lperaturan ldan lliteratur-literatur lyang lbertautan 

ldengan lpermasalahan  lyang lditeliti.61
 lPenelitian lini ldidukung ldengan ldata llapangan 

lyaitu lmenggunakan lfakta-fakta lyang ldidapatkan lmelalui lpengamatan lserta 

lwawancara lsecara llangsung ldari llapangan lyaitu l

 

61
 lSoerjono lSoekanto ldan lSri lMamudji, lPenelitian lHukum lNormatif l(Suatu lTinjauan lSingkat), 

lJakarta: lRajawali lPers, l2001, lhlm. l16 
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Pengadilan lAgama lLubuklinggau, ldengan lmenggunakan lberbagai lsumber ldata 

lsekunder  lseperti  lpasal-pasal  lperundangan,  lteori  lhukum,  ldan  lAl-Qur’an. 

Sedangkan lsifat ldari lpenelitian lini ladalah lkualitatif, lyakni lmencoba luntuk 

lmemahami lsituasi ltertentu ldan lberusaha lmencapai lkesimpulan lyang lobjektif 

lmemperdalam ldan lmemecahkan lfenomena lyang lterjadi ldengan lmenafsirkan lmasalah 

latau lmenilai lmasalah lsebagai lcampuran ldari lberbagai larti lpermasalahan lsebagaimana 

ldisajikan loleh lsituasinya. lPenelitian lini lmenguraikan ldan lmemaparka lImplementasi 

lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 lTentang lPerubahan lAtas lUndang-Undang 

lPerkawinan lMengenai lBatas lUsia lPerkawinan l(Studi lPenetapan lNomor 

l448/Pdt.P/2024/PA.LLG). 

B. Tempat ldan  lWaktu  lPenelitian 

Tempat lpenelitian ladalah llokasi ldi lmana lmelakukan lpenelitian luntuk 

lmenemukan lsuatu lilmu lpengetahuan. lPenelitian lini lpeneliti llaksanakan ldi lPengadilan 

lAgama lLubuklinggau ljalan lYos lSudarso, lNo. l34 lTaba, lAir lKuti, lKec. lLubuk lLinggau 

lTim. lI, lKota lLubuklinggau, lSumatera lSelatan l31625. lWaktu lpelaksanaan lpenelitian 

ldimulai ldari lJanuari l2020 lsampai ldengan lMaret l2025. 

C. Jenis  ldan  lSumber  lData 

Sejalan ldengan ljenis lpenelitian lyang ltelah lditerangkan, lpenelitian lyuridis 

lnormatif lmenggunakan lbahan lhukum lprimer lsebagai lsumber ldata lyang ldidapatkan 

ldari  lsumber  lutama  ldan  lbahan  lhukum  lsekunder  lsebagai  lsumber  ldata  ldukungan. 

1. Bahan lHukum lPrimer 
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Penelitian  lpenulisan  ltesis  lini lmenggunakan  lbahan lhukum lprimer  lyang 

ldiperoleh  ldari  lperaturan-peraturan  lsebagai  lberikut: 

1) Undang-undang lNomor l1 lTahun l1974 ltentang lPerkawinan 

2) Undang-undang lNomor l16 lTahun l2019 ltentang lPerubahan lAtas lUndang-

undang  lNomor  l1  lTahun  l1974  ltentang  lPerkawinan 

3) Undang-Undang  lNomor  l48  lTahun  l2009  lTentang  lKekuasaan  lKehakiman 

4) Peraturan lMahkamah lAgung lNomor l5 lTahun l2019 ltentang lPedoman 

lMengadili  lPermohonan  lDispensasi  lKawin 

5) Inpres  lNomor  l1 lTahun  l1991  lTentang  lKompilasi  lHukum  lIslam 

6) Putusan  lNomor  l448/Pdt.P/2024/PA.LLG 

7) Al-Qur’an 

2. Bahan  lHukum  lSekunder 

Data lsekunder lsendiri ladalah ldata lyang ltingkatannya ldi lbawah ldata lprimer lyang 

lberguna luntuk lmendukung ldata lprimer. lBahan lhukum lsekunder lyaitu lbahan-

bahan lyang lmemberikan lpenjelasan lmengenai lhukum lprimer, lseperti lrancangan 

lundang-undang, lhasil-hasil lpenelitian, lhasil lkarya ldari lkalangan lhukum, ldan 

lpendapat lpara lsarjana lhukum.62
 lData lsekunder lmerupakan ldata-data lyang ltelah 

ldikumpulkan lkemudian ldiolah llalu ldisajikan loleh lpihak llain. lSehingga lbaik 

lbentuk lmaupun lisi ldata lsekunder ltelah ldibentuk lserta ldiisi loleh lpeneliti 

lsebelumnya, lpeneliti lselanjutnya lpun ltidak lmempunyai lpengawasan  latas 

lpengumpulan,  lpengelolaan,  lanalisa  lataupun  lkontruksi  ldata. 

 

62
 lSoerjono lSoekanto ldan lSri lMamudji, lPenelitian lHukum lNormatif l(Suatu lTinjauan lSingkat), 

lJakarta: lRajawali lPers, l2010, lhlm l13 
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Data lsekunder lpada lpenelitian lini lmencakup ldokumen-dokumen lresmi, lbuku-

buku, lserta lhasil lpenelitian lyang lmenjadi lpatokan, lbahan lpijakan, ldan lbahan 

lreferensi lmengenai lpemenuhan lhak lanak lperempuan ldalam lperkawinan  lmelalui 

ldispensasi  lkawin. 

3. Bahan  lHukum  lTersier 

Bahan lhukum ltersier lmerupakan lbahan lyang lmenyumbangkan linformasi 

ltambahan lmengenai lbahan lhukum lprimer ldan lbahan lhukum lsekunder, lyakni 

lberupa  lkamus  lhukum,  ljurnal,  lmedia  lmassa,  ldan  linternet.63 

D. Teknik  lPengumpulan  lData 

Teknik  lpengumpulan  ldata  lyang l  digunakan    loleh   lpeneliti    ldalam   lpenelitian   lini lyaitu: 

1. Studi  lKepustakaan 

Studi lkepustakaan ladalah lteknik ldalam lpengumpulan ldata lyang ldilakukan  ldengan 

lmembaca, lmemahami, lmengutip lisi ldari ldokumen lperaturan lperundang-

undangan, lbuku-buku, ljurnal-jurnal, lliteratur-literatur, lartikel, ldan lsebagainya.64
 

lAdapun lstudi lkepustakaan lini lmenggunakan ldokumen-dokumen lyang lberkaitan 

ldengan lperkawinan ldan lpemenuhan lhak lanak lperempuan ldalam lperkawinan 

lmelalui  ldispensasi  l kawin   ldi  lPengadilan lAgama lLubuklinggau. 

2. Wawancara 

 

63
 lOp.Cit., lMuhaimin, lhlm. l62 

64
 lBambang lSunggono, lMetodologi lPenelitian lHukum, lJakarta: lPT. lRaja lGrafindo, l2016, lhlm. 

l52 
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Teknik lwawancara lini ldilakukan loleh lpeneliti ldengan lwawancara lberupa ltanya 

ljawab loleh lpeneliti ldengan lhakim lyang lmemutuskan lperkara lpengajuan 

lpermohonan  ldispensasi    lkawin      ldi     lPengadilan     lAgama     lLubuklinggau. 

E. Pendekatan  lPenelitian 

Pendekatan lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini lantara llain lmenggunakan  

lpendekatan lperundang-undangan, lpendekatan lkonseptual, ldan lpendekatan lkasus. 

1. Pendekatan lPerundang-Undangan 

Pendekatan lperundang-undangan ladalah lpendekatan lyang ldilakukan ldengan 

lmeneliti, lmencermati, ldan lmenelaah lsemua lperaturan lperundang-undangan ldan 

lregulasi  lterkait  ldengan  lisu  lhukum  lyang  lsedang  ldibahas/diteliti.65 

2. Pendekatan  lKonseptual 

Sedangkan lpendekatan lkonseptual ldilakukan ldengan lcara lmelakukan 

lpemahaman lterhadap ldoktrin-doktrin ldan lpandangan-pandangan lyang 

lberkembang  ldalam  lilmu lhukum lyang ldijadikan lsebagai ldasar luntuk lmembangun 

largumentasi  lhukum  ldalam  lmenjawab  lpermasalahan  ldalam  lpenelitian.66 

3. Pendekatan lKasus 

Pendekatan lkasus lini ldilakukan ldengan lcara lmelakukan ltelaah lterhadap lkasus-

kasus lberkaitan ldengan lisu lyang l ldihadapi ldan ltelah lmenjadi lputusan lpengadilan 

lyang  lmempunyai  lkekuatan  lhukum  lyang  ltetap.67 

 

65
 lPeter lMahmud lMarzuki, lPenelitian lHukum, lJakarta: lPrenadamedia lGroup, l2005, lhlm. l28 

66
 lOp.Cit., lMuhaimin, lhlm. l57 

67
 lIbid., lMuhaimin, lhlm. l57 



 

 

76 

 

F. Analisis lData 

Analisis ldata lyang lpeneliti lgunakan lyaitu lanalisis ldata lsecara lkualitatif. 

lPendekatan lkualitatif ladalah lsuatu lcara lmenganalisis lpenelitian lyang lmenghasilkan 

ldata ldeskriptif lanalitis, lyaitu ldata lyang ldidapat ldari lresponden lyang ldinyatakan lsecara 

ltertulis lmaupun llisan lserta ldari ltingkah llaku lyang lnyata, lyang lkemudian lditeliti ldan 

ldipelajari  lsebagai  lsesuatu  lyang  lutuh. l 

Dalam lmenggunakan lanalisis lkualitatif, lhal lyang ldipentingkan ladalah lkualitas 

ldari ldata ldan lbahan lhukum lyang lbermakna lbahwa lpeneliti lmelakukan lanalisis lterhadap 

ldata latau lbahan lhukum lyang lberkualitas lsaja. lMaka, lyang ldipentingkan ldalam lanalisis 

lkualitatif ladalah ltidak  lsemata-mata luntuk lmengungkapkan lkebenaran lsaja, ltetapi ljuga 

lmemahami lkebenaran  laturan lhukum.68
 lAdapun ldata lyang lpeneliti ldapatkan lberupa 

lhasil lwawancara llangsung ldi llapangan lyang lkemudian ldiolah loleh lpeneliti luntuk 

lselanjutnya lakan ldianalisis ldengan lmenyesuaikan lpermasalahan lyang lsedang lditeliti. 

G. Penarikan  lKesimpulan 

Dalam lpenelitian lini, lpeneliti lmenarik lkesimpulan ldengan lcara ldeduktif lyaitu 

lpenarikan lkesimpulan ldengan lmengambil lkesimpulan ldari lsuatu lpermasalahan lyang 

lbersifat lumum lkepada lkesimpulan lyang lkhusus l(konkrit).69
 lPertama lpeneliti 

lmemperoleh lfakta ldan ldata ldari lhasil lpenelitian llangsung ldi llapangan lkemudian ldata 

ldan lfakta  lyang  ldiperoleh ltersebut  ldiolah lserta ldianalisis luntuk lditarik lkesimpulan 

lyang  lumum. 

 

68
 lOp,Cit., lMuhaimin, lhlm. l129. 

69
 lIbid, lMuhaimin, lhlm.71 
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BAB lIV l 

HASIL lPENELITIAN lDAN lPEMBAHASAN 

A. Gambaran l  Umum   lLokasi  ldan  lObjek  lPenelitian 

Penelitian lini ldilaksanakan ldi lPengadilan lAgama lLubuklinggau, lyang 

lberalamat ldi lJalan lYos lSudarso lNomor l34, lKota lLubuklinggau, lProvinsi lSumatera 

lSelatan. lPengadilan lAgama lLubuklinggau lmerupakan llembaga lperadilan ltingkat 

lpertama lyang lberwenang lmemeriksa, lmengadili, ldan lmemutus lperkara-perkara 

ltertentu lbagi lmasyarakat lyang lberagama lIslam,  ltermasuk lperkara lpermohonan 

ldispensasi lkawin. 

Berdasarkan  ldata lyang ldiperoleh, lsejak lJanuari l2020 lhingga lMaret l2025 ltercatat  

lsebanyak l2.529 lpermohonan ldispensasi lkawin ldiajukan lke lPengadilan lAgama 

lLubuklinggau. lDari ljumlah ltersebut, l2.418 lpermohonan ldikabulkan ldan l81 

lpermohonan lditolak. lMayoritas lpermohonan ldispensasi lkawin ldiajukan luntuk lanak 

lperempuan lyang lbelum lmencapai lbatas lusia lminimal lperkawinan lsebagaimana 

lditentukan l   dalam   lUndang-Undang   lNomor    l16  lTahun  l2019 l 

Tingginya    langka  lpermohonan ldispensasi lkawin lmenunjukkan lbahwa lmeskipun 

lnegara ltelah lmenaikkan lbatas lusia lminimal lperkawinan lmenjadi l19 ltahun lbagi llaki-laki 

ldan lperempuan, lpraktik lperkawinan lanak lmasih ltetap lterjadi, lsehingga lperan  lhakim 

ldalam lmenilai ldan lmemutus lpermohonan ldispensasi lkawin lmenjadi lsangat lpenting. 
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B. lImplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 ldi lPengadilan lAgama l 

lLubuklinggau 

1. l Pengaturan  lBatas  lUsia  lPerkawinan l 

 Undang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 lsecara ltegas lmenetapkan lbahwa 

lperkawinan lhanya ldapat ldilangsungkan lapabila lcalon lsuami ldan lcalon listri ltelah 

lmencapai  lusia l19 ltahun. lNamun ldemikian, lundang-undang ltersebut ltetap 

lmembuka  lruang  lpengecualian lmelalui lmekanisme ldispensasi lkawin lyang 

ldiajukan  lke  lpengadilan. 

 Dalam   lpraktiknya,  lPengadilan lAgama  lLubuklinggau lmenerapkan 

lketentuan ltersebut ldengan lmengacu lpada lPeraturan lMahkamah lAgung lNomor l5 

lTahun l2019 lsebagai lpedoman lutama ldalam lmengadili lpermohonan ldispensasi 

lkawin. lHakim ltidak lhanya lmenilai laspek lformal lpermohonan, ltetapi ljuga 

lmempertimbangkan lasas lkepentingan lterbaik lbagi lanak, lsebagaimana 

ldiamanatkan l   dalam   lPasal   l2   lPERMA lNomor     l5 l  Tahun    l2019. 

Temuan empiris di lapangan memperkuat gambaran penerapan 

ketentuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mawardi 

Kusumahwardani, Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, ketentuan batas 

usia minimal 19 (sembilan belas) tahun dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 diposisikan sebagai prinsip umum yang dipegang teguh 

dalam praktik persidangan, sedangkan dispensasi kawin ditempatkan sebagai 

pengecualian yang harus didukung alasan sangat mendesak beserta bukti-bukti 
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pendukungnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh hakim dalam kutipan 

wawancara berikut: 

“Jadi dalam praktiknya, Pasal 7 ayat (1) itu kami pegang teguh sebagai 

prinsip umum, perkawinan hanya boleh dilangsungkan kalau pria dan 

wanita sudah berusia 19 tahun. Tapi undang-undang sendiri memberi 

ruang pengecualian di ayat (2), yaitu orang tua bisa mengajukan 

dispensasi ke pengadilan dengan syarat ada alasan yang sangat 

mendesak, dan itu harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, 

bukan sekadar keterangan lisan.”70 

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa terpenuhinya syarat 

administratif tidak serta-merta menjadikan permohonan dispensasi dikabulkan. 

Hakim tetap melakukan pemeriksaan secara mendalam dengan mendengarkan 

keterangan pemohon, anak yang bersangkutan, calon pasangan, dan orang tua 

calon pasangan, memeriksa bukti tertulis, serta mendengar keterangan saksi, 

untuk kemudian menilai apakah alasan mendesak yang didalilkan benar-benar 

terbukti di persidangan. Dengan demikian, meskipun norma batas usia 19 tahun 

bersifat tegas, penerapannya di Pengadilan Agama Lubuklinggau tetap bersifat 

kasuistis, bergantung pada fakta dan bukti dalam masing-masing perkara. 

Dari sisi dampak pengaturan, data empiris menunjukkan bahwa jumlah 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau meningkat 

cukup signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 

bahkan dapat mencapai ratusan perkara setiap tahunnya, dengan faktor dominan 

berupa kehamilan di luar nikah dan faktor ekonomi. Menurut hakim, 

 

70 Wawancara dengan Mawardi Kusumahwardani, Hakim Pengadilan Agama 

Lubuklinggau, Lubuklinggau, 18 Maret 2026. 
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peningkatan tersebut tidak serta-merta mencerminkan bertambahnya jumlah 

perkawinan anak, melainkan lebih disebabkan oleh perubahan mekanisme 

hukum, yaitu sebelum tahun 2019 batas usia minimal perkawinan bagi 

perempuan adalah 16 (enam belas) tahun sehingga banyak pasangan dapat 

menikah secara langsung tanpa dispensasi, sedangkan setelah batas usia 

dinaikkan menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita, pasangan yang berusia di 

bawah ketentuan tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari 

pengadilan.71 

Temuan empiris tersebut menegaskan bahwa pengaturan batas usia 

perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan 

Agama Lubuklinggau menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai norma 

pencegahan perkawinan anak sekaligus sebagai instrumen kontrol yudisial yang 

mengalihkan penilaian kelayakan perkawinan di bawah umur dari ranah privat 

keluarga kepada mekanisme peradilan. Dengan demikian, setiap penyimpangan 

terhadap batas usia minimal hanya dapat dilakukan melalui pintu dispensasi 

yang diperiksa dan dinilai secara ketat oleh hakim. 

2.  lImplementasi l    dalam  lPemeriksaan   lDispensasi l   kawin l 

 Implementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 ldalam lpemeriksaan 

lpermohonan l  dispensasi  lkawin  ldi lPengadilan  lAgama lLubuklinggau l tercermin ldari 

ltata lcara ldan ltahapan lpemeriksaan lperkara lyang ldilakukan loleh lhakim  lsecara 

 

71 Ibid. 
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lmenyeluruh ldan lberorientasi lpada lperlindungan lanak. lPemeriksaan ldispensasi 

lkawin ltidak ldiperlakukan lsebagai lprosedur ladministratif lsemata, lmelainkan 

lsebagai lproses lyudisial lyang lmenuntut lkehati-hatian, lkecermatan, ldan 

lpertimbangan l   multidimensional. 

 Dalam ltahap lawal lpemeriksaan, lhakim lmemastikan lbahwa lpermohonan 

ldispensasi lkawin ldiajukan lsesuai ldengan lketentuan lhukum lacara lyang lberlaku. 

lHakim   lmemeriksa    lkelengkapan ladministrasi lpermohonan, ltermasuk lidentitas lpara 

l  pihak, lhubungan l  hukum   lantara   lpemohon l  dan   lanak, l  serta l  bukti   lusia lanak lyang 

ldimohonkan l  dispensasi   lkawin. lPemeriksaan lini lbertujuan luntuk lmemastikan 

lbahwa    lpermohonan   lmemenuhi   lsyarat   lformal   lsebagai lperkara lvoluntair ldan lberada 

ldalam  l  kewenangan    labsolut    lPengadilan  lAgama. 

 Selanjutnya, lhakim lmelakukan lpemeriksaan lsubstantif ldengan lmenggali 

lsecara    lmendalam l  latar   lbelakang   lpengajuan    lpermohonan l dispensasi lkawin. lDalam 

ltahap lini, lhakim lmenilai lapakah lalasan lyang ldiajukan loleh lpemohon ldapat 

ldikategorikan lsebagai lkondisi lyang lsangat lmendesak lsebagaimana ldimaksud 

ldalam lPasal l7 layat l(2) lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019. lHakim ltidak lserta-

merta lmenerima lalasan lpermohonan, ltetapi lmelakukan lpendalaman lterhadap 

lfaktor lsosial, lpsikologis, ldan lfaktual lyang lmelatarbelakangi lpengajuan 

lpermohonan ltersebut. 

Kehati-hatian hakim dalam menilai ada tidaknya kondisi yang sangat mendesak 

tersebut sejalan dengan semangat perlindungan anak yang ditegaskan dalam Al-

Qur’an. Allah Swt. memperingatkan agar manusia tidak meninggalkan generasi 
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yang lemah di belakang mereka, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa/4: 

9: 

وَلييَ قُولُوا ْفَ لييَ ت  قُواْاللَّ َْ ْخَليفِهِميْذُر يِ ة ْضِعَاف اْخَافُواْعَلَييهِمي ْتَ ركَُواْمِني شَْال ذِينَْلَوي اْْوَلييَخي ْسَدِيد   قَ ويلَ 

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang 

benar." (QS. An-Nisa/4: 9)72 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengandung pesan agar umat 

manusia tidak mewariskan generasi yang lemah, baik lemah dari segi fisik, 

psikis, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan.73 Dalam konteks pemeriksaan 

dispensasi kawin, ayat ini menjadi landasan teologis bagi hakim untuk 

menimbang secara sungguh-sungguh apakah perkawinan yang dimohonkan 

justru berpotensi melahirkan keturunan yang lemah akibat ketidaksiapan fisik, 

mental, dan ekonomi kedua calon mempelai yang masih berusia anak. 

  Dalam   lproses    lpersidangan, l  hakim ljuga lmemeriksa lanak, lorang ltua, ldan lcalon 

lpasangan lsecara llangsung. lPemeriksaan lini ldilakukan luntuk lmemperoleh 

lgambaran lyang lutuh lmengenai lkesiapan lanak luntuk lmelangsungkan lperkawinan, 

lbaik ldari laspek lfisik, lmental, lmaupun lsosial. lHakim lmemberikan lruang lkepada 

lanak luntuk lmenyampaikan lpendapatnya lsecara lbebas lguna lmemastikan lbahwa 

lpermohonan ldispensasi lkawin ltidak ldiajukan lberdasarkan lunsur lpaksaan latau 

 

72 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. An-Nisa/4: 9. 
73 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 2, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 354. 
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ltekanan ldari lpihak ltertentu. lPemeriksaan lini lsejalan ldengan lprinsip lpenghargaan 

lterhadap l    pendapat l    anak     ldan     lasas     lkepentingan     lterbaik l    bagi     lanak. 

Pemeriksaan terhadap kesiapan anak sebagaimana diuraikan di atas juga 

memiliki pijakan dalam Al-Qur’an. Allah Swt. mengisyaratkan pentingnya 

kematangan (rusyd) sebelum seseorang diberi tanggung jawab kedewasaan, 

termasuk memasuki jenjang perkawinan, sebagaimana firman-Nya dalam QS. 

An-Nisa/4: 6: 

وَالَُْ ْأمَي اْفاَديفَ عُواْإلِيَيهِمي د  ْمِن يهُميْرُشي تُمي ْآنَسي ْإِذَاْبَ لَغُواْالنِ كَاحَْفإَِني  ميْوَاب يتَ لُواْالييَ تَامَىْحَتَّ 

Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur 

untuk menikah. Kemudian jika menurut penilaianmu mereka telah cerdas 

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya." (QS. 

An-Nisa/4: 6)74 

Frasa balaghu an-nikah dan anastum minhum rusydan pada ayat tersebut 

menunjukkan bahwa kelayakan seseorang untuk memikul tanggung jawab 

perkawinan tidak semata-mata diukur dari kedewasaan biologis, melainkan juga 

dari kematangan berpikir dan kemampuan bertindak secara dewasa. Wahbah az-

Zuhaili memaknai rusyd sebagai kematangan dalam mempertimbangkan dan 

mengelola suatu urusan secara baik dan benar.75 Dengan demikian, pemeriksaan 

hakim secara langsung terhadap anak, orang tua, dan calon pasangan merupakan 

 

74 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. An-Nisa/4: 6. 
75 Wahbah az-Zuhaili, at-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj, Juz 

IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), h. 245. 
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wujud nyata dari upaya memastikan adanya rusyd tersebut sebelum dispensasi 

kawin diberikan. 

 Sebagai lbagian ldari limplementasi lPeraturan lMahkamah lAgung lNomor l5 

lTahun l2019, lhakim ljuga lmemberikan lnasihat lkepada lpemohon, lanak, ldan lcalon  

lpasangan lmengenai lrisiko lperkawinan lanak. lNasihat ltersebut lmencakup ldampak 

lkesehatan lreproduksi, lkesiapan lpsikologis, lkeberlanjutan lpendidikan,  lserta 

lkonsekuensi lsosial lyang lmungkin ltimbul lakibat lperkawinan ldi lusia ldini. lPemberian  

lnasihat l  ini l  dimaksudkan   lagar   lpara   lpihak   lmemahami l  secara   lmenyeluruh l  implikasi 

ldari lperkawinan  lanak ldan ltidak lmemandang ldispensasi lkawin lsebagai  lsolusi l     yang l    

mudah l    dan     ltanpa     lrisiko. 

Pemberian nasihat oleh hakim tersebut juga selaras dengan perintah Allah Swt. 

agar setiap orang menjaga diri dan keluarganya dari segala hal yang 

membinasakan, sebagaimana firman-Nya dalam QS. At-Tahrim/66: 6: 

لِيكُميْنََر ا ْوَأهَي  يََْأيَ ُّهَاْال ذِينَْآمَنُواْقُواْأنَ يفُسَكُمي

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka." (QS. At-Tahrim/66: 6)76 

Ayat ini menegaskan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak-anaknya 

dari segala risiko yang dapat membahayakan masa depan mereka, termasuk 

risiko yang timbul akibat perkawinan pada usia dini. Nasihat hakim mengenai 

dampak kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan keberlanjutan 

 

76 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. At-Tahrim/66: 6. 
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pendidikan pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari semangat ayat 

tersebut. Selain itu, sikap hakim yang tidak memandang dispensasi kawin 

sebagai solusi yang mudah sejalan dengan kaidah fikih dar’u al-mafasid 

muqaddam ‘ala jalb al-mashalih, yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan 

daripada meraih kemaslahatan.77 

Selanjutnya, keseluruhan rangkaian pemeriksaan yang cermat dan berhati-hati 

tersebut merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Swt. agar setiap penetapan 

hukum di antara manusia dilakukan secara adil, sebagaimana firman-Nya dalam 

QS. An-Nisa/4: 58: 

ْتََيكُمُواْبِِْ ْالن اسِْأَني َ تُميْبَيْي لِهَاْوَإِذَاْحَكَمي َمَانََتِْإِلََْأَهي ْتُ ؤَدُّواْالْي يََيمُركُُميْأَني لِْإِن ْاللَّ َْ  ليعَدي

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di 

antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa/4: 

58)78 

Bagi hakim, kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi 

kawin merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh keadilan. 

Keadilan yang dituju bukan hanya keadilan prosedural berupa terpenuhinya 

syarat-syarat formal, melainkan keadilan substantif yang berorientasi pada 

 

77 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 29. 
78 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. An-Nisa/4: 58. 
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kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian dari perlindungan keturunan (hifzh 

an-nasl) dalam kerangka maqasid syariah.79 

 Dengan ldemikian, limplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 

ldalam lpemeriksaan ldispensasi lkawin ldi lPengadilan lAgama lLubuklinggau ltidak 

lhanya ldiwujudkan lmelalui lhasil lakhir lberupa ldikabulkan latau lditolaknya 

lpermohonan, ltetapi ljuga lmelalui lproses lpemeriksaan lyang lkomprehensif, 

lberorientasi lpada lperlindungan lanak, lserta lmengedepankan lkeadilan lsubstantif. 

lProses lini lmenunjukkan lperan laktif lhakim ldalam lmenyeimbangkan lkepastian 

lhukum, lkeadilan, ldan lkemanfaatan lhukum ldalam lperkara ldispensasi lkawin. 

3. l lPemeriksaan  lIdentitas  ldan  lUsia  lAnak 

Salah lsatu lbentuk limplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 ldi 

lPengadilan  lAgama lLubuklinggau  ltercermin  ldari  lpemeriksaan lidentitas ldan lusia 

lanak lsecara lcermat  ldan lteliti. lHal lini ldilakukan luntuk lmemastikan lbahwa lanak lyang 

ldimohonkan ldispensasi lkawin lbenar-benar lbelum lmencapai lbatas lusia lminimal 

lperkawinan, lyaitu l19 ltahun lsebagaimana lditentukan ldalam lPasal l7 layat l(1) lUndang-

Undang  lNomor  l16  lTahun  l2019. 

Dalam lpraktik lpersidangan, lhakim lmemeriksa ldokumen-dokumen 

lkependudukan lseperti lakta lkelahiran, lkartu lkeluarga, ldan lidentitas lorang ltua. 

lPemeriksaan lini ltidak lhanya lbersifat ladministratif, ltetapi ljuga lsubstantif, lguna 

 

79 Abu Ishaq Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyah, t.t.), h. 8-12. 
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lmenghindari lterjadinya lpemalsuan latau lmanipulasi ldata lusia lanak. lKetelitian lhakim 

ldalam ltahap lini lmenunjukkan lupaya luntuk lmenegakkan lkepastian lhukum, lsekaligus 

lmemastikan lbahwa ldispensasi lkawin lbenar-benar ldiberikan lsebagai lpengecualian, 

lbukan l      sebagai l    kebiasaan. 

Jika ldikaitkan ldengan lteori lpendekatan lkeilmuan, lketelitian lhakim ldalam 

lmemeriksa     lidentitas      ldan   lusia lanak lmerupakan lbentuk lpenerapan lpengetahuan lhukum 

lsecara lprofesional ldan lsistematis. lHakim ltidak lhanya lmenjalankan lprosedur lformal, 

ltetapi ljuga lmemahami ltujuan lfilosofis lpembatasan lusia lperkawinan lsebagai lupaya 

lperlindungan      lterhadap     lanak. 

4. l lPendalaman lAlasan lPermohonan l 

Implementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 ljuga lterlihat ldari 

lpendalaman lalasan lpermohonan l  dispensasi lkawin, lkhususnya ldalam lmenilai lapakah 

lterdapat lkondisi lyang ldapat ldikategorikan lsebagai lalasan lsangat lmendesak 

lsebagaimana ldimaksud ldalam lPasal l7 layat l(2) lUndang-Undang lNomor l16 lTahun 

l2019. 

Hakim ltidak lserta-merta lmenerima lalasan lyang ldiajukan loleh lpemohon, 

lmelainkan lmenggali lsecara lmendalam llatar lbelakang lperistiwa lyang 

lmelatarbelakangi     lpermohonan ltersebut. lAlasan lseperti lkehamilan ldi lluar lperkawinan,  

ltekanan lsosial ldari llingkungan lsekitar, lserta lpertimbangan ladat ldan lbudaya ldievaluasi 

lsecara lkritis ldengan lmengedepankan lasas lkepentingan lterbaik lbagi lanak, lsebagaimana 

l   diatur    ldalam   lPasal  l2  lPeraturan  lMahkamah  lAgung  lNomor  l5  lTahun  l2019. 
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Pendalaman lalasan lpermohonan lini lmencerminkan lpenerapan lteori lratio 

ldecidendi, ldi lmana    lhakim lmenggali  lfakta-fakta lyang lrelevan ldan lmenghubungkannya 

ldengan lnorma lhukum lyang lberlaku lsebagai ldasar ldalam lmenjatuhkan l  penetapan.  

lPertimbangan lyang ldiambil ltidak lhanya lberorientasi lpada lalasan lsubjektif lpemohon, 

ltetapi  ljuga  lpada  ldampak  ljangka  lpanjang  lterhadap  lmasa  ldepan  lanak. 

5. l lPemeriksaan  lterhadap  lAnak, lOrang  lTua,  ldan  lCalon  lPasangan 

Dalam lproses  lpersidangan, lhakim lmelakukan lpemeriksaan llangsung lterhadap 

lanak, lorang ltua, ldan lcalon lpasangan. lPemeriksaan lini lbertujuan luntuk lmemperoleh 

lgambaran   lmenyeluruh   lmengenai   lkondisi   lpsikologis   lanak, lkesiapan   lmental   ldan   lfisik, 

lserta  lhubungan   lantara  lanak  ldengan  lcalon  lpasangan. 

Hakim ljuga lmenilai lperan ldan ltanggung ljawab lorang ltua ldalam lmendampingi 

lanak lserta lmemastikan lbahwa lpengajuan lpermohonan ldispensasi lkawin ltidak 

ldidasarkan lpada lunsur lpaksaan. lPemeriksaan lini lsejalan ldengan lketentuan lPasal l10 

ldan lPasal l11 lPERMA lNomor l5 lTahun l2019, lyang lmengharuskan lhakim luntuk 

lmendengar  lketerangan  lanak  ldan lmemastikan  lpenghargaan  lterhadap lpendapat lanak. 

Jika ldikaitkan ldengan lteori lpendekatan lpengalaman, lpemeriksaan lmendalam 

lterhadap lpara lpihak lmenunjukkan lbahwa lpengalaman lhakim ldalam lmenangani 

lperkara ldispensasi lkawin lsangat lmemengaruhi lcara lhakim lmenggali lfakta ldan lmenilai 

lkesiapan lpara lpihak. lPengalaman ltersebut lmembantu lhakim luntuk lmembedakan 

lantara lpermohonan lyang lbenar-benar lmendesak ldengan lpermohonan lyang ldiajukan 

lsemata-mata  luntuk  lmenghindari  lnorma  lhukum  lyang  lberlaku. 
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6. l lPemberian   lNasihat  loleh  lHakim l 

Aspek llain lyang lmenunjukkan limplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun 

l2019 ladalah lpemberian lnasihat loleh lhakim lkepada lpemohon, lanak, ldan lcalon 

lpasangan, lsebagaimana ldiwajibkan ldalam lPasal l12 lPERMA lNomor l5 lTahun l2019. 

lNasihat ltersebut lmencakup lrisiko lperkawinan lanak ldari lberbagai laspek, lantara llain 

lkesehatan lreproduksi, lkondisi lpsikologis, lpendidikan, lserta ldampak lsosial lyang 

lmungkin  ltimbul. 

Pemberian l  nasihat   lini l   bertujuan    luntuk   lmeningkatkan l  kesadaran   lpara   lpihak 

lagar ltidak lmemandang lperkawinan ldi lusia ldini lsebagai lsolusi linstan latas lpermasalahan 

lyang ldihadapi. lHakim lberupaya lmemberikan lpemahaman lbahwa lperkawinan lanak 

lberpotensi   l     menimbulkan         lmasalah      lbaru     lyang l     lebih       lkompleks       ldi     lkemudian       lhari. 

Dalam lperspektif lteori lkebijaksanaan, lpemberian lnasihat loleh lhakim 

lmencerminkan lperan lhakim lsebagai lpelindung lkepentingan lanak ldan lsebagai lpihak 

lyang lturut lbertanggung ljawab ldalam lupaya lpencegahan lperkawinan lanak. lHakim 

ltidak  lhanya lmenjalankan lfungsi lyudisial lsecara lformal, ltetapi ljuga lmenjalankan 

lfungsi     lsosial  luntuk       lmembina      ldan     lmelindungi   lanak   lsebagai   lgenerasi   lpenerus lbangsa. 

Dari     lhasil   lwawancara ldengan lhakim lyang lmemeriksa lperkara ldispensasi lkawin, 

ldiperoleh lketerangan lbahwa lhakim ltidak lserta-merta lmengabulkan lpermohonan, 

lmelainkan lmelakukan lpenilaian lmenyeluruh lterhadap ldampak ljangka lpanjang l     bagi      

lanak,  lterutama     lanak      lperempuan. 

Penetapan  l  batas   lusia  ltersebut  lbertujuan   luntuk: 
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1. Melindungi  lhak  lanak; 

2. Menjamin  lkesiapan  lfisik  ldan  lmental  lcalon  lmempelai; 

3. Menekan  langka  lperkawinan  lanak; 

4. Mewujudkan  lkeluarga  lyang  lsehat  ldan  lberkualitas. 

Namun ldemikian, lundang-undang ltetap lmemberikan lruang lpengecualian  lmelalui 

lmekanisme ldispensasi lkawin, lyang lhanya ldapat ldiberikan loleh lpengadilan lapabila 

lterdapat l      alasan l       yang      lsangat        lmendesak. 

C. l    Analisis  lPertimbangan lHakim ldalam lPenetapan lNomor l448/Pdt.P/2024/ lPA.LLG 

1. l    Pertimbangan l     Yuridis      lHakim 

Dalam lmemberikan lpenetapan, lhakim lmendasarkan lpertimbangannya lpada 

lketentuan  lhukum   lyang  lberlaku, lantara l  lain: 

• Undang-Undang lNomor l16 lTahun l2019; 

• Peraturan l     Mahkamah       lAgung        lNomor       l5    lTahun l2019; 

• Kompilasi       lHukum l      Islam;\ 

• Prinsip l      perlindungan      lanak. 

Hakim  lmenilai  lbahwa  lpermohonan  ltersebut  ltelah  lmemenuhi  lsyarat  lformal  ldan 

lmateriil lsebagai lperkara lvoluntair. lSelain litu, lhakim lmempertimbangkan lbahwa 

lalasan  lyang  ldiajukan  ltergolong  lalasan  lsangat  lmendesak  lsebagaimana  ldimaksud 

ldalam  lperaturan  lperundang-undangan. 

Apabila dicermati lebih lanjut, pertimbangan yuridis hakim tersebut dapat 

dianalisis melalui beberapa teori hukum. Pertama, penggunaan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta 
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Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar penetapan mencerminkan penerapan teori 

kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yaitu 

bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten agar pihak yang memiliki hak 

berdasarkan hukum dapat memperoleh haknya secara pasti. Dalam perkara a quo, 

kepastian hukum diwujudkan melalui pemeriksaan syarat formal dan materiil 

permohonan secara cermat sebelum penetapan dijatuhkan. 

Kedua, pertimbangan yuridis hakim juga sejalan dengan teori perlindungan 

hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, khususnya dalam bentuk 

perlindungan hukum preventif, yaitu mekanisme dispensasi kawin itu sendiri 

memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan 

permohonan dan menyampaikan alasan-alasannya secara terbuka di hadapan hakim 

sebelum status hukum anak dan calon pasangan menjadi tidak jelas. Dengan 

demikian, penetapan dispensasi kawin tidak semata-mata bertujuan mengesahkan 

perkawinan usia dini, melainkan juga menjadi instrumen kontrol negara untuk 

memastikan bahwa perkawinan yang terjadi tetap berada dalam koridor hukum 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Ketiga, pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan permohonan a quo 

juga relevan dianalisis melalui kerangka maqasid al-syari'ah dan kaidah dar'ul 

mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih sebagaimana telah diuraikan pada Bab II. 

Secara yuridis formal, hakim tidak hanya menerapkan pasal secara letterlijk, tetapi 

juga mempertimbangkan kemaslahatan (mashlahah) yang hendak dilindungi, yaitu 

hifz al-nasl (terjaganya nasab anak yang dikandung) dan hifz al-usrah (terjaganya 
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keutuhan keluarga), sekaligus berupaya mencegah kemudaratan yang lebih besar 

apabila permohonan tersebut ditolak. Dengan demikian, pertimbangan yuridis 

hakim dalam penetapan ini tidak berdiri sendiri secara tekstual, melainkan 

diperkuat oleh landasan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, serta 

prinsip maslahah dalam hukum Islam yang saling melengkapi satu sama lain. 

2. l      Kronologi  ldan  lPokok  lPermohonan 

Perkara lNomor l448/Pdt.P/2024/PA.LLG lmerupakan lperkara lpermohonan 

ldispensasi lkawin lyang ldiajukan loleh lorang ltua lcalon lmempelai lperempuan lyang lbelum 

lmencapai lbatas lusia lminimal lperkawinan. lPermohonan lini ldiajukan ldengan lalasan 

ladanya  lkondisi  lyang  ldianggap  lsangat  lmendesak  loleh  lpemohon. 

Berdasarkan lfakta lpersidangan, ldiketahui lbahwa lcalon lmempelai lperempuan 

ltelah lhamil lsebelum lperkawinan ldilangsungkan. lKeadaan lini lmenjadi ldasar lutama 

lpermohonan  ldispensasi  lkawin  lguna lmemberikan lkepastian lhukum lserta 

lmenghindari  ldampak  lsosial  lyang   llebih  lluas. 

3. l    Pertimbangan  lSosiologis  ldan  lPsikologis 

Selain lpertimbangan lyuridis, lhakim ljuga lmemperhatikan laspek lsosiologis ldan 

lpsikologis. lHakim lmenilai lbahwa lpenolakan lpermohonan ldapat lmenimbulkan 

ldampak lsosial lyang llebih lbesar, lbaik lbagi lanak lmaupun lkeluarga, ltermasuk lstigma 

lsosial  ldan  lketidakjelasan  lstatus  lanak  lyang  lakan  ldilahirkan. 
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Dari lsisi lpsikologis, lhakim lmenilai ladanya lkesiapan lrelatif ldari lcalon lpasangan 

ldengan ldukungan lpenuh ldari lkeluarga lmasing-masing, lsehingga lperkawinan  

ldianggap  lsebagai  lsolusi  lterbaik  ldalam  lkondisi  ltersebut. 

Dalam lmemutus lpermohonan ldispensasi lkawin, lhakim ltidak lhanya 

lmendasarkan lpertimbangannya lpada laspek lyuridis lformal, ltetapi ljuga lmemperhatikan 

lsecara lserius laspek lsosiologis ldan lpsikologis lyang lmelekat lpada ldiri lanak ldan 

llingkungan lsosialnya. lPertimbangan lini lmenjadi lpenting lmengingat lperkara 

ldispensasi lkawin lberkaitan llangsung ldengan lmasa ldepan lanak lsebagai lpihak lyang 

lberada  ldalam  lposisi  lrentan ldan lmembutuhkan  lperlindungan lhukum lyang lmaksimal. 

Dari lsisi lpertimbangan  lsosiologis, lhakim lmenilai lkondisi lsosial lyang 

lmelatarbelakangi lpengajuan lpermohonan ldispensasi lkawin. lFaktor-faktor lseperti 

lnorma lsosial lyang lberkembang ldi lmasyarakat,  ltekanan llingkungan, lserta lpandangan  

ladat ldan lbudaya lterhadap lkehamilan ldi lluar lperkawinan lmenjadi lbagian ldari 

lpertimbangan lhakim. lDalam lkonteks lmasyarakat ltertentu, lkehamilan ldi lluar 

lperkawinan lsering lkali lmenimbulkan lstigma lsosial lyang lberdampak lnegatif lterhadap 

lanak ldan lkeluarganya. lOleh lkarena litu, lhakim lmempertimbangkan lbahwa lpenolakan 

lpermohonan ldispensasi lkawin ldalam lkondisi ltertentu ljustru lberpotensi lmemperbesar 

ldampak lsosial lyang lharus lditanggung loleh lanak, lbaik lberupa lpengucilan lsosial 

lmaupun l    ketidakjelasan      lstatus       lhukum l     anak       lyang      lakan      ldilahirkan. 

Selain litu, lhakim ljuga lmempertimbangkan lkondisi lsosial lekonomi lkeluarga 

lpemohon. lDukungan lkeluarga, llingkungan ltempat ltinggal, lserta l   kesiapan      lsosial lcalon 

lpasangan ldalam lmembina lrumah ltangga lmenjadi lfaktor lyang ldinilai luntuk 



 

 

94 

 

lmemastikan lbahwa lperkawinan lyang lakan ldilangsungkan ltidak lmenimbulkan 

lpermasalahan lsosial lbaru ldi lkemudian lhari. lPertimbangan lini lmenunjukkan lbahwa 

lhakim lberupaya lmenjaga lkeseimbangan lantara ltujuan lpencegahan lperkawinan lanak 

ldan lrealitas  lsosial  lyang  ldihadapi  loleh  lmasyarakat. 

Dari lsisi lpertimbangan lpsikologis, lhakim lmenilai ltingkat lkematangan lmental 

ldan lemosional lanak lyang ldimohonkan ldispensasi lkawin. lPenilaian lini ldilakukan 

lmelalui lpemeriksaan llangsung lterhadap lanak ldi lpersidangan, ldengan lmemberikan 

lruang lbagi lanak luntuk lmenyampaikan lpendapat ldan lperasaannya lsecara lbebas.  lHakim 

lmenilai lapakah lanak ltelah lmemahami lkonsekuensi lperkawinan, lbaik ldari laspek 

ltanggung ljawab  lsebagai  lpasangan  lmaupun  lsebagai  lcalon  lorang  ltua. 

Hakim ljuga lmempertimbangkan lpotensi ldampak lpsikologis lyang lmungkin 

ltimbul lapabila lpermohonan ldispensasi lkawin lditolak. lDalam lkondisi ltertentu, 

lpenolakan lpermohonan ldapat lmenimbulkan ltekanan lpsikologis lbagi lanak, lseperti lrasa 

lmalu, lkecemasan, ldan lketakutan lakibat lstigma lsosial. lSebaliknya, lpengabulan 

lpermohonan ltanpa lmempertimbangkan lkesiapan lpsikologis lanak ljuga lberpotensi 

lmenimbulkan lmasalah lpsikologis ljangka lpanjang, lseperti lstres ldalam lrumah ltangga 

ldan  lketidaksiapan  lmenjalani  lperan   lsebagai  listri  latau  libu. 

Pertimbangan lsosiologis ldan lpsikologis lyang ldilakukan loleh lhakim lini lsejalan 

ldengan lasas lkepentingan lterbaik lbagi lanak lsebagaimana ldiatur ldalam lPeraturan 

lMahkamah lAgung lNomor l5 lTahun l2019. lSelain litu, lpertimbangan ltersebut 

lmencerminkan lpenerapan lteori lkebijaksanaan, ldi lmana lhakim ltidak lhanya lberperan 



 

 

95 

 

lsebagai lpenegak lhukum lsecara lnormatif, ltetapi ljuga lsebagai lpihak lyang 

lmempertimbangkan  lnilai  lkemanusiaan  ldan  lkemaslahatan  lbagi  lanak. 

Dengan ldemikian, lpertimbangan lsosiologis ldan lpsikologis ldalam lperkara 

ldispensasi    lkawin l   menunjukkan    lbahwa    lhakim    lberupaya      lmengambil    lkeputusan    lyang    

ltidak     lsemata-mata    lberlandaskan lpada lteks lhukum, ltetapi ljuga lpada lkondisi lnyata lyang 

ldihadapi l   oleh l   anak     ldan llingkungan lsosialnya. lPendekatan lini lmemperkuat       lperan        

lhakim   ldalam lmewujudkan lkeadilan lsubstantif    lserta    lmemberikan lperlindungan 

lhukum  lyang  loptimal  lbagi  lanak  ldalam  lperkara  ldispensasi  lkawin. 

4.     lPertimbangan      lFilosofis      ldan      lKeadilan       lSubstantif 

Pertimbangan lfilosofis lhakim ltercermin ldari lupaya luntuk lmenegakkan lkeadilan 

lsubstantif, lbukan lsekadar lkeadilan lformal. lHakim ltidak lhanya lberpegang lpada lbunyi 

lundang-undang lsecara ltekstual, ltetapi ljuga lmemperhatikan lnilai lkemanusiaan, 

lkepatutan, ldan l       kemanfaatan       lhukum. 

Pertimbangan   lini     lsejalan     ldengan     lteori     lkebijaksanaan     ldan   lteori lratio ldecidendi, 

ldi lmana lhakim ldituntut luntuk lmengambil lkeputusan lyang lpaling ladil ldan lbermanfaat      

lbagi l    anak    lsebagai     lpihak l   yang l    paling        lrentan. 

Selain lmempertimbangkan laspek lyuridis, lsosiologis, ldan lpsikologis, lhakim 

ldalam lperkara lpermohonan ldispensasi lkawin ljuga lmendasarkan lputusannya lpada 

lpertimbangan lfilosofis lyang lberorientasi lpada lkeadilan lsubstantif. lPertimbangan 

lfilosofis lini lberkaitan ldengan lnilai-nilai ldasar lhukum lyang ltidak lhanya lmenekankan  
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lkepastian lhukum lsemata, ltetapi ljuga lkeadilan ldan lkemanfaatan lhukum lbagi lpara lpihak,      

lkhususnya       lanak       lsebagai       lsubjek       lhukum l      yang       lharus       ldilindungi. 

Dalam lkonteks lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019, lpembatasan lusia 

lminimal lperkawinan l   secara lfilosofis lbertujuan l   untuk   lmelindungi lanak ldari ldampak 

lnegatif lperkawinan ldi lusia ldini lserta lmenjamin lterpenuhinya lhak lanak latas ltumbuh 

lkembang lyang loptimal. lNamun ldemikian, lpembentuk lundang-undang ljuga 

lmenyadari    lbahwa     ldalam l    kondisi  ltertentu ldapat lmuncul lsituasi lyang ltidak lsepenuhnya 

ldapat ldiselesaikan lhanya ldengan lpendekatan lnormatif. lOleh lkarena litu, lmekanisme l 

dispensasi  lkawin ltetap ldibuka lsebagai lbentuk lpengecualian lyang lharus lditerapkan l       

secara       lhati-hati      ldan         lbertanggung ljawab. 

Dalam lmemutus lperkara ldispensasi lkawin, lhakim  ltidak lhanya lmemaknai  lhukum 

lsecara ltekstual, ltetapi ljuga lsecara lkontekstual ldengan lmemperhatikan lnilai-nilai 

lkeadilan lyang lhidup ldalam lmasyarakat.  lHakim     lmenilai lbahwa lpenerapan  lhukum 

lsecara lkaku ltanpa lmempertimbangkan lkondisi lkonkret lyang ldihadapi loleh lanak ljustru 

ldapat lmelahirkan lketidakadilan. lDalam lkondisi ltertentu, lpengabulan ldispensasi lkawin 

ldipandang lsebagai lupaya luntuk lmenghindarkan lanak ldari ldampak lsosial ldan lhukum 

lyang llebih lbesar, lseperti lketidakjelasan lstatus lanak lyang lakan ldilahirkan lserta lstigma 

lsosial  lyang  ldapat  lmemengaruhi  lkehidupan  lanak  ldi lmasa  ldepan. 

Pertimbangan lfilosofis lini lmenunjukkan lbahwa lhakim lberupaya lmewujudkan 

lkeadilan lsubstantif, lyaitu lkeadilan lyang ltidak lsemata-mata lberorientasi lpada 

lkepatuhan l   formal     lterhadap     lnorma     lhukum, ltetapi     lpada lhasil lakhir lyang lpaling ladil ldan    

lbermanfaat   lbagi lpara lpihak. lKeadilan lsubstantif lmenempatkan lanak lsebagai lpusat   
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lpertimbangan l(child-centered ljustice), lsehingga l   setiap    lkeputusan    l  yang ldiambil l      harus        

ldiarahkan       lpada        lperlindungan       ldan       lkepentingan l      terbaik  lbagi  lanak. 

Pendekatan lini lsejalan ldengan lteori lratio ldecidendi, ldi lmana lhakim lmenggali 

lnilai-nilai l keadilan lyang lterkandung ldalam lhukum luntuk ldijadikan ldasar lpengambilan    

lkeputusan. lSelain litu, lpertimbangan lfilosofis lhakim ljuga lmencerminkan lpenerapan  

lteori lkebijaksanaan, lyang lmenekankan lbahwa lhukum lharus ldijalankan ldengan 

lmemperhatikan lnilai lkemanusiaan, lkepatutan, ldan lkemaslahatan. lHakim l    tidak lhanya 

lbertindak lsebagai lpelaksana lundang-undang, ltetapi l      juga       lsebagai        lpenjaga        lnilai-nilai       

lkeadilan       ldalam l     masyarakat. 

Dengan ldemikian, lpertimbangan lfilosofis ldan lkeadilan lsubstantif ldalam lperkara 

ldispensasi lkawin lmenunjukkan lbahwa lhakim lberusaha lmenyeimbangkan  lantara 

ltujuan lpencegahan lperkawinan lanak ldan lperlindungan lterhadap lanak ldalam lkondisi 

lkonkret lyang ldihadapinya. lPendekatan lini lmemperlihatkan lperan lhakim lsebagai 

lpenegak lhukum lyang ltidak lhanya lberorientasi lpada lkepastian lhukum, ltetapi ljuga lpada 

lkeadilan ldan lkemanfaatan lhukum, lsehingga lputusan lyang ldihasilkan ldiharapkan l   

mampu lmemberikan lsolusi lyang lpaling ltepat  ldan lmanusiawi lbagi lanak ldan  

lkeluarganya. 

D. l lEvaluasi lKritis lterhadap lImplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 

Meskipun lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 lbertujuan luntuk lmencegah 

lperkawinan lanak, lpraktik lpemberian ldispensasi lkawin lyang lrelatif ltinggi 

lmenunjukkan ladanya ltantangan ldalam limplementasinya. lDispensasi lkawin lyang 
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lsering ldikabulkan lberpotensi lmengurangi lefektivitas lkebijakan lpembatasan lusia 

lperkawinan. 

Di lsisi llain, lhakim lberada lpada lposisi ldilematis lantara lmenegakkan laturan 

lhukum ldan lmerespons lrealitas lsosial lyang ldihadapi lmasyarakat. lOleh lkarena litu, 

limplementasi lundang-undang lini ltidak ldapat ldibebankan lsepenuhnya lkepada llembaga 

lperadilan, lmelainkan lmemerlukan lsinergi lantara lkeluarga, lmasyarakat, ldan lnegara. 

Undang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 ltentang lPerubahan latas lUndang-

Undang lNomor l1 lTahun l1974 ltentang lPerkawinan lpada lprinsipnya lbertujuan luntuk 

lmenekan    langka    lperkawinan l   anak    lserta   lmemberikan lperlindungan lyang llebih loptimal 

lterhadap lhak lanak, lkhususnya lanak lperempuan. lPeningkatan lbatas lusia lminimal l  

perkawinan   lmenjadi  l19 ltahun lbagi llaki-laki ldan lperempuan lmencerminkan lkomitmen 

l    negara    l dalam    lmenjamin lkesiapan lfisik, lmental, ldan lsosial lcalon lmempelai. lNamun 

ldemikian, lhasil lpenelitian lmenunjukkan lbahwa limplementasi lundang-undang 

ltersebut ldalam lpraktik lperadilan, lkhususnya ldi lPengadilan lAgama lLubuklinggau, 

lmasih  lmenghadapi  lberbagai  ltantangan  lyang  lperlu  ldievaluasi  lsecara  lkritis. 

Salah lsatu ltemuan lpenting ldalam lpenelitian lini ladalah ltingginya langka 

lpermohonan l    dispensasi   lkawin lyang ldiajukan ldan ldikabulkan loleh lPengadilan 

lAgama lLubuklinggau. lKondisi lini lmenunjukkan lbahwa lmeskipun lsecara lnormatif 

lpembatasan l    usia lperkawinan ltelah ldiperketat, lsecara lempiris lpraktik lperkawinan lanak 

lmasih lterus lterjadi ldengan lmemanfaatkan lmekanisme ldispensasi lkawin. lDalam 

lperspektif lkritis, ltingginya ltingkat lpengabulan ldispensasi lkawin lberpotensi 
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lmelemahkan ltujuan lutama lpembentukan lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019, 

lyaitu  lpencegahan  lperkawinan  lanak. 

Di lsisi l  lain, lhakim lberada lpada lposisi lyang ldilematis lantara lmenegakkan lnorma 

lhukum lsecara ltegas ldan lmerespons lrealitas lsosial lyang ldihadapi loleh lmasyarakat.  

lDalam lbanyak lperkara, lalasan lyang ldiajukan loleh lpemohon, lseperti lkehamilan ldi lluar 

lperkawinan ldan ltekanan lsosial, lsering lkali ldinilai lsebagai lkondisi lsangat lmendesak. 

lPertimbangan lini lsecara lsosiologis ldan lpsikologis ldapat ldipahami, lnamun  lapabila 

ltidak ldisertai ldengan lstandar lpenilaian lyang lketat, lmaka ldispensasi lkawin lberpotensi 

lmenjadi  lcelah  lhukum  lyang  ldigunakan  lsecara  lberulang  ldan  lsistematis. 

Evaluasi lkritis ljuga lmenunjukkan lbahwa lpenafsiran lterhadap lfrasa l“alasan 

lsangat lmendesak” ldalam lPasal l7 layat l(2) lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 

lmasih l bersifat  lrelatif ldan lbergantung lpada lsubjektivitas lhakim. lMeskipun lPeraturan  

lMahkamah  lAgung lNomor l5 lTahun l2019 l  telah lmemberikan   lpedoman, lnamun ldalam 

lpraktiknya lmasih lterdapat lruang linterpretasi lyang lcukup lluas. lKondisi lini ldapat 

lmenimbulkan lketidakkonsistenan ldalam lputusan ldispensasi lkawin ldan lberpotensi 

lmengurangi     l  kepastian        lhukum. 

Selain litu, limplementasi lundang-undang lini ljuga ldipengaruhi loleh lfaktor 

leksternal ldi lluar lkewenangan lhakim, lseperti lrendahnya ltingkat lkesadaran lhukum 

lmasyarakat, llemahnya lpengawasan lorang ltua, lserta lkuatnya lnorma lsosial ldan lbudaya 

lyang lmasih lmentoleransi lperkawinan lanak. lOleh lkarena litu, lbeban limplementasi 

lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 ltidak ldapat lsepenuhnya ldiletakkan lpada 
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llembaga lperadilan, lmelainkan lmemerlukan lsinergi  lantara lnegara, lmasyarakat, ldan 

lkeluarga. 

Meskipun ldemikian, lhasil lpenelitian lmenunjukkan lbahwa lhakim  ldi 

lPengadilan lAgama lLubuklinggau ltelah lberupaya lmengimplementasikan lUndang-

Undang lNomor l16 lTahun l2019    ldengan     lpendekatan l     yang  lberhati-hati ldan lberorientasi   

lpada l  kepentingan lterbaik lbagi lanak. lPemeriksaan lmendalam lterhadap laspek lyuridis,     

lsosiologis,   lpsikologis, ldan lfilosofis lmencerminkan ladanya lupaya luntuk        lmewujudkan         

lkeadilan       lsubstantif       ldalam l      setiap         lpenetapan        ldispensasi  lkawin. 

Dengan ldemikian, lsecara lkritis ldapat  ldisimpulkan lbahwa limplementasi  

lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 ldi lPengadilan lAgama lLubuklinggau ltelah 

lberjalan lsesuai ldengan lkerangka lnormatif lyang lada, lnamun lefektivitasnya ldalam 

lmenekan langka lperkawinan lanak lmasih lperlu lditingkatkan. lDiperlukan lpenguatan 

lregulasi,    lkonsistensi     lpenafsiran lhukum, lserta lpeningkatan lkesadaran lmasyarakat lagar 

ltujuan  lutama  lpembentukan  lundang-undang  ltersebut  ldapat  ltercapai  lsecara  loptimal. 

Evaluasi kritis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tersebut dapat diperkuat lebih lanjut melalui pendekatan maqasid al-syari'ah. 

Idealnya, ketentuan batas usia minimal perkawinan tidak dimaknai secara kaku 

(rigid textualism), melainkan ditafsirkan dalam bingkai maqasid al-syari'ah, 

khususnya hifz al-nasl dan hifz al-usrah, serta kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 

'ala jalbil masalih. Dengan pendekatan ini, pencegahan perkawinan anak tetap 

menjadi asas umum yang harus dijunjung tinggi, sementara mekanisme dispensasi 

kawin difungsikan secara terbatas dan terukur sebagai jalan keluar bagi kondisi 
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darurat yang apabila tidak diberikan justru akan menimbulkan kemudaratan yang 

lebih besar. Pendekatan maqasid al-syari'ah ini sejalan dengan teori kebijaksanaan 

dan teori ratio decidendi yang telah diuraikan pada kerangka teori penelitian ini, 

sekaligus memperkuat argumentasi bahwa putusan hakim dalam perkara dispensasi 

kawin harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik 

bagi anak (the best interest of the child). 

E. l lImplikasi  lHasil  lPenelitian 

Hasil lpenelitian lmengenai limplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun 

l2019 ldi lPengadilan lAgama lLubuklinggau lmemberikan lsejumlah limplikasi lpenting, 

lbaik ldari lsisi lteoritis, lpraktis, lmaupun lkebijakan. lImplikasi lini lmenjadi lrelevan luntuk 

lmenilai lsejauh lmana ltemuan lpenelitian ldapat lmemberikan lkontribusi lterhadap 

lpengembangan lilmu lhukum lserta lperbaikan lpraktik lperadilan ldalam lperkara 

ldispensasi l     kawin. 

1. l lImplikasi   lTeoritis 

Secara lteoritis, lhasil lpenelitian lini lmemperkuat lpandangan lbahwa lpenerapan 

lhukum ltidak ldapat ldilepaskan ldari lkonteks lsosial ldan lnilai-nilai lkemanusiaan lyang 

lmelingkupinya. lTemuan lpenelitian lmenunjukkan lbahwa lhakim ldalam lmemutus 

lperkara ldispensasi lkawin ltidak lhanya lberpegang lpada lnorma lhukum ltertulis, ltetapi 

ljuga lmempertimbangkan laspek lsosiologis, lpsikologis, ldan lfilosofis luntuk 

lmewujudkan lkeadilan lsubstantif. lHal lini lsejalan ldengan lteori lkebijaksanaan ldan lteori 
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lkeadilan l   substantif     lyang l     menempatkan l     hakim   lsebagai  laktor laktif ldalam lmenemukan         

lhukum l      (rechtvinding). 

Selain litu, lpenelitian lini lmemberikan lkontribusi lterhadap lpengembangan  lteori 

lpertimbangan      lhakim, lkhususnya ldalam lperkara lyang lmenyangkut lperlindungan lanak. 

lTemuan lmenunjukkan lbahwa lpertimbangan lhukum lyang lkomprehensif 

lmencerminkan    lpergeseran ldari lpendekatan llegalistik lformal lmenuju lpendekatan lyang 

l     lebih l  responsif  ldan lberorientasi lpada lkepentingan lterbaik lbagi lanak l(best linterest   lof 

lthe   lchild).  lDengan l     demikian,     lhasil    lpenelitian l  ini ldapat l  memperkaya lkajian l  akademik   

lmengenai   lperan l  hakim l  dalam   lmenyeimbangkan    lkepastian    lhukum ldan        lkeadilan l    

substantif. 

2. l lImplikasi   lPraktis 

Dari lsisi lpraktis, lhasil lpenelitian lini lmemberikan lgambaran lmengenai 

lbagaimana lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 ldiimplementasikan lsecara 

lkonkret ldalam lpraktik lperadilan lagama. lTemuan lmenunjukkan lbahwa lhakim ltelah 

lmenerapkan lprosedur lpemeriksaan ldispensasi lkawin lsecara lcermat ldan lmendalam, 

lnamun l       masih     lmenghadapi   ltantangan    lberupa   ltingginya    lpermohonan    ldispensasi 

lkawin l     yang      ldiajukan       loleh       lmasyarakat. 

Implikasi     lpraktis      ldari     lpenelitian    lini l   adalah    lperlunya     lpenguatan   lkapasitas 

lhakim ldan laparatur lperadilan ldalam lmelakukan lpemeriksaan lpsikologis ldan 

lsosiologis lterhadap lanak. lSelain litu, ldiperlukan lpeningkatan lkoordinasi lantara 

lpengadilan, llembaga lperlindungan lanak, ldan linstansi lterkait luntuk lmemberikan 
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lpendampingan    lyang    llebih       lkomprehensif   lkepada  lanak  ldan  lkeluarga  lyang 

lmengajukan lpermohonan ldispensasi lkawin. lDengan ldemikian, lpengadilan ltidak 

lmenjadi       lsatu-satunya          linstrumen          ldalam           lmenangani           lpersoalan          lperkawinan        lanak. 

3. l l    Implikasi  l  Kebijakan 

Dari lperspektif lkebijakan, lhasil lpenelitian lini lmenunjukkan lbahwa lefektivitas 

lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 ldalam lmenekan langka lperkawinan lanak ltidak 

lhanya lbergantung lpada lnorma lhukum, ltetapi ljuga lpada lkebijakan lpendukung lyang 

lbersifat lpreventif. lTingginya lpermohonan ldispensasi lkawin lmengindikasikan 

lperlunya levaluasi lterhadap lkebijakan lyang lada, lkhususnya lterkait lpencegahan  

lperkawinan  lanak  ldi ltingkat  lkeluarga  ldan  lmasyarakat. 

Implikasi lkebijakan lyang ldapat lditarik ldari lpenelitian lini ladalah lperlunya 

lpenyusunan lpedoman lyang llebih lrinci lmengenai lkriteria l“alasan lsangat lmendesak” 

ldalam lpermohonan ldispensasi lkawin lagar ltidak lmenimbulkan lmultitafsir. lSelain litu, 

ldiperlukan lpenguatan lperan lpemerintah ldaerah ldalam lmelakukan ledukasi  lhukum, 

lpeningkatan lkesadaran  lmasyarakat, lserta lpemberdayaan lkeluarga lsebagai lgarda 

lterdepan      ldalam l      mencegah         lperkawinan    lanak. 

4.  lImplikasi   lYuridis 

Hasil lpenelitian lmengenai limplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun 

l2019 ldi lPengadilan lAgama lLubuklinggau lmemberikan lsejumlah limplikasi lyuridis 

lyang lpenting, lkhususnya ldalam lkonteks lpenerapan lnorma lhukum lterkait ldispensasi 

lkawin. lImplikasi lyuridis lini lberkaitan ldengan lpenafsiran, lpenerapan, lserta lefektivitas 
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lketentuan lhukum ldalam lmenjamin lperlindungan lanak ldan lmewujudkan ltujuan 

lpembentukan  lundang-undang. 

Pertama, lpenelitian lini lmenunjukkan lbahwa lketentuan lPasal l7 layat l(1) ldan layat 

l(2) lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 ltelah lmemberikan ldasar lhukum lyang ljelas 

lmengenai lbatas lusia lminimal lperkawinan lserta lmekanisme ldispensasi lkawin. lNamun 

ldemikian, ldalam lpraktik lperadilan, lpenafsiran lterhadap lfrasa l“alasan lsangat 

lmendesak” lmasih lbersifat lfleksibel ldan lbergantung lpada lpertimbangan lhakim. 

lKondisi    lini l    memiliki     limplikasi     lyuridis      lberupa    lterbukanya   lruang l  diskresi   lyang lcukup 

l   luas l   bagi    lhakim     ldalam    lmemutus   lpermohonan l  dispensasi   lkawin, lyang ldi lsatu lsisi 

lmemungkinkan ltercapainya lkeadilan lsubstantif, ltetapi ldi lsisi llain lberpotensi 

lmenimbulkan l        perbedaan         lpenerapan          lhukum l      antar perkara. 

Kedua, lkeberlakuan    lPeraturan  lMahkamah lAgung lNomor l5 lTahun l2019 lsebagai 

lpedoman lteknis lpemeriksaan lperkara ldispensasi lkawin lmemberikan lpenguatan  

lterhadap  laspek lprosedural ldan lsubstansial ldalam lperlindungan lanak. lHasil lpenelitian 

lmenunjukkan lbahwa lhakim ltelah lberupaya lmenerapkan lketentuan lPERMA ltersebut, 

lkhususnya lterkait lkewajiban lmendengar lketerangan lanak ldan lpemberian lnasihat. 

lImplikasi lyuridis ldari ltemuan lini ladalah ladanya lpenguatan lperan lhakim lsebagai 

lpelaksana lnorma lsekaligus lpenemu lhukum l(rechtvinder) lyang laktif ldalam  

lmemastikan  lterpenuhinya  lasas  lkepentingan  lterbaik  lbagi  lanak. 

Ketiga, ldari  lperspektif  lkepastian  lhukum, lpraktik lpengabulan ldispensasi lkawin  

lyang  lrelatif  ltinggi  lmenunjukkan lperlunya lpenguatan lnorma lhukum lyang llebih ltegas 

ldan lterukur. lImplikasi lyuridisnya ladalah lperlunya lpenyempurnaan lpengaturan  
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lhukum, lbaik lmelalui lrevisi lperaturan lperundang-undangan lmaupun lmelalui 

lpembentukan lpedoman linterpretatif lyang llebih lrinci, lagar lpenerapan ldispensasi  

lkawin  ltidak  lmelemahkan  ltujuan  lutama  lpembatasan  lusia  lperkawinan. 

Keempat, lhasil lpenelitian lini ljuga lberimplikasi lpada lpenguatan lasas 

lperlindungan lanak ldalam lhukum lperkawinan lnasional. lPenafsiran lhukum lyang 

ldilakukan loleh lhakim lmenunjukkan ladanya lpergeseran ldari lpendekatan llegalistik 

lformal  lmenuju  lpendekatan  lyang  llebih  lberorientasi  lpada  lkeadilan  lsubstantif. 

lImplikasi lyuridis ldari lpendekatan lini ladalah lsemakin ldiakuinya lperan lnilai-nilai 

lkemanusiaan ldan lkeadilan ldalam lpenerapan lhukum, ltanpa lmengesampingkan 

lkepastian  lhukum  lsebagai  lsalah  lsatu  ltujuan  lutama  lhukum. 

Dengan ldemikian, lsecara lyuridis, lhasil lpenelitian lini lmenegaskan lbahwa 

limplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 lmemerlukan lkeseimbangan 

lantara  lketegasan  lnorma lhukum ldan lfleksibilitas ldalam lpenerapannya. 

LKeseimbangan  ltersebut  lmenjadi  lkunci  ldalam lmewujudkan lperlindungan lanak lyang 

lefektif  lsekaligus   lmenjaga  lkonsistensi  ldan lkepastian lhukum ldalam lpraktik lperadilan. 

5. l lImplikasi  lPraktis (Sosial) 

Hasil lpenelitian lmengenai limplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun 

l2019  ldi  lPengadilan lAgama lLubuklinggau lmemiliki limplikasi lpraktis lyang 

lsignifikan, lkhususnya lbagi laparatur lperadilan, lpemangku lkepentingan lterkait, lserta 

lmasyarakat lsebagai lpengguna llayanan lperadilan. lImplikasi lpraktis lini lberkaitan  



 

 

106 

 

ldengan lpenerapan  lhukum lsecara lkonkret ldalam lpenanganan lperkara ldispensasi 

lkawin. 

Bagi  lhakim ldan laparatur lperadilan, lhasil lpenelitian lini lmenunjukkan 

lpentingnya lpemeriksaan lperkara ldispensasi lkawin lsecara lkomprehensif ldan 

lmultidimensional. lPemeriksaan ltidak lcukup ldilakukan lhanya lpada laspek 

ladministratif ldan lyuridis lformal, ltetapi ljuga lharus lmencakup laspek lsosiologis, 

lpsikologis, ldan lkondisi lfaktual lanak. lImplikasi lpraktis ldari ltemuan lini ladalah lperlunya 

lpeningkatan lkapasitas lhakim ldalam lmemahami ldinamika lpsikologis lanak lserta 

ldampak lsosial ldari lperkawinan lanak, lbaik lmelalui lpelatihan lberkelanjutan lmaupun 

lkerja  lsama  ldengan  ltenaga  lprofesional  lterkait. 

Bagi llembaga lperadilan lagama, lpenelitian lini lmengindikasikan lperlunya 

lpenguatan lmekanisme lpendampingan lbagi lanak lyang lmengajukan lpermohonan 

ldispensasi  lkawin. lPendampingan ltersebut ldapat ldilakukan lmelalui lkoordinasi ldengan 

llembaga lperlindungan lanak, lpsikolog, latau lkonselor lkeluarga, lsehingga lpengadilan 

ltidak lhanya lberfungsi lsebagai linstitusi lpemutus lperkara, ltetapi ljuga lsebagai lbagian ldari 

lsistem lperlindungan lanak lyang llebih lluas. lDengan ladanya lpendampingan lyang 

lmemadai, lproses lpersidangan ldiharapkan ldapat lmemberikan lperlindungan  lyang  

llebih  loptimal  lbagi  lanak. 

Bagi lorang ltua ldan lkeluarga, lhasil lpenelitian lini lmemberikan limplikasi lpraktis 

lberupa lpeningkatan lkesadaran lakan ltanggung ljawab lhukum ldan lmoral  ldalam 

lmencegah lterjadinya lperkawinan lanak. lPengajuan lpermohonan ldispensasi lkawin 

ltidak  lseharusnya  ldijadikan lsolusi lutama latas lpermasalahan lsosial lyang ldihadapi lanak,  
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lmelainkan  lsebagai llangkah lterakhir ldalam lkondisi lyang lbenar-benar lmendesak. lOleh 

lkarena litu, lorang ltua ldiharapkan llebih lproaktif ldalam lmemberikan lpengawasan,  

lpendidikan ldan  lbimbingan  lkepada  lanak. 

Bagi lmasyarakat lsecara lumum, lhasil lpenelitian lini lmemberikan lpemahaman 

lbahwa lpembatasan lusia lperkawinan lsebagaimana ldiatur ldalam lUndang-Undang 

lNomor l16 lTahun l2019  lmerupakan  lbentuk  lperlindungan lhukum lterhadap lanak, lbukan  

lsekadar lpembatasan lformal. lImplikasi lpraktisnya ladalah lperlunya lpeningkatan 

ledukasi lhukum ldan lsosialisasi lmengenai ldampak lnegatif lperkawinan lanak lserta 

lmekanisme ldispensasi lkawin lagar lmasyarakat  ltidak lmemandang lperkawinan ldi lusia 

ldini lsebagai lpraktik lyang lwajar ldan ldapat ldibenarkan lsecara lhukum. 

Dengan ldemikian, limplikasi lpraktis ldari lhasil lpenelitian lini lmenegaskan lbahwa 

lkeberhasilan limplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 ltidak lhanya 

lbergantung  lpada  lketegasan  lnorma lhukum, ltetapi ljuga lpada lkualitas lpraktik lperadilan, 

lperan laktif lkeluarga, lserta lkesadaran lhukum lmasyarakat lsecara lkeseluruhan. 

6. lImplikasi  lSosial 

Hasil lpenelitian lmengenai limplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun 

l2019 ldi lPengadilan lAgama lLubuklinggau lmemiliki limplikasi lsosial lyang lluas, 

lkhususnya ldalam lkaitannya ldengan lperubahan lpola lpikir lmasyarakat lterhadap  lpraktik 

lperkawinan lanak. lUndang-undang lini ltidak lhanya lberfungsi lsebagai linstrumen 

lhukum, ltetapi ljuga lsebagai lsarana lrekayasa lsosial l(social lengineering) lyang lbertujuan  

lmembentuk lperilaku lmasyarakat lagar llebih lselaras ldengan lnilai lperlindungan lanak. 
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Implikasi lsosial lpertama lterlihat lpada lpergeseran lkesadaran lmasyarakat  

lmengenai lbatas lusia lperkawinan. lTemuan lpenelitian lmenunjukkan lbahwa lmeskipun 

lnorma lhukum ltelah lmenetapkan lbatas lusia lminimal lperkawinan, lpraktik lperkawinan 

lanak lmasih ldipengaruhi loleh lfaktor lbudaya, ladat, ldan ltekanan lsosial. lNamun 

ldemikian, lkeberadaan lmekanisme lpemeriksaan lyang lketat ldi lpengadilan lsecara 

lperlahan  lmendorong lmasyarakat luntuk lmemahami lbahwa lperkawinan lanak lbukanlah 

lpraktik lyang lsepenuhnya ldibenarkan, lmelainkan lmerupakan lpengecualian lyang  lharus  

ldipertimbangkan  lsecara  lhati-hati. 

Implikasi lsosial lberikutnya lberkaitan ldengan lperan lkeluarga lsebagai llingkungan  

lsosial lterdekat lbagi lanak. lHasil lpenelitian lmenunjukkan lbahwa lkeputusan  luntuk 

lmengajukan ldispensasi lkawin lsering lkali ldipengaruhi loleh lkekhawatiran lorang ltua 

lterhadap lstigma lsosial. lKondisi lini lmengindikasikan lbahwa lperubahan lsosial  lyang  

ldiharapkan ldari lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 lbelum lsepenuhnya 

lterinternalisasi ldi ltingkat lkeluarga. lOleh lkarena litu, ldiperlukan lupaya lsosial lyang 

lberkelanjutan luntuk lmemperkuat lperan lkeluarga ldalam lmemberikan lperlindungan 

ldan lpendampingan lkepada lanak, lkhususnya ldalam lmenghadapi  ltekanan  llingkungan. 

Selain litu, limplikasi lsosial  ljuga  lterlihat  lpada ldinamika lhubungan lantara lhukum 

ldan lnilai-nilai lsosial lyang lhidup ldalam lmasyarakat. lPenelitian lini lmenunjukkan lbahwa 

lhakim lsering lkali lberada lpada lposisi lyang lharus lmenyeimbangkan lantara lnorma 

lhukum lyang lbersifat lpreventif ldengan lrealitas lsosial lyang ldihadapi loleh lanak ldan 

lkeluarganya. lKondisi lini lmencerminkan lbahwa lhukum ltidak ldapat lbekerja lsecara 
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lefektif ltanpa ldukungan lperubahan lsosial lyang lsejalan, lterutama  ldalam  lmengubah  

lpandangan  lmasyarakat  lterhadap  lperkawinan  lanak. 

Implikasi  lsosial  llainnya ladalah lmeningkatnya lperan llembaga lperadilan lsebagai 

lagen lperubahan lsosial. lMelalui lproses lpersidangan, lpemberian lnasihat, ldan 

lpertimbangan lyang lberorientasi lpada lkepentingan lterbaik lbagi lanak, lpengadilan 

lberkontribusi ldalam lmembangun lkesadaran lsosial lmengenai lrisiko ldan ldampak 

lperkawinan lanak. lPeran lini lmenjadi lpenting luntuk lmendorong lmasyarakat lagar llebih 

lmengutamakan lpendidikan, lkesehatan, ldan lmasa ldepan lanak ldibandingkan ldengan 

lkepentingan  ljangka  lpendek. 

Dengan  ldemikian, limplikasi lsosial  ldari lhasil lpenelitian lini lmenunjukkan lbahwa 

lkeberhasilan limplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 lsangat 

lbergantung  lpada lsinergi lantara lpenegakan lhukum ldan lperubahan lsosial ldi lmasyarakat.  

lTanpa ldukungan lkesadaran ldan lpartisipasi lsosial lyang lkuat, ltujuan lundang-undang 

luntuk  lmencegah  lperkawinan  lanak  lakan  lsulit  ltercapai  lsecara  loptimal.
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BAB lV 

KESIMPULAN lDAN lSARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan 

hakim dalam Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG serta implementasi 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Lubuklinggau, 

maka dapat ditarik kesimpulan yang secara langsung menjawab kedua rumusan 

masalah penelitian ini sebagai berikut. 

Pertama  Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 

448/Pdt.P/2024/PA.LLG (menjawab rumusan masalah pertama). Hakim 

mendasarkan penetapannya pada empat dimensi pertimbangan yang saling 

melengkapi, yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, dan filosofis. 

Secara yuridis, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam 

sebagai landasan penetapan, sekaligus menilai bahwa alasan yang diajukan 

pemohon tergolong “alasan sangat mendesak” sebagaimana disyaratkan peraturan 

perundang-undangan. Secara sosiologis dan psikologis, hakim tidak membatasi diri 

pada pemeriksaan administratif semata, melainkan menggali kondisi nyata calon 

mempelai, kesiapan mental, dukungan keluarga, dan potensi dampak sosial-

psikologis apabila permohonan ditolak maupun dikabulkan. Secara filosofis, hakim 

berperan sebagai penemu hukum (rechtvinder) yang mengedepankan keadilan 
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substantif dan asas kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), bukan 

sekadar kepastian hukum formal. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam 

Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2024/PA.LLG menunjukkan bahwa pengambilan 

keputusan dilakukan secara komprehensif dengan menempatkan kepentingan dan 

perlindungan anak sebagai pusat pertimbangan. 

Kedua dalam lpenelitian lini, lpeneliti lmenarik lkesimpulan penerapan Undang- 

Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuk linggau terjadi dalam 

kondisi normal, namun dalam kondisi tidak normal adanya pengajuan dispensasi 

nikah maka hakim mempertimbangkan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku, di 

mana hakim secara konsisten merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai 

pedoman teknis dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Namun demikian, 

secara substantif implementasi undang-undang ini belum sepenuhnya efektif 

mencapai tujuan utamanya, yaitu menekan angka perkawinan anak. Hal ini terlihat 

dari tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan dan dikabulkan 

di Pengadilan Agama Lubuklinggau sejak Januari 2020 hingga Maret 2025, yang 

sebagian besar dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak 

semata-mata ditentukan oleh kepatuhan prosedural pengadilan, melainkan juga 

sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan tingkat kesadaran 

hukum masyarakat di luar kewenangan lembaga peradilan. 
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2. l l lSaran 

Berdasarkan lkesimpulan ltersebut, lpenulis lmengajukan lbeberapa lsaran 

lsebagai lberikut. 

Pertama, lsecara lyuridis, ldiperlukan lpenguatan ldan lpenegasan lpengaturan  

lmengenai lkriteria l“alasan lsangat lmendesak” ldalam lpermohonan ldispensasi lkawin, 

lbaik lmelalui lpenyempurnaan lperaturan lperundang-undangan lmaupun lmelalui 

lpedoman linterpretatif lyang llebih lrinci. lHal lini lbertujuan luntuk lmeningkatkan 

lkonsistensi lputusan ldan lmenjaga lagar lmekanisme ldispensasi lkawin ltidak lmelemahkan 

ltujuan lpembatasan lusia lperkawinan. 

Kedua, lsecara lpraktis, lbagi laparatur lperadilan, lkhususnya lhakim lPengadilan 

lAgama, ldisarankan luntuk lterus lmeningkatkan lkualitas lpemeriksaan lperkara 

ldispensasi lkawin ldengan lmemperkuat lpendekatan lmultidisipliner. lKerja lsama ldengan 

lpsikolog, lkonselor lkeluarga, ldan llembaga lperlindungan lanak lperlu lditingkatkan lagar 

lpemeriksaan lterhadap lkondisi lanak ldapat ldilakukan lsecara llebih lobjektif ldan 

lkomprehensif. 

Ketiga, lbagi lpemerintah ldan lpemangku lkebijakan, ldiperlukan lupaya lyang 

llebih  lintensif ldalam lmelakukan lpencegahan lperkawinan lanak lmelalui ledukasi 

lhukum, lpeningkatan lakses lpendidikan, lserta lpenguatan lperan lkeluarga ldan 

lmasyarakat. lKebijakan  lpreventif lyang lterintegrasi ldiharapkan ldapat lmengurangi 

lketergantungan lmasyarakat lpada lmekanisme ldispensasi lkawin lsebagai lsolusi latas 

lpersoalan lsosial. 
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Keempat, lbagi lmasyarakat ldan lorang ltua, ldiharapkan ladanya lpeningkatan 

lkesadaran lakan lpentingnya lperlindungan lhak lanak ldan ldampak lnegatif lperkawinan  

lanak lterhadap lmasa ldepan lanak. lOrang ltua ldiharapkan ltidak lmenjadikan ldispensasi 

lkawin lsebagai ljalan lkeluar lutama, lmelainkan lsebagai llangkah lterakhir ldalam lkondisi 

lyang lbenar-benar lmendesak. 

Kelima, lbagi lpeneliti lselanjutnya, ldisarankan luntuk lmelakukan lpenelitian 

llanjutan ldengan lpendekatan lempiris lyang llebih lluas, ltermasuk lmelibatkan lperspektif 

lanak ldan lkeluarga lsecara llangsung, lagar ldiperoleh lgambaran lyang llebih lkomprehensif 

lmengenai ldampak limplementasi lUndang-Undang lNomor l16 lTahun l2019 ldalam 

lpraktik. 
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